
BUPATI JEPARA

PRO\'INSI JAWA TENGAH

Mengingat : 1.

2 .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia'Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telftaf'g
Perbendaharaal Negara (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksa-nanya kegratan-
kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Pendapatan
dar Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015
dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi,
tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun
Petunjuk Telqis Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Tahun 2015;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Talun 2015.

, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarg
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
NOmOr 565r l :

r 

Menimbang 

Mengingat 

4 

BUPATI JEPARA 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 42 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan­ 
kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 
dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, 
tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Tahun 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Tahun 2015. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

l
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5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan AntaJa Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemeaintah Nomor 14 Tahun 1993
Tentang PenyelenggaJaan Program Jaminan Sosial
Tenaga KeI]a (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 20, ?ambahan I€mbaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 3520),
Sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Ta-hun 2012 tentang Perubahan kedelapan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Talun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2072 Nomor 106, Tambahal l€mbarcn
Negara Republik lndonesia Nomor 5312);

Peraturan Pemednta-h Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan
Umum {lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tamba].an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

o .

10.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaarl Keuangan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Taiun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasart
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tarnbaharr Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594):

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3520), 
Sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2012 tentang Perubahan kedelapan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga, Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5312); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Taiun 2O1O
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah teral<hir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Ta-hun 2012 tentang Perubaian Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(lrrnbaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambaha:r Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

16. Instruksi Presiden Nomor l Tahun 2013 Tentang
Aksi Pencegaial dan Pernberantasan Korupsi
Tahun 2013;

17. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keua.ngan Badan Layana]l Umum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010 tentang Tahapan, Tata CaJa Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pemba-ngunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tatrun 2010 Nomor 517);

21. Peratural Menteri Keuangan Republik Nomor
25IPMK.O5/2O12 Tentarg Pelaksanaan Sisa
Pekedaa! Tahun Anggaran Berkenaa! Yang
Bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya;

22. Peraturar. Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10
Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

16. Instruksi Presiden 
Aksi Pencegahan 
Tahun 2013; 

Nomor 1 Tahun 2013 
dan Pemberantasan 

Tentang 
Korupsi 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
MilikDaerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2010 Nomor 517); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Repu blik Nomor 
25/PMK.05/2012 Tentang Pelaksanaan Sisa 
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang 
Bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 
Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Jepara tahun 2006 Nomor 10, Tambahan l€nbaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2006 tentang pokok-pokok
Pengelolaa-n Keuangar Daerah( kmbaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11
Tambahan l,embaran Daerah KabuDaten JeDara
Nomor 1O);

23. Peraturarl Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Ifmbaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahal
l€mbaral Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dail Tata Keia
Pemerinta-h Kecamatan dan Keluraha$ Kabupaten
Jepara (l€mbaran Daerah Kabupaten Jepaia
Tahun 2008 Nomor 13, Tambalan Lembaral
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kel]a
Sehetariat Daerah dal Sekrctariat Dewal
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
(l,embaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembara:r Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17
?ahun 2010 tentang Organisasi da]l Tata KerJa
Dinas Daerah Kabupaten Jepara (l,embaral
Daerah Kabupaten Jepa.ra Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentarg Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerai(I€mbaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembara!
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

27. Perat.uran Daeral Kabupaten Jepara Nomor 18
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
{l€mbaran Daera}r Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 18, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten
- I F n r r a  N ^ m ^ r  1 R ] '

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Orgarisasi dan Tata Kerla
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011

Jepara tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lenbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nornor 3) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 11 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nornor 10 Tahun 2006 tentang pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah( Lernbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nornor 10); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Jepara (Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nornor 13, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nornor 11); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 16); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 17 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Nornor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 7, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 18); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 
Tahun 2011 Ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 
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Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepa-ra Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18
tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Keda
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Petizll)al]
Terpadu (lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaral
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keda
Satuar Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten JepaJa Talun 2011
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11
tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jepara talrun 2Ol2-2O 17 t

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OI2 Tel]taJ'g
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dart Aset Daerah Kabupaten
Jepara( Irmbaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2012 Nomor 8,Tambahan l€mba,ran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 7);

Peraturan Daera.l:r Nomor 9 Tabun 2012 Ter:tarlg
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Jepara (l,embaral Daerah Kabupaten Jepara tabun
2012 Nomor 9, Tambahan kmbaran Daerah
Nomor 8)l

Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2009 Nomor 225);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNTS
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN
2015

Pasal I
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatar Pembangunal
Tahun 2015 merupakan pedoman teknis terhadap
Pelaksalaal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera}
KabuDaten JeDara Tahun 20 15.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Menetapkan 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 15); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 
tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 17); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten J epara Nomor 11 
tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Jepara tahun 2012-2017; 

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2012 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor8); 

34. Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009 
Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Kabupaten Jepara (Betita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2009 Nomor 225); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 
2015 

Pasal I 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2015 merupakan pedoman teknis terhadap 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015. 
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Pasal 2
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidal< terpisahkal dari Peraturan ini.

Pasal 3

Sistimatika Petunjuk Telo:ris Pelaksanaan Kegiatan
Pembalgunan Tahun 2015 sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 1 yaitu sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN

PPKD
BAB lII PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB IV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB VI PETUNJUK PENGISIAN BLANGKO
BAB \']I PENUTUP

Pasal 4
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan ini dibebankal pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten JepaJa Tahun 2015.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

c .
d.

f.
c.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal2S Novenber' 2014

Diundangkal di Jepara
pada tanggal 28 Novenber 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

PABA,

PENELI1IAN PROOUK HUTTM

BERITA RAH KABUPATEN JBPIllrAI TAHSN 20.14 NOMOR 'O2

Pasal 2 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

Sistimatika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 yaitu sebagai berikut : 

a. BAB I 
b. BAB II 

c. BAB III 
d. BAB IV 
e. BAB V 
f. BAB VI 
g. BAB VII 

PENDAHULUAN 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN 
PPKD 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 
PETUNJUK PENGISIAN BLANGKO 
PENUTUP 

Pasal 4 
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

Pasal5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 28 November 2014 

I , • 

- 
AHMAD MARZUQI 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 28 November 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BERITA 
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LAMPIRAN
JEPARA

PERATURAN BUPATI

Nomor : +2 lghufl 2014
Tanggal : 28 Novenber 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menuju pengelolaan kegiatan pembangunan ke arah yang lebih
baik, bersih, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab,
diperlukan suatu pedoman untuk pengelolaan kegiatan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daera-h Kabupaten Jepara Tahun
2015.

Pedoman merupakan acua.n yang diharapkan akan dapat dicapai
pelaksanaal anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara
Iisik maupun keuangan dan mempunyai kemanfaatan serta mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat balyak (outcome d.an benefil),
1. Maksud:

a. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksa,nakan
sistem dan prosedur penatausahaan/Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggarar 2015.

b. Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaa:r barang dan jasa
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

c. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan
dalam penatausahaar pelaksalaan Angga-ran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

d. Sebagai pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Tahun 2015 agar pelaksanaal kegiatan
terw.ujud keterpaduar dan keserasian dalam program
maupun kegiatan yalg tepat waktu, tepat mutu, tepat
administrasi, tepat sasaran dan tepat marlfaat,

e. Sebagai pena'ujudan pencapaian kesatuan arah, visi, misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan pola pelaksanaan
kegiatan di Daera}

2. Tujuan:
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan agar terwujud keterpaduan dan keserasian di dalam
melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat terlaksana
dengan tepat wal<tu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat
serta tertib administrasi dan disiplin anggaran.

Berkaital hal tersebut di atas, sangat diperlukan perhatian dari
Pimpinan Perangkat Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 untuk
hal-hal sebagai berikut ;

1. Pedoma-n Pelaksanaan ini ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Jepara.

2. Pro$am/Kegiatan yar1g ada harus dapat didayagunakan sebesar-
besarnya untuk meningkatkan produktilitas dan peningkatan
kualitas pelayanan masyaral<at serta pe

KEPAraSEFit
PENGUSUL I

LAMPIRAN 
JEPARA 

PERATURAN BUPATI 

Nomor : 42 Tahun 2014 
Tanggal: 28 November 2014 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 

BAB! 

PENDAHULUAN 

A. MAKSUD DAN TUJUAN 

Untuk menuju pengelolaan kegiatan pembangunan ke arah yang lebih 
baik, bersih, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, 
diperlukan suatu pedoman untuk pengelolaan kegiatan dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2015. 

Pedoman merupakan acuan yang diharapkan akan dapat dicapa.i 
pelaksanaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara 
fisik maupun keuangan dan mempunyai kemanfaatan serta mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak (outcome dan benefit). 
1. Maksud: 

a. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan 
sistem dan prosedur penatausahaan/Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015. 

b. Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 

c. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan 
dalam penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

d. Sebaga.i pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Tahun 2015 agar pelaksanaan kegiatan 
terwujud keterpaduan dan keserasian dalam program 
maupun kegiatan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat 
administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat. 

e. Sebagai perwujudan pencapaian kesatuan arah, visi, misi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan pola pelaksanaan 
kegiatan di Daerah. 

2. Tujuan: 
Sebaga.i pedoman dalarn pelaksanaan dan penatausahaan 
keuangan agar terwujud keterpaduan dan keserasian di dalarn 
melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat terlaksana 
dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat 
serta tertib administrasi dan disiplin anggaran. 

Berkaitan hal tersebut di atas, sangat diperlukan perhatian dari 
Pimpinan Perangkat Daerah terhadap · Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 untuk 
hal-hal sebagai berikut : 

1. Pedoman Pelaksanaan ini ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan­ 
kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Jepara. 

2. Program/Kegiatan yang ada harus dapat didayagunakan sebesar­ 
besarnya untuk meningkatkan produktifitas dan peningkatan 
kualitas pelayanan masyarakat serta pep yarakat, 
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3.

pengamanan dal perlindungan sosial yang dalam pengelolaannya
diperlukan tindakan yang efisien dar efektif, hemat dan tidak
boros.
Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan sistem pada masing-
masing perangkat daerah yang berkaitan erat dengan peningkatan
profesionalisme aparatur, keahlian dan ketrampilan yang memadai
pada bidang tugasnya, etos keda, dedikasi dan disiplin tinggi.
Kegiatan-kegiatan Pemba:rgunan Daeratr agar diupayakan sejauh
mungkin dapat menyerap ten.aga kerla sebanyak-banyaknya, baik
di perkotaan maupun perdesaan dengal tetap memperhatikan
ketentuan yang berlaku.
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar
Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak
yang terkait dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah.
Permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang
tidak dapat diselesaikaa oleh para Pimpinan Program/Kegiatan
agar segera dilaporkan kepada Bupati Jepa-ra Up. Bappeda
Kabupaten Jepara, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara
dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daeiah
Kabupaten Jepara sesuai dengan permasalahan yalg dihadapi.

4 .

5 .

6.

B. AZAZ DAN PRINSIP PELAKSANAAN APBD

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas juga supaya memperhatikan
adalya prinsip-prinsip anggaran serta dalam rargka mewujudkar
Good Ggvemance dalam Tahun Anggaran 2015 harus memenuhi azas-
a?as :

t. AzAz
a. Transparansi

Adanya kepercayaan timbal-ba]ik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan jamiran
kemudalan dalam memperoleh infoimasi yang akurat dan
memadai (informasi kebljakan publik yarrg menya$gkut
kepentingal orang banyak mudafi diakses dan terbuka bagi
masyaral<at)

b. Parlisipasi
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hal< dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
yang menyangkut kepentingan masyaJakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung

Akuntabilitas
Para pengambil keputusan dalam segala bidang yang
menyangkut kepentingan masyai'akat luas harus memiliki
akuntabilitas dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang
telah diputuskan

Profesionalitas
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintahar agar mampu memberi pelayanal yang muda-h,
cepat, tepat dengan biaya terjalgkau

E{isiensi dan Efeklifitas
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
dengar menggunakan sumber daya yang tersedia secara

c.

d.

e.

optimal dan bertanggung jawab

ffi,FF'ffirg\

pengamanan dan perlindungan sosial yang dalam pengelolaannya 
diperlukan tindakan yang efisien dan efektif, hemat dan tidak 
boros. 

3. Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan sistem pada masing­ 
masing perangkat daerah yang berkaitan erat dengan peningkatan 
profesionalisme aparatur, keahlian dan ketrampilan yang memadai 
pada bidang tugasnya, etos kerja, dedikasi dan disiplin tinggi. 

4. Kegiatan-kegiatan Pembangunan Daerah agar diupayakan sejauh 
mungkin dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, baik 
di perkotaan maupun perdesaan dengan tetap memperhatikan 
ketentuan yang berlaku. 

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar 
Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak 
yang terkait dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. 

6. Permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang 
tidak dapat diselesaikan oleh para Pimpinan Program/Kegiatan 
agar segera dilaporkan kepada Bupati Jepara Up. Bappeda 
Kabupaten Jepara, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara 
dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jepara sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

B. AZAZ DAN PRINSIP PELAKSANAAN APBD 

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas juga supaya memperhatikan 
adanya prinsip-prinsip anggaran serta dalam rangka mewujudkan 
Good Governance dalam Tahun Anggaran 2015 harus memenuhi azas­ 
azas: 

1. AZAZ 
a. Transparansi 

Adanya kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan jaminan 
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan 
memadai (informasi kebijakan publik yang menyangkut 
kepentingan orang banyak mudah diakses dan terbuka bagi 
masyarakat) 

b. Partisipasi 
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam 
menyarnpaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung 

c. Akuntabilitas 
Para pengambil keputusan dalam segala bidang yang 
menyangkut kepentingan masyarakat luas harus memiliki 
akuntabilitas dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang 
telah diputuskan 

d. Profesionalitas 
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, 
cepat, tepat dengan biaya terjangkau 

e. Efisiensi dan Efektifitas 
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat 
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 
optimal dan bertanggung jawab 



2. PRINSIP PELAKSANAAN APBD

a. APBD adalah merupakan renca,na keuangan talunan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dilaksana-kal dengan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan
efisien sesuai ketentuan Perundangan.

b. Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam
rangka pelaksalaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang
ditempatkan pada PT. Bank Jateng Cabang Jepara.

c, Pendapatan yang direncanakan merupa]<an perkiraan yang
terukur secara rasional yalg dapat dicapai untuk setiap
sumber Pendapatan sedangkan Belanja yang dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Bela4ja Daerah merupakan
batas terlinggi untuk setiap pengeluaran Belanja.

d. Penganggaran pengeluaian harus didukung dengan adanya
kepastian anggara.n dan dilarang melaksalakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

e. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerirnaan / Pengeluamn dan Orang atau Badan yang
menerima atau menguasai uarg /barang / kekayaan Daerah
wAiib menyelenggaraftai penatausahaan sesuai dengan
Peraturar Perundang-Undangan.

I Pejabat yang menaldatangani dan/ atau mengesahkan
dokumen yang berkaital dengan surat bukli yang menjadi
dasar penerimaal dan/ atau pengeluaran atas pelaksalaan
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah bertanggung jawab
terhadap kebena.ran materiil dan akibat yarg timbul dari
penggunaan surat bukLi dimaksud.

g. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah mengesahkan dan mengatur dana
yaltg diperlukan dalam pelaksanaan arggaran.

h. Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah dilakukan berdasarkan Surat
Perinta-h Membayar yang diterbitken oleh Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna anggarar].

i. Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapata! dan Belanja
Daerah dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang
sa}r untuk memperoleh pembayaran.

j. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana {SP2D) oleh Bendahara Umum Daera}r/Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

2. PRINSIP PELAKSANAAN APBD 

a. APBD adalah merupakan rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
dilaksanakan dengan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan 
efisien sesuai ketentuan Perundangan. 

b. Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam 
rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang 
ditempatkan pada PT. Bank Jateng Cabang Jepara. 

c. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap 
sumber Pendapatan sedangkan Belanja yang dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran Belanja. 

d. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 
kepastian anggaran dan dilarang melaksanakan kegiatan yang 
belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

e. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 
Penerimaan / Pengeluaran dan Orang atau Badan yang 
menerima atau menguasai uang /barang / kekayaan Daerah 
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

f. Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan 
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 
dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab 
terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 

g. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah mengesahkan dan mengatur dana 
yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. 

h. Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa 
Bendahara Umum Daerah dilakukan berdasarkan Surat 
Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran 
/ Kuasa Pengguna anggaran. 

1. Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang 
sah untuk memperoleh pembayaran. 

j. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa 
Bendahara Umum Daerah. 



C. PE}MJSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dokumen Pela}saflaan Anggaran Satuan Kel]a Perangkat Daerah
merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan Belanja dan
Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksalaan argga"ran
oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dal rencana
penarikal Dana untuk pengeluaran yang dibutuhkan serta' pendapatal yang telah direncanakan pencapaiannya.

2. Mekanisme Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

a). Paling lambat 3 (tiga) hari ke{a setelah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ditetapkan maaing-masing Kepala Satuan
KeI]a Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan
Rancangan Dokumen Pelaksanaal Anggaran Satual Kerja
Perangkat Daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah
sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

b)- Ralcangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam huruf a
diverifikasi oleh Tim Angga.ran Pemerintah Daerah (TAPD)
dengan susunankearggotaannya sebagai bedkut :

1). Penanggungjawab

2). Ketua

3). Wakii Ketua

4) . Sekrctaris

1. Bupati Jepara
2. Wakil Bupati Jepara

Sekretaris Daerah Kabupaten
Jepara
Asisten Administrasi Sekda
Kabupaten Jepara
Kepala Diras Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dar Aset
Daerah Kabupaten Jepara

1. Asisten Pemerintahan Sekda
Kabupaten Jepara

2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunal Sekda
Kabupaten JepaJa

3. Kepaia Bappeda Kabupaten

c) .

d).

5). Anggota

-.'t::frX Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Jepara

t 
,[:t#i 

Basian Hukum setda

TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b) ditetapkan oleh
Bupati
Verifikasi atas Rancangar Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilal<salakan paiing larnbat
15 (lirna belas) hari kela sejak ditetapkannya Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Berdasarkan hasil verilikasi, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah mengesahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan persetujuan
Sekretaris Daerah. lffiffiF-ffififfifi-::;'ii

C. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan Belanja dan 
Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan rencana 
penarikan Dana untuk pengeluaran yang dibutuhkan serta 
pendapatan yang telah direncanakan pencapaiannya. 

2. Mekanisme Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut : 

a). Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ditetapkan masing-masing Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan 
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah 
sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 

b). Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam huruf a 
diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut : 

2). Ketua 

5). Anggota 

4). Sekretaris 

3). Wakil Ketua 

1). Penanggungjawab 1. Bupati Jepara 
2. Wakil Bupati Jepara 

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jepara 
Asisten Administrasi Sekda 
Kabupaten Jepara 
Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jepara 

1. Asisten Pemerintahan Sekda 
Kabupaten Jepara 

2. Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekda 
Kabupaten Jepara 

3. Kepala Bappeda Kabupaten 
Jepara 

4. Kepala Bagian Pem bangunan 
Setda Kabupaten Jepara 

5. Kepala Bagian Hukum Setda 
Jepara 

c). TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b) ditetapkan oleh 
Bupati 

d). Verifikasi atas Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 
15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

e). Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah mengesahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. .. e.---.----.---: [ Lise [es+r, 



d.

n

h) .

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keia Perangkat
Daerah yang sudah disahkal disampaikar selambat-
lambatnya 7 (tu-juh) hari keqa kepada ;
1). Inspektorat Kabupaten Jepara
2). DPPKAD Kabupaten Jepara
3. Bappeda Kabupaten Jepara

Seluruh kegiatan yarg dilaksana.kan oleh SKPD diwajibkan
memberitahukan kepada Camat sesuai Wilayah kerjanya
secara teitulis.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaarr Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yalg sudah ditetapkan dan
diundangkan dalam l€mbaran Daerah sebagai dasar
pelaksaraan kegiata:r. Untuk DPA belanja dilengkapi dengan
Gambar dan Rencana Anggaran biaya, dan untuk DPA
Pendapatan dilengkapi dengan Rencana Pendapatan,

Hal-hal yang mendasari dalam peny.usunan Dokumen
Pelaksanaar Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah
ada.lah :

1). Menyangkut kebljakan daerah.
2). Peratural Daerah tentang Anggararl Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2O1,4 yang
telah disyahkan dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah.

3). Perlu adanya penghematar-penghematan
4), Dihindari terjadinya duplikasi pembiayaan pekefaar

kegiatan.
5). Berpedoman standarieasi darr tolok ukur kinerja.
6). Untuk kegiatan-kegiatan lisik baik kegiata!

pembangunan maupun rehab diharuskan untuk
dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan {Tata Cara
Pengurusan IMB dapat dikoordinasikan dengan Satua.n
Keda Perangkat Daerah terkait).

7). Terhadap suatu kegiatan yang kemungkinan dapat
merrimbulkan dampak besar dan penting, agar terlebih
dahulu disusun Dokumen mengenai Analisis Mengenai
Dampat Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundarg-
undangan yang berlaku.
Hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai
Dampak Lirgkungar Hidup (AMDAL) agar
dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Terkait.

8). Pelaksanaar Pembangunan haius tetap memperhatikan
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

Dokumen Pelaksanaal Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerai ditetapkan/disahkan oleh Satuan Kela Pengelolaan
Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Daerah.

J ' .

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Daerah yang sudah disahkan disampaikan 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada : 
1). lnspektorat Kabupaten Jepara 
2). DPPKAD Kabupaten Jepara 
3. Bappeda Kabupaten Jepara 

g). Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD diwajibkan 
memberitahukan kepada Camat sesuai Wilayah kerjanya 
secara tertulis. 

h). Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan. Untuk DPA belanja dilengkapi dengan 
Gambar dan Rencana Anggaran biaya, dan untuk DPA 
Pendapatan dilengkapi dengan Rencana Pendapatan. 

i). Hal-ha! yang mendasari dalam penyusunan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
adalah: 

1). Menyangkut kebijakan daerah. 
2). Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 yang 
telah disyahkan dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah. 

3). Perlu adanya penghematan-penghematan 
4). Dihindari terjadinya duplikasi pembiayaan pekerjaan 

kegiatan. 
5). Berpedoman standarisasi dan tolok ukur kinerja. 
6). Untuk kegiatan-kegiatan fisik baik kegiatan 

pembangunan maupun rehab diharuskan untuk 
dilengkapi dengan ljin Mendirikan Bangunan (Tata Cara 
Pengurusan !MB dapat dikoordinasikan dengan Saluan 
Kerja Perangkat Daerah terkait). 

7). Terhadap suatu kegiatan yang kemungkinan dapat 
menimbulkan dampak besar dan penting, agar terlebih 
dahulu disusun Dokumen mengenai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
Hal-ha! yang berkaitan dengan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) agar 
dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Terkait. 

8). Pelaksanaan Pembangunan harus tetap memperhatikan 
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja 

j). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah ditetapkan/ disahkan oleh Satuan Kerja Pengelolaan 
Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan dari 
Sekretaris Daerah. 

Perangkat 
selambat­ 



Untuk kegiatan yang tidak dapa.t diselesaikan dalam tahun anggran
2015, dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu
menganggarkan kembali kegiatat tersebut pada APBD 2016.

3. DPA LANJUTAN 

Untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggran 
2015, dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu 
menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada APBD 2016. 



BAB II

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD

A. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

1. Bendahara penedmaan SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpal, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan dalam ralgka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Untuk melaksanakal tugas
berwenang:
a). menerima penerimaan yarg

daerah;

bendahara penerimaan SKPD

bersumber dari pendapatan asli

b). menyimpan aeluruh penerimaan;
c). menyetorkan penerimaal yang diterima dari pihak ketiga ke

rekening kas umum daeral: paling lambat t hari kerja,
kecuali wilayah kecamatar Karimunjawa pa-ling lambat 7 hari
keda;

d). mendapattan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
melalui Bank.

3. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geogralis
sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami
kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu
atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk
melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

1. Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan
dan mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaal pendapatan
PPKD dalam rangka pelaksalaal APBD.

2. Untuk melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1
bendaha-ra penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan
bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

3. Atas pertimbangar efisiensi dal efektifitas, tugas dan wewenang
bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimal<sud pada angka
1 dan angka 2 dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

1, Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpal, membayarkan, menatausahakan, dan mempertang-
gungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1
bendahara pengeluaral SKPD berwenang:
a). Mengajukan permintaan pembayaral menggunakan SPP

UP/GU/TU dan SPP-LS;
b). Menerima dan menyimpan uang persediaan;
c). Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang

dikelolanva:
d). Menolak perintah bayar

Pengguna Anggaran yang
peraturarl;

Anggaran/ Kuasa

B.

C.

ffiffi
dari Pengguna
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BAB II 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD 

A. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

1. Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

2. Untuk melaksanakan tugas bendahara penenmaan SKPD 
berwenang: 
a). menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli 

daerah; 
b). menyimpan seluruh penerimaan; 
c). menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke 

rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja, 
kecuali wilayah kecamatan Karimunjawa paling lambat 7 hari 
kerja; 

d). mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
melalui Bank. 

3. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis 
sehingga wajib pajak dan/ a tau wajib retribusi mengalami 
kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu 
atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk 
melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD. 

B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 
1. Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan 

dan mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan pendapatan 
PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka I 
bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan 
bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank. 

3. Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang 
bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada angka 
I dan angka 2 dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah. 

C. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD 
I. Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertang­ 
gungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 
bendahara pengeluaran SKPD berwenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP/GU/TU dan SPP-LS; 
b). Menerima dan menyimpan uang persediaan; 
c). Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

dikelolanya; 
d). Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran yang tidak sesuai d ==-dM.--, 
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D.

E.

e). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yarrg
diberikan oleh PPTKI

f). Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/ atau tidak lengkap.

3, Bendahara Pengeluaran da]am melaksanaka$ tugasnya dapat
dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4. Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada
angka 3 bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenalg:
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU

dan SPP-LS;
b). Menerima dan menyimpan uang peraediaan yang berasal dari

Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara
pengeluaral;

c). Melaksanal<an pembayaral dari uang persediaan yang
dikelolanya;

d). Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

e). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikar oleh PPTK;

f). Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/atau tidak lengkap.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

1. Bendaiara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan
dan mempertanggung-jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam
ralgka pelatsanaan APBD.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1
bendahara pengeluaran PPKD berwena:rg:
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS

PPKD;
b). Meneliti kelengkapal dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
c). Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada

pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH

1. Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas
pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

2. l,aporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
a). l-aporan Posisi Kas Harian
b). Rekonsiliasi Bank

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan
kepada Bupati seca-ra periodik.

4. "fata cara penyusunan laporal Bendalrara Umum Daerah diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

BATASAN WAKTU PEI'{YAMPAIAN SPM UNTUK DITERBITKAN SP2D
a. Untuk kegiatan yang berasal dari APBD Penetapan Tahun 2015

diselesaikan maksimal tanggal 10 Desember 2015.
b. Untuk kegiatan yarg berasal dari APBD Perubahan

diselesaika:r maksimal tanggal 20 Desember 2015.

F.

e). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleh PPTK; 

f). Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan 
oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 
dan/atau tidak lengkap. 

3. Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

4. Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU 

dan SPP-LS; 
b). Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari 

Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara 
pengeluaran; 

c). Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 
dikelolanya; 

d). Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; 

e). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang 
diberikan oleh PPTK; 

f). Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan 
oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 
dan/atau tidak lengkap. 

D. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 
1. Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan 

dan mempertanggung-jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam 
rangka pelaksanaan APBD. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 
bendahara pengeluaran PPKD berwenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS 

PPKD; 
b). Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD; 
c). Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada 

pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak 
memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 

E. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH 
1. Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas 

pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. 
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa: 

a). Laporan Posisi Kas Harian 
b). Rekonsiliasi Bank 

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan 
kepada Bupati secara periodik. 

4. Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerah diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

F. BATASAN WAKTU PENYAMPAIAN SPM UNTUK DITERBITKAN SP2D 
a. Untuk kegiatan yang berasal dari APBD Penetapan Tahun 2015 

diselesaikan maksimal tanggal 10 Desember 2015. 
b. Untuk kegiatan yang berasal dari APBD Perubahan Tahun. 2015..---.= 
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G. PENGAJUAN PENCAIRAN TAGIHAN TERMYN

Pengajuan pencairan termyn disesuaikan dengan tahapan yang diatur
dalam dokumen kontrak.

H. PENATAUSAHAAN LEB]H LANJUT TENTANG SKPD DAN PPKD.

Penatausahaan SKPD dan PPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati tersendiri tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporal Pertanggundawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta
Peraturan Bupati tentalg Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Bupati Jepara tentang Uang Percediaan.

1. Penyampaian SPM untuk menerbitan SP2D gaji paling lambat
tanggal 1O sebelum bulan berkenaan,

3.

Pada akht tahun anggaran, penyampaian SPM GU, TU untuk
penerbitar SP2D paling larnbat a*hir bulan Nopember pada jam
keda.
Untuk SPM LS yarrg kegiatannya bersumber dari dana propinsi/
pusat penerbitan SP2D paling lambat tanggal 15 Desember 2015
sesuai jam ke4a,
Dalam hal pekedaan selesai karena masa kontrak yalg belum
berakhir atau pekerjaan belum selesai setelah habis masa kontrak,
pada tanggal 15 Desember masih dapat mengajukan SPM untuk
diterbitlia! SP2D dengan menyerahkan jaminan pembalyaral
minimal sama dengan besarnya nilai pekeqaa-n yang belum
diselesaikal berdasarkar Berita Aca-ra Pemeriksaan.

2 .

G. PENGAJUAN PENCAIRAN TAGIHAN TERMYN 
Pengajuan pencairan termyn disesuaikan dengan tahapan yang diatur 

dalam dokumen kontrak. 

H. PENATAUSAHAAN LEBIH LANJUT TENTANG SKPD DAN PPKD. 

Penatausahaan SKPD dan PPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati tersendiri tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta 
Peraturan Bupati tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Peraturan Bupati Jepara tentang Uang Persediaan. 

1. Penyampaian SPM untuk menerbitan SP2D gaji paling lambat 
tanggal 10 sebelum bulan berkenaan. 

2. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM GU, TU untuk 
penerbitan SP2D paling lambat akhir bulan Nopember pada jam 
kerja. 

3. Untuk SPM LS yang kegiatannya bersumber dari dana propinsi/ 
pusat penerbitan SP2D paling lambat tanggal 15 Desember 2015 
sesuai jam kerja. 

4. Dalam hal pekerjaan selesai karena masa kontrak yang belum 
berakhir atau pekerjaan belum selesai setelah habis masa kontrak, 
pada tanggal I 5 Desember masih dapat mengajukan SPM untuk 
diterbitkan SP2D dengan menyerahkan jaminan pembanyaran 
minimal sama dengan besarnya nilai pekerjaan yang belum 
diselesaikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan. 

J 
KEPALA SD kc»iii 

PE!G SuL HM ] 

I l ­ 



BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. UMUM

1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
kegiatar, antara lain :

a. Pelaksanaal kegiatan dilakukan oleh Kepala Satuan Keia
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, oleh karena
itu Pimpina! Prograrn/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus berada pada
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatar-kegiatan yang telah selesai proses penyusunan dan
pengesahan Dokumen Pelaksana€rn Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerahnya agar segera berkoordinasi dengan ULP
untuk pelatsanaan pengadaan bararg/Jasa dan kegiatan
dapat dilaksaral<ar sesuai jadwal yang ditetapkan
sehingga tidak tedadi keterlambatan.

c. Pelal<sanaan suatu kegiatan berikut pembiayaarnya, t:dak
boleh menyimpang dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disahkan serta tidak
boleh melampaui batas anggaran yang disediakan dan
pembiayaan pengadaan yartg dilaksanakan pokja-pokja
dibebankan kepada kegiatan yarg al<arl dilaksanakan-

d. Dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat tercapai asas lirna
tepat, yaitu tepat mutu, tepat waku, tepat sasaran, tepat
administrasi da11 tepat manfaat supaya berpedoman pada
peraturan dan ketentuan yang berlalu.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yarrg dibiayai dari Alokasi
Dana Desa (ADD) harus tetap mengacu kepada Peraturar
Presiden RepubLik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimara telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2Ol2 terLtallg Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah serta peraturan dan ketentuan lainnya.

Pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umun Daerah yang
bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah itu
sendiri dilaksaiakan berdasarkan peraturan darl ketentuan
tentang Badan Layanan Umum Daerah, sedangkaa pengadaan
barang/jasa yang bersumber dad APBN/APBD dila-lcukan oleh
ULP berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Nilai paket pekedaan Pengadaan Barang/Peke{aan Konstruksi/
Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima
ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha
kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat depenuhi oleh
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

,

3.

4.
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BAB lII 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. UMUM 

I. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
kegiatan, antara lain : 

a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, oleh karena 
itu Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus berada pada 
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

b. Kegiatan-kegiatan yang telah selesai proses penyusunan dan 
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerahnya agar segera berkoordinasi dengan ULP 
untuk pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dan kegiatan 
dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan 
sehingga tidak terjadi keterlambatan. 

c. Pelaksanaan suatu kegiatan berikut pembiayaannya, tidak 
boleh menyimpang dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disahkan serta tidak 
boleh melampaui batas anggaran yang disediakan dan 
pembiayaan pengadaan yang dilaksanakan pokja-pokja 
dibebankan kepada kegiatan yang akan dilaksanakan. 

d. Dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat tercapai asas lima 
tepat, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat 
administrasi dan tepat manfaat supaya berpedoman pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

2. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari Alokasi 
Dana Desa (ADD) harus tetap mengacu kepada Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah serta peraturan dan ketentuan lainnya. 

3. Pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang 
bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah itu 
sendiri dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan pengadaan 
barang/jasa yang bersumber dari APBN/ APBD dilakukan oleh 
ULP berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan 
praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 

4. Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima 
ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha 
kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang 
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat depenuhi oleh 
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. 



5. Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan didasarkan
pada kriteria tingkat/kedalamar/kompetensi darr potensi
kemampuan melaksanakan pekedaan berdasarkal kriteria
resiko dan lsiteria penggunaan teknologi.

B. ORGANISASI KEGIATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
DAN DILUAR SEKRETARIAT DAERAH

1. Dalam rargka peningkatan efektifitas, daya guna dan hasil guna,
organisasi kegiatan di Lingkungan Sekrctariat Daerah Kabupaten
Jepara dilengkapi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Jepara.

b. Kuasa Pengguna Anggaran.
Pengguna Anggaran apabila diperlukan dapat menunjuk
Kuasa Pengglrna Anggaran sesuai dengan ketentuan yarg
berlaku.

c. PimpinanProgam/Kegiatan
Kepala Bagian/Kepala Bidang mempunyai tugas dan
kewqjiban untuk mengelola kegiatan sebagai Pimpinan
Program/Kegiatan.

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komifiren (PPK) dijabat oleh Kepala Bagian
yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan
yang berlaku.

e. Pejabat Pelaksana Teln:ris Kegiatan (PPIK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Kepala Sub
Bagian sesuai dengan Bidang Tugasnya.

2. Organisasi kegiatan di luar Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

a. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Badan/ Dinas/
Inspektorat/ Seketariat DPRD Kabupaten Jepara.

1). Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran diiabat oleh Kepala
Badan/Dinas/Inspektur/Sekretaris DPRD Kab. Jepara.

2). Pimpinan Progam/ Kegiatan
Pimpinan Prc$am/ Kegiatan
dibawah kepala badan/ dinas/
sesuai bidalg tugasnya yang
pengadaan barang/jasa.

dijabat satu tingkat
inspektur/ sekretaris
tidak melaksanakan
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5. Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan didasarkan 
pada kriteria tingkat/kedalaman/kompetensi dan potensi 
kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria 
resiko dan kriteria penggunaan teknologi. 

B. ORGANISASI KEGIATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH 
DAN DILUAR SEKRETARIAT DAERAH 

KEPALA SKPD [ PEN 3uSuL 

' I __ l - ­ 

I. Dalam rangka peningkatan efektifitas, daya guna dan basil guna, 
organisasi kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jepara dilengkapi dengan unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jepara. 

b. Kuasa Pengguna Anggaran. 
Pengguna Anggaran apabila diperlukan dapat menunjuk 
Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

c. Pimpinan Program/Kegiatan 
Kepala Bagian/Kepala Bidang mempunyai tugas dan 
kewajiban untuk mengelola kegiatan sebagai Pimpinan 
Program/Kegiatan. 

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Kepala Bagian 
yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan 
yang berlaku. 

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Kepala Sub 
Bagian sesuai dengan Bidang Tugasnya. 

2. Organisasi kegiatan di luar Lingkungan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Badan/ Dinas/ 
lnspektorat/ Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. 

1). Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala 
Badan/Dinas/lnspektur/Sekretaris DPRD Kab. Jepara. 

2). Pimpinan Program/ Kegiatan 
Pimpinan Program/ Kegiatan dijabat satu tingkat 
dibawah kepala badan/ dinas/ inspektur/ sekretaris 
sesuai bidang tugasnya yang tidak melaksanakan 
pengadaan barang/ jasa. 

11 



3). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) diiabat oleh Pejabat
Satu Tingkat dibawah kepala badan/dinas/ inspektur/
sekretaris sesuai dengan Bidalg Tugasnya yang
melaksanakal pengadaal barang/jasa.

4). Pejabat Pelaksara Teknis Kegiatan (PPIK)
Pejabat Pelal<sana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat
Esselon IV di Lingkungan Badan/Dinas/Sekretaris

. DPRD sesuai dengan Bidang Tugasnya.

b. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Kantor.

1). Pengguna Anggaran
Pengguna Anggamn dijabat oleh Kepala Kantor.

2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dljabat oleh Pejabat
Satu Tingkat dibawah Kepala Kantor sesuai bidang
tugasnya yarg melaksanakan pengadaan barang/jasa.

3). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPrK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat
eselon IV/Staf yang membidangi sesuai dengan Bidang
Tugasnya.

C. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KDGIATAN

L Penanggung Jawab Program/ Kegiatan

Penanggung Jawab Program/Kegiatan adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap
kegiatan pada lingkup bida,ng tugasnya dengan tujuan aga-r
pelaksanaan kegiatan yang dibidanginya dapat berjalan lancar.

2 . Koordinator Penanggung Jawab Pro$am/ Kegiatan

a. Koordinator Penarggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat
yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penajrggung
jawab progran/kegiatan pembangunan agar da-lam
pelaksanaalnya dapat berla.lar lancar.

b. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan dijabat
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Disamping itu
Sekretaris Daerah karena kedudukannya mata juga sebagai
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

3. Penanggung Jawab Umum

a. Penalggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalalr Pejabat
yang bertanggung jawab terhadap peLaksanaan prograln
kegiatan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Jepara

ntrair. r,,ir;_r;"1
-i::*ill---i

agar pelaksanaannya dapat bedalan lanca'r.
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3). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Pejabat 
Satu Tingkat dibawah kepala badan/dinas/ inspektur/ 
sekretaris sesuai dengan Bidang Tugasnya yang 
melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

4). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat 
Esselon IV di Lingkungan Badan/Dinas/Sekretaris 
DPRD sesuai dengan Bidang Tugasnya. 

b. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Kantor. 

1). Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Kantor. 

2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Pejabat 
Satu Tingkat dibawah Kepala Kantor sesuai bidang 
tugasnya yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 

3). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat 
eselon IV /Staf yang membidangi sesuai dengan Bidang 
Tugasnya. 

C. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

1. Penanggung Jawab Program/Kegiatan 

Penanggung Jawab Program/Kegiatan adalah Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap 
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya dengan tujuan agar 
pelaksanaan kegiatan yang dibidanginya dapat berjalan lancar. 

2. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan 

a. Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat 
yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanggung 
jawab program/kegiatan pembangunan agar dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 

b. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan dijabat 
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Disamping itu 
Sekretaris Daerah karena kedudukannya maka juga sebagai 
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah. 

3. Penanggung Jawab Umum 

a. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalah Pejabat 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 
kegiatan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Jepara 
agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 
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b. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan dijabat oleh
Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara.

D. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN.

2.

3.

4 .

1 .

5.

Biaya Pengelolaan Kegiatan diberikan sesuai Standarisasi Biaya
Kegiatan, Honorarium, HaJga Pengadaas Bara-ng dan Biaya
PemeLiharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 serta
telah diuji/diteliti oleh Tim Peneliti Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Keia Perangkat Daerah.

Honorarium kegiatal adalah penghasilan/gaji yang diberikan
kepada pejabat/pegawai/seseorang sehubungan jabatan yang
diembannya dalam perangkat organisasi kegiatan.

Honorarium untuk Bendaha-ra Pengeluaran diatur tersendiri
lewat Keputusan Bupati Jepara,

Dalam pemberian honorarium kepada perangkat organisasi
kegiatan agar berpedoman hal-hal sebagai berikut :

a. Honorarium dapat dibebankan pada kegiatan sepaljang
dananya memungkinkan untuk dibebani.

b. Pemberiaa honorarium disesuaikan dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan.

c. Pejabat Pelaksana Tekris Kegiata:r Satuan Kerja Perangkat
Daerah dapat melaksanakal beberapa kegiatal sesuai
bidang tugasnya.

d. Honorarium sebagai PPK, Pokja Pengadaan/Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekeqaan/
Pejabat Penerima Hasil Pekef aal, Bendahara Pengeluarar:,
Pengawas Lapangan besarnya mengaju pada Standar Biaya
dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun
2015.

e. Kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan dalam
Perubahan Angga.ran Pendapatan dan Bela-nja Daerah yang
pada Penetapannya sudah dipilih untuk dibebani Biaya
Pengelolaan, dapat dibebani lagr tambahar Biaya
Pengelolaan sesuai ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan yang berkaital dengan tata cara pengelolaan dana
(pencairan dana, pengajuan Surat Pemintaan Pembayaran,
verifikasi dll.) diatur rersendiri dalam Buku Sistem dan Prosedur
Pengelolaas Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dengan
Peraturan Bupati Jepara.

Biaya penunjalg pengelolaan kegiatan maksimal 60/o (ena'f'
perseratusi yang digunakan untuk memperlancar kegiatan yang
bersangkutan yang meliputi perencanaan, pengawasa.n darr
telsds kegiatan, dan biaya penunjang tersebut bisa lebih dari 6 %
(enam perseratus) sepanjang ada petunjuk dan ketentuan

6.

berlaku.

b. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan dijabat oleh 
Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara. 

D. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN. 

1. Biaya Pengelolaan Kegiatan diberikan sesuai Standarisasi Biaya 
Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya 
Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 serta 
telah diuji/ diteliti oleh Tim Peneliti Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

2. Honorarium kegiatan adalah penghasilan/gaji yang diberikan 
kepada pejabat/pegawai/seseorang sehubungan jabatan yang 
diembannya dalam perangkat organisasi kegiatan. 

3. Honorarium untuk Bendahara Pengeluaran diatur tersendiri 
lewat Keputusan Bupati Jepara. 

4. Dalam pemberian honorarium kepada perangkat organisasi 
kegiatan agar berpedoman hal-hal sebagai berikut: 

a. Honorarium dapat dibebankan pada kegiatan sepanjang 
dananya memungkinkan untuk dibebani. 

b. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jadwal 
pelaksanaan kegiatan. 

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dapat melaksanakan beberapa kegiatan sesuai 
bidang tugasnya. 

d. Honorarium sebagai PPK, Pokja Pengadaan/Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ 
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, 
Pengawas Lapangan besarnya mengaju pada Standar Biaya 
dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 
2015. 

e. Kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
pada Penetapannya sudah dipilih untuk dibebani Biaya 
Pengelolaan, dapat dibebani lagi tambahan Biaya 
Pengelolaan sesuai ketentuan tersebut di atas. 

etentuan vang 
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Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan dana 
(pencairan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, 
verifikasi dll.) diatur tersendiri dalam Buku Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dengan 
Peraturan Bupati Jepara. 

Biaya penunjang pengelolaan kegiatan maksimal 6% (enam 
perseratus) yang digunakan untuk memperlancar kegiatan yang 
bersangkutan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan 
teknis kegiatan, dan biaya penunjang tersebut bisa lebih dari 6 % 
(enam perseratus) sepanjang ada petunjuk dan k 
berlaku. 

5. 

6. 
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E. ORGANISASIPENGADAAN

1. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
a. Pengguna Anggaran
b. Pejabat Pembuat Komiten (PPK)
c. ULP/ Pejabat Pengadaan
d. Panitia/Pejabat Penedma Hasil Pekeqaan.

2, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Swakelola terdiri atas:

Pengguna Anggarar
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
ULP/Pejabat Pengadaan / Tim Pengadaan
Panilia/ Pejabat Penerima Hasil Peke{aan.

3. Pengangkatan dan pernberhentian Pejabat sebagaimana tersebut
diatas tidak terikat tahun anggaran.

4. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
pelal{salaan Pengadaan Bajang/Jasa.

5. Perangkat orgalisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

F. PENGGUNA ANGGARAN

1, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenalgan sebagai
berikut :
a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan

paling kurang di website Kabupaten.
Menetapkan PPK.
Menetapkan Pejabat Pengadaan.
Menetapkan Palitia/Pejabat Penerima Hasil Pekelaan.
Menetapkan :
1). Pemenang pada pelelarrgal atau penyedia pada

penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/peke{aan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupia}r);atau

2i. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan jasa konaultansi
dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
milar ruoiah).

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan betanggung jawab
terhadap pelaksanaan kegiatan serta penyerapan arlggaran.

h. Menyampaikaa laporan keuangal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundalg-undangal.

i. Menyelesaikan perselisihal antara PPK dengan UlP/pejabat
pengadaanj dalarn hal tefiadi perbedaan pendapat

j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen pengadaan barang/jasa.

a.
b.
c .
d .

c .
d .
e .
f.

E. ORGANISASI PENGADAAN 

1. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui 
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: 
a. Pengguna Anggaran 
b. Pejabat Pembuat Komiten (PPK) 
c. ULP /Pejabat Pengadaan 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui 
Swakelola terdiri atas: 
a. Pengguna Anggaran 
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
c. ULP /Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

3. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana tersebut 
diatas tidak terikat tahun anggaran. 

4. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa. 

5. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

F. PENGGUNA ANGGARAN 

1. Pengguna Anggaran memiliki tu gas dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. 
b. 

C. 
d. 
e. 
f. 

g. 

h. 

i. 

J. 

Menetapkan Rencana Umum Pengadaan. 
Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan 
paling kurang di website Kabupaten. 
Menetapkan PPK. 
Menetapkan Pejabat Pengadaan. 
Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
Menetapkan : 
I). Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada 

penunjukan langsung untuk paket pengadaan 
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai 
diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah);atau 

2). Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan 
langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi 
dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

Mengawasi pelaksanaan anggaran dan betanggung jawab 
terhadap pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran. 
Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP /pejabat 
pengadaan, dalam ha! terjadi perbedaan pendapat 
Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh_:ze 

dokumen pengadaan o- d l_ aelhegtesews [/ 
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k. Mengadakan ikatan/peqanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas alggaran yang tela_h ditetapkan

2. Selain tugas pokok dan kewenalgal sebagaimana tbrsebut
diatas dalaJn hal diperlukan Pengguna Anggamn dapat :

a. Menetapkan tirn teknis;dan /atau
b Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan

melalui sayembara/kontes.

G. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IPPK]

1. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan'oleh Pengguna
Anggaran/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Baralg/Jasa.

2. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi perayaratan
sebagai berikut:
a. memilikiinregritas,
b. memiliki disiplin tinggi:
c- memiliki targgung jawab dan kualifikasi teknis serta

manajerial untuk melaksanakan tugas;
d. mampu mengambil keputusan, bedindak tegas dan memitiki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;

e. menandata-ngani Pakta Integritas:
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

3. Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimala
dimaksud diatas, dikecualikal untuk Pengguna Anggaran yang
bertindak sebagai PPK.

4. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk
ditunjuk sebagai PPK, persyaratar angka 2 huruf g tersebut
diatas dikecualikan untuk :
a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II dan/atau
b. PA yang bertindak sebagai PPK.

5. Persyaratan rnanajerial sebagaimana dimaksud diatas adalah :
a. berpendidikan paling kurang SaIana Strata Satu (S1)

dengal bidang keahlial yang aedapat mungkin sesuai
dengan tuntutal pekerjaan;

b. memiliki pengalaman paling kurarg 2 (dua) tahun terlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan
Pengadaan Barang/ Jasa; dan

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanalan setiap tugas/ peked aannya.

6. Dalam ha,l jumlah Pegawai Negeri ya:rg memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a terbatas, persyaratan
tersebut dapat diganti dengal paling kurang golongal IIIa atau
d isetarakan dengarr goiongan llla.
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k. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan 

2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut 
diatas dalam ha! diperlukan Pengguna Anggaran dapat : 

a. Menetapkan tim teknis;dan / atau 
b Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan 

melalui sayembara/kontes. 

-·--n 
l 
I ., 
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G. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

I. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan · oleh Pengguna 
Anggaran/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

2. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. memiliki integritas; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 

manajerial untuk melaksanakan tugas; 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat 
KKN; 

e. menandatangani Pakta Integritas; 
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana 
dimaksud diatas, dikecualikan untuk Pengguna Anggaran yang 
bertindak sebagai PPK. 

4. Dalam ha! tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk 
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan angka 2 huruf g tersebut 
diatas dikecualikan untuk : 
a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II dan/ a tau 
b. PA yang bertindak sebagai PPK. 

5. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud diatas adalah : 
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (Sl) 

dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai 
dengan tuntutan pekerjaan; 

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat 
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan 
PengadaanBarang/Jasa; dan 

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam 
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. 

6. Dalam ha! jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a terbatas, persyaratan 
tersebut dapat diganti dengan paling kurang golongan Illa atau 
disetarakan dengan golongan Illa. 
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7. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangar sebagai berikut ;
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Baralg/Jasa

yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
. l l  rAn.ensan Kontral<.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. menyetujui bukli pembelian atau menandatalgani

. Kuitansi/Surat Perintah Keqa (SPK)/naskah kontrak;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikanpelaksanaanKontak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkal kemajuan pekedaan termasuk penyerapan

arggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dal

i. menyimpa! dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

8, Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud,
dalam hal diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1). perubalan paket pekerjaan; dan/atau
2). perubahan jadwal kegiatan pengadaaar;

b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besara:r UaIg Muka yang a]<an dibayarkan

kepada Penyedia Barang/ Jasa.

H. PANITIA PENEzuMA HASIL PEKERJAAN

1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekedaan.
2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi
lainnya.

3. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 diatas, anggota
Panitia/i Pejabat Penerima Hasil Pekelaan pada Institusi lain
Pengguna APBD atau Kelompok Masyajakat Pelaksana Swakelola
dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

4. Penerima Hasil Pekedaal wajib mer-nenuhi persyaratan sebagai
berikut:

memiliki integritas, disiplin, darr tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
memahami isi Kontrak;
memiliki kualifi kasi teknis;
menandatangani PaLta Integritas; daJl
tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

b.
c .
d .
e .

7. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa 

yang meliputi: 
1) spesifikasi teknis Barang/ J asa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani 

Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/naskah kontrak: 
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan 

Barang/ J asa kepada PA/ KP A; 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa 

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada 
PA/KPA setiap triwulan; dan 

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa. 

8. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, 
dalam hal diperlukan, PPK dapat: 
a. mengusulkan kepada PA/KPA: 

I). perubahan paket pekerjaan; dan/atau 
2). perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. menetapkan tim pendukung; 
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 

untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan 

kepada Penyedia Barang/Jasa. 

H. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari 

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi 
lainnya. 

3. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 diatas, anggota 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada lnstitusi lain 
Pengguna APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 
dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

4. Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. memahami isi Kontrak; 
c. memiliki kualift.kasi teknis; 
d. menandatangani Pakta Integritas; dan 
e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 
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5. Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas pokok dan kewenangan untuk ;
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerlaan Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengal ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak sebatas bukti lisik dilapangan.

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan dilapa:rga-n yang telah direkomendasikan oleh
Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas dengan Berita
Acara Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas. Apabila
diperlukan pengujian maka dilakukan oleh Tim
Ahli/Konsultan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan
yarrg bersangkutan dituangkan dalam Berita Acara Pengawas
Lapangan/Konsultan Pengawas.

c. Membuat dan menandatansani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

6. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian
teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu
peLaksalaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Peke{aan.

7. Tirrr/ter:'aga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 6
ditetapkan oleh PA/KPA.

8. Dalarn hal pengadaan Jasa Konsultalsi, pemeriksaan pekeaaan
sebagaimana dimal<sud pada aregka 5 huruf a diatas, dilakukan
setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang
bersangkuta{I.

9. Penerima Hasil Peke{aal berasal dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan dan/atau personil dari
Satuan Keda Perangkat Daerah {SKPD) lain yang memiliki
kualilikasi sesuai dengan persyaratan sebagaimana persyaratal
dalam angka 4 tersebut diatas.

10. Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan
Panilia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
b. Penanggung Jawab Program Kegiatan/Pimpinan Program

kegiatan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah

c. Pejabat/ Staf Inspektorat Kabupaten Jepara.
d. Tidak menjabat sebagai Pengelola Keuartgan

(bendahara/Verilikator/pejabat penandatangan surat
perintah membayar).

11. Panitia Penerima Hasil Pekelaan (PPHP) bila diperlukan dapat
membuat Standar Operating Prosedur (SOP) sesuai jenis
kegiatannya.

PENGAWAS LAPANGAN

1. Penunjukal pengawaa lapangar dapat berasal dari Pegawai
Satuan Kelja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Peiaksana Kegiatan dan atau
konsultan pengawas.

*-ttf5:" i

5. Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud mempunyai 
tugas pokok dan kewenangan untuk : 
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan 

Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak sebatas bukti fisik dilapangan. 

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 
pemeriksaan dilapangan yang telah direkomendasikan oleh 
Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas dengan Berita 
Acara Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas. Apabila 
diperlukan pengu jian maka dilakukan oleh Tim 
Ahli/Konsultan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan 
yang bersangkutan dituangkan dalam Berita Acara Pengawas 
Lapangan/Konsultan Pengawas. 

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima 
Hasil Pekerjaan. 

6. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian 
teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu 
pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

7. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 6 
ditetapkan oleh PA/KPA. 

8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diatas, dilakukan 
setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang 
bersangkutan. 

9. Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan dan/atau personil dari 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang memiliki 
kualifikasi sesuai dengan persyaratan se bagaimana persyaratan 
dalam angka 4 tersebut diatas. 

10. Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan 
Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah : 
a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
b. Penanggung Jawab Program Kegiatan/Pimpinan Program 

kegiatan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

c. Pejabat/Staflnspektorat Kabupaten Jepara. 
d. Tidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan 

(bendahara/Verifikator/pejabat penandatangan surat 
perintah membayar). 

I 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bila diperlukan dapat 
membuat Standar Operating Prosedur (SOP) sesuai jenis 
kegiatannya. 

I. PENGAWAS LAPANGAN 

1. Penunjukan pengawas lapangan dapat berasal dari Pegawai 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis atau Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Kegiatan dan atau 
konsultan pengawas. 

ens pa..J 
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2. Tugas Pengawas Lapangan :
a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama

kegiatan dilaksanakan
b. Mengetahui dan menyetujui laporan mingguan yang dibuat

oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pimpinan
Program/Kegiatan melalui Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan.

c. Memberi teguran kepada pelaksana apabila dalam
pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan/ tidak sesuai

' dengan bestek.
d. Memecahkan hambatan dalam pelaksanaan sebatas

kewenangan yang diserahkan oleh Pimpinan
Program / Kegiatan .

e. lkut menerLibkal administrasi kegiatar di lapangan.
f. Dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan

bertanggungjawab kepada Pimpinan Program/Kegiatan
melalui Pejabat Pelal.sana Teknis Kegiatar.

3. Pengawas l,apangal yang mengawasi lebih dari 1 (satu) kegiatan
supaya didekatkan lokasinya untuk meningkatkan kualitas
pengawasan.

4. SKPD pelaksa,na kegiatan menunjuk pengawas lapangan dari
Pegawai SKPD Telnds atau SKPD Pelaksana Kegiatan dan atau
konsultan pengawas sepaljang dialggarkan biaya penunjang
da]am DPA.

5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan di kemudian hali temyata
hasil pekeiaan barang/jasa diketahui tidak sesuai ketentuan
dalam kontrak dan di luar kemampual pengawas, maka menjadi
tanggung jawab penyedia barang/jasa.

J. UNIT LAYANAN PENGADAA].I {ULP), PEJABAT PENGADAAN DAN
KELOMPOK KERJA PENGADAAN

1. Umum.

Orgalisasi Unit Layanan Pengadaan dibentuk dengan
Peraturan Bupati Jepara.

Kepala Unit l,ayanan Pengadaan dijabat oleh Kepala Bagian
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara,

Sekretariat Unit Layanan Pengadaan bertempat di Bagian
Pembangunan Setda Jepara dan mempunyai tugas antara
lain ;

1). Menyediakan dan mengelola sistim informasi yang
digunakan dalam pelaksanaan pengadaan balang/jasa;

2). Mensosialisasikan kebija,kan dal kegiatan pengadaan

b.

c .

3).

4) .

barang/jasa;
Menyediakar informasi pengadaan bararg/jasa kepada
masya.raLat.
Memfasilitasi proses pengadaan termasuk tahapan
pengumuman di Website darl pelatsana pekedaan
dengan SPSE (Sistem Pengadaan Secara E
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sebatas 
Pimpinan 

dalam pelaksanaan 
diserahkan oleh 

e. 
f. 

2. Togas Pengawas Lapangan : 
a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan • selama 

kegiatan dilaksanakan 
b. Mengetabui dan menyetujui laporan mingguan yang dibuat 

oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pimpinan 
Program/Kegiatan melalui Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan ten tang pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

c. Memberi teguran kepada pelaksana apabila dalam 
pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan/ tidak sesuai 
dengan bestek. 

d. Memecabkan hambatan 
kewenangan yang 
Program/Kegiatan. 
Ikut menertibkan adrninistrasi kegiatan di lapangan. 
Dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan 
bertanggungjawab kepada Pimpinan Program/Kegiatan 
melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

3. Pengawas Lapangan yang mengawasi lebih dari 1 (satu) kegiatan 
supaya didekatkan lokasinya untuk meningkatkan kualitas 
pengawasan. 

4. SKPD pelaksana kegiatan menunjuk pengawas lapangan dari 
Pegawai SKPD Teknis atau SKPD Pelaksana Kegiatan dan atau 
konsultan pengawas sepanjang dianggarkan biaya penunjang 
dalam DPA. 

5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan di kemudian hari ternyata 
hasil pekerjaan barang/jasa diketabui tidak sesuai ketentuan 
dalam kontrak dan di luar kemampuan pengawas, maka menjadi 
tanggungjawab penyedia barang/jasa. 

J. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), PEJABAT PENGADAAN DAN 
KELOMPOK KERJA PENGADAAN 

1. Umum. 

a. Organisasi Unit Layanan Pengadaan dibentuk dengan 
Peraturan Bupati Jepara. 

b. 

C. 

Kepala Unit Layanan Pengadaan dijabat oleh Kepala Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

Sekretariat Unit Layanan Pengadaan bertempat di Bagian 
Pembangunan Setda Jepara dan mempunyai tugas antara 
lain: 

\ 

1). Menyediakan dan mengelola sistim informasi yang 
digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

2). Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan 
barang/ jasa; 

3). Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada 
masyarakat. 

4). Memfasilitasi proses pengadaan termasuk tabapan 
pengumuman di Website dan pelaksana pekerjaan 
dengan SPSE (Sistem Pengadaan Secara EI .a. «Ea sci,l 
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Koordinator Kelompok Kerja Pengadaar (Pokja Pengadaar)'
sebagai berikut :

1). Po$a-pokja pengadaar Barang dibawah koordinator
Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara

2). Pokja-po$a pengadaan Pekerjaan Konstruksi dibawah
koordinator Kepala Sub Bagian Program Pembanguna:r
pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara.

3). Pokja-pokja pengadaan Jasa Konsultansi darl Jasa
Lainnya dibawah koordinator Kepdla Sub Bagian
Pengendalian Pembangunan pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Jepara.

Pemilihan Penyedia Ba.rang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh
Kelompok Keda ULP.

I Keanggotaan Kelompok Keda ULP wajib ditetapkan untuk:
1). Pengadaan Barang/Pekedaar Konstruksi/Jasa lainnya

dengan ni.lai diatas Rp200.000.00o,00 (dua ratus juta
rupiah);

2). Pengadaal Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

g Anggota Kelompok Kerja ULP be{umlah gasai
beralggotakan paling kurang 3 (tigai orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekedaan

h. Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud, dapat dibantu
oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

i. PaLet Pengadaan Ba,rang/Pekedaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 {dua
ratus juta rupiall) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja
ULP atau Pejabat Pengadaan.

j. Paket Pengadaal Jasa Konsultansi yarrg bernilai paLing
tinggi Rp.50.000.0O0,00 (lima puluh juta rupiah) dapat
dilaksanakan oleh Kelompok Keda ULP atau Pejabat
Pengadaan.

k. Pengadaan l,angsung dilaksariakan oleh 1 (satu) orang
Pejabat Pengadaan.

2. Sya-rat darr Tugas Pokok Kepala ULP, Pokja dan Pejabat
Pengadaan

a. Kepala UlP/Anggota Kelompok Kerja UlPlPejabat
Pengadaan memenuhi persyaJatan sebagai berikut ;

1). memiliki integritas. disiplin, dan tanggung jawab

melaksana-kan tugas;

d.

e .

2). memahami pekedaan yang a-kar diadakan;

d. Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja Pengadaan), 
sebagai berikut : 

1). Pokja-pokja pengadaan Barang dibawah koordinator 
Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

2). Pokja-pokja pengadaan Pekerjaan Konstruksi dibawah 
koordinator Kepala Sub Bagian Program Pembangunan 
pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

3). Pokja-pokja pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa 
Lainnya dibawah koordinator Kepala Sub Bagian 
Pengendalian Pembangunan pada Bagian Pembangunan 
Setda Kabupaten Jepara. 

e. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh 
Kelompok Kerja ULP. 

f. Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk: 
!). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya 

dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); 

2). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 
RpS0.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

g Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah 
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan 
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

gasal 
dapat 

h. Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud, dapat dibantu 
oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. 

i. Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja 
ULP atau Pejabat Pengadaan. 

j. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling 
tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat 
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat 
Pengadaan. 

k. Pengadaan Langsung dilaksariakan oleh I (satu) orang 
Pejabat Pengadaan. 

2. Syarat dan Tugas Pokok Kepala ULP, Pokja dan Pejabat 
Pengadaan 

a. Kepala ULP / Anggota Kelompok Kerja ULP /Pejabat 
Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

.7 l+i, 

­ 
b awa dalam 

EFALA sPi ° PENGuSL KE 

! " •• - 

!). memiliki integritas, disiplin, dan tanggung j 
melaksanakan tugas; 

2). memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

19 



3). memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
UlP/Kelompok Kerja UlPlPejabat Pengadaah yang
bersangkutan;

4). memahami isi dokumen, metode darr prosedur
Pengadaan;

5). memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaal Barang/Jasa
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

6). menandatangani Pal<talntegritas.

b. Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

c. T\rgas pokok dan kewenangan Kelompok Keda UlP/Pejabat
Pengadaan meliputi:
1). menl'usun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2). menetapkan Dokumen Pengadaan;
3). menetapkar besaran nominal Jaminan Penawaran;
4), mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah/Institusi masing-masing dan papan
pengumuman resrrli untuk masyarakat serta
menyampaikal ke LPSE untuk diumuml<an dalam
Portal Pengadaan Nasional;

5). meniLai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;

6), melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawa.ran ya.ng masuk;

7). khusus untuk Kelompok Keda ULP:
(a). menjawab sanggaharr;
(b). menetapkar Penyedia Barang/Jasa untuk :

(1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi Jasa l,ainnya yang bemilai paling
tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau

(2) Seleksi atau Penunjukan l,angsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling tinggj Rp.10.000.00O.000.O0
(sepuluh miliar rupiah);

(c). menyampaika-n hasil Pemilihal dan salinan
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;

(d). menlmpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Baralg/Jasa;

(e). membuat laporan mengenai proses Pengadaan
kepada Kepala ULP-

8). khusus Pejabat Pengadaan:
(a). menetapkan Penyedia Bararg/Jasa untuk;

(1). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaatr
Bararg/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bemilai paling tinggi R

KEPALa Sh?D(dua ratus juta rupiah); dan/ata

20

3). memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas 
ULP /Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan yang 
bersangkutan; 

4). memahami isi dokumen, metode dan prosedur 
Pengadaan; 

5). memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan 

6). menandatangani Pakta lntegritas. 

b. Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
dapat dikecualikan untuk Kepala ULP. 

c. Togas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP /Pejabat 
Pengadaan meliputi: 
1). menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
2). menetapkan Dokumen Pengadaan; 
3). menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
4). mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 
Daerah/Institusi masing-masing dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 
Portal Pengadaan Nasional; 

5). menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

6). rnelakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 
terhadap penawaran yang masuk; 

7). khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 
(a). menjawab sanggahan; 
(b). menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

(1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk 
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling 
tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau 

(2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk 
paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah); 

(c). menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PPK; 

(d). menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa; 

(e). membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
kepada Kepala ULP. 

Kee.5lit 
Pevcusu h. nev -J 

l] [ 

8). khusus Pejabat Pengadaan: 
(a). menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

( 1). Pengadaan Langsung un tuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling tinggi Rp 
(dua ratusjuta rupiah); dan/ata 
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d.

e .

t

(2). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp.50.000.000,00 {Lima puluh juta rupia1l);

(b). menyampaikan hasil Pemilihan dafl salinan
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;

{c). menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

(d). membuat laporan mengenai proses Pengadaan
kepada PAIKPA.

9). memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA-

Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
1). memimpin dan mengkoordinasikar seluruh kegiatan

ULP;
2), menyusun program keqa dan anggaran ULP;
3). mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di

ULP dalr melaporkan apabila ada penyimpangan
da:r/atau indikasi penyimpangan;

4). membuat laporan pertarggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatal Pengadaan Barang/Jasa kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi;

5). melaksanakan pengembangan dar pembinaan Sumber
Daya Manusia ULP;

6). menugaskan/menempatkai/memindahkan anggota
Kelompok Keqa sesuai dengan beban kerja
masingmasing Kelompok Keda ULP; dan

7). mengusulkan pemberhential anggota Kelompok Keda
yarg ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala
Daerah, apabila terbukti melakukar pelanggaran
peraturan perundang-undalgan dan/atau KKN.

Selain tugas pokok darr kewenangan sebagaimana
dimaksud, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja
UlP/Pejabat Pengadaar dapat mengusulkan kepada PPK :
1). perubahan HPS; dan/atau
2). perubahan spesifikasi teknis pekeqaan.

Kepala UlP/Anggota Kelompok Kela UlP/Pejabat
Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi
sendiri maupun instansi lainnya

Dikecualikan dari ketentuan angka 2 huruf f diatas, untuk :
1). l€mbaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang

memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai
Negeri, Kepala UlP/anggota Kelompok Keda
UlP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai
tetap i,embaga,/Institusi Pengguna
bukan Pegawai Negeri. kEPAIaSKPD

(2). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

(b). menyampaikan basil Pemilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PPK; 

(c). menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 

(d). membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
kepada PA/KPA. 

9). memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

d. Togas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: 
1). memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

ULP; 
2). menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
3). mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di 

ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan 
dan/atau indikasi penyimpangan; 

4). membuat laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
Institusi; 

5). melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber 
Daya Manusia ULP; 

6). menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota 
Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja 
masingrnasing Kelompok Kerja ULP; dan 

7). mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja 
yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala 
Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. 

e. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana 
dimaksud, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK : 
1). perubahan HPS; dan/atau 
2). perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

f. Kepala ULP /Anggota Kelompok Kerja 
Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik 
sendiri maupun instansi lainnya. 

ULP/Pejabat 
dari instansi 

g. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 huruf f diatas, untuk : 
1). Lembaga/Institusi Pengguna APBN / APBD yang 

memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai 
Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja 
ULP / Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai 
tetap Lembaga/Institusi Pengguna APB yang-. 
bukan Pegawai Negeri. Ev SF EPA,A nAGN,i rt 
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2). Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala
UlP/anggota Kelompok Keqa UlP/Pejabat Pengadaan
dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

h. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus
dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja
UlP/Pejabat Pengadaan dapat mengguna-kan tenaga aldi
yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

' 
i. Kepala ULP dan Anggota Kelompok Keda ULP dilalarlg

duduk sebagai:
1). PPK;
2). Pejabat Penanda Tangan Surat Perintal Membayar

{PPSPM);
3). Bendahara; dan
4). APIP, terkecuali menjadi Pejabat Per.gadaarl/ar.ggot;

ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yarg dibutuhkan
instansinya.

K. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK {LPSE).

1. Layanaar Pengadaa:r Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit
yang melayad proses pengadaan barang/jasa yarlg dilaksanakan
secara elektronik.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintal (LKPP)
mewajibkan pelaksanaan pengadaal barang/jasa pemerintah
secara elektronik (e-proq)remenl) secara bertahap di lingkungart
instansi pemerintah. Untuk Kabupaten Jepara telah terbentuk
Unit l,ayanar Pengadaan Barang/Jasa Secara Elekfonik sesuai
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tanggal
25 Pebrua-ri 201 1.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara
bertempat di Dinas Perhubungal, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jepara Jl.Jend.Hugeng Imam Santoso No. 1 Telp
(O291J 591237 Ngabul dengan alamat website :
www.lpse jeparakab. go.id

4, PengadaaJr Barang/Jasa Pemeiintah Secara Elektronik bertujuan
untuk :

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
Memperbaiki tingkat efisiensi prbses pengadaan
mendukung prosea monitodng dan audit
Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

5. Fungsi pelayanan LPSE paLing kurang meliput :
a. Administratorsistemelektronik;
b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna; darl
c. Unit layalal pengguna

6. Susunan Orgalisasi dan tugas Unit LPSE adalah :
a. Pengarah

1). Membina dan mengarahkan program keda

a.
b .
c .
d .
e .
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2). Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala 
ULP / anggota Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan 
dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. 

h. Dalam ha! Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus 
dan/ atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja 
ULP /Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli 
yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 

i. Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang 
duduk sebagai: 
1). PPK; 
2). Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM); 
3). Bendahara; dan 
4). APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota 

ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan 
instansinya. 

K. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE). 

I. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit 
yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan 
secara elektronik. 

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik (e-procurement) secara bertahap di lingkungan 
instansi pemerintah. Untuk Kabupaten Jepara telah terbentuk 
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sesuai 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 
25 Pebruari 2011. 

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara 
bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Jepara Jl.Jend.Hugeng Imam Santoso No. 1 Telp 
(0291) 591237 Ngabul dengan alamat website 
www.lpse.jeparakab.go.id 

4, Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik bertujuan 
untuk: 
a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 
c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 
d. mendukung proses monitoring dan audit 
e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 

5. Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi : 
a. Administrator sistem elektronik; 
b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan 
c. Unit layanan pengguna 

6. Susunan Organisasi dan tugas Unit LPSE adalah : 
a. Pengarah 

1). Membina dan mengarahkan program kerja 

KEPALA SKFD oms PENGLSUL ~'t r I - 
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2). Membedkan arah kebijakan untuk melaksanakan
kegiatan

3). Memantau dan mengevaluasi kegjatan

b. Kepala
Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE

c. Sekretariat
Melaksanakan koordinasi, unsur pelatsana mempunyai
tugas meLaksalakan Pengadaa.n Barafrg/Jasa secaJa
elektronik (electronic procuremenq

d. Bidang Administrasi Sistem Elektronik
Melaksanakarr pengelolaal system pengadaan secara
elektronik

e. Bidang Registrasi darr Verifikasi
Melal<sanakan pengelolaan registrasi
pengguna LPSE

I Bidang Layanan Pengguna
Memberikan layalan konsultasi mengenai prcses pengadaan
barang/jasa

g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE

7. Paket Pekedaan yang harus dilalsanakan secara e-Procurement.

Pelaksanaan paket pekeqaan secaxla e-Proa)retlent dilaksanakart
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku,

L. PENGESAHAN GAMBAR PERENCANAAN.

1. Dalam nomenklatur pengesahan gambar rencana maka semua
gambar perencanaan kegiatan {termasuk kegiatan yang
dikefjakan oleh Konsultan Perencana) harus
diketahui/mengetahui oleh Instansi Teknis.

2. Instansi Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keda
Dinas Daerah Kabupaten Jepara (l€mbaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Satuan Keia
l€mbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17),

3. Pembagian pengesahan gambar perencanaan diatur sebagai
berikut :
a. Sekrcta-ris Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai

konstruksi diatas Rp. i.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris

Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi
Rp.200.000.000,- {dua ratus juta rupiah} sampai dengan
Rp.1.0O0.O0O.000,- (satu milyar rupiah).

c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Jepara dengan nilai konstruksi
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

dan veri{ikasi

Daerah Kabupaten
sampai dengan

KETALi  f ia ra r "  i

2). Memberikan arah kebijakan untuk melaksanakan 
kegiatan 

3). Memantau dan mengevaluasi kegiatan 

b. Kepala 
Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE 

c. Sekretariat 
Melaksanakan koordinasi, unsur pelaksana mempunyai 
tug as melaksanakan Pengadaan Barang/ J asa secara 
elektronik ( electronic procurement} 

d. Bidang Administrasi Sistem Elektronik 
Melaksanakan pengelolaan system pengadaan secara 
elektronik 

e. Bidang Registrasi dan Verifikasi 
Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi 
pengguna LPSE 

f. Bidang Layanan Pengguna 
Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan 
barang/jasa 

g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi 
Memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE 

7. Paket Pekerjaan yang harus dilak.sanakan secara e-Procurement. 

Pelaksanaan paket pekerjaan secara e-Procurement dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

L. PENGESAHAN GAMBAR PERENCANAAN. 

KEPALA SKPD KE 
PE\GUS@L 

I _·· 4 [ -- 

Dalam nomenklatur pengesahan gambar rencana mak.a semua 
gambar perencanaan kegiatan (termasuk kegiatan yang 
dikerjakan oleh Konsultan Perencana) harus 
diketahui/ mengetahui oleh lnstansi Teknis. 

lnstansi Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Satuan Kerja 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17). 

Pembagian pengesahan gambar perencanaan diatur sebagai 
berikut: 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai 

konstruksi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jepara dengan nilai konstruksi sampai dengan 
Rp.200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah). 

1. 

3. 

2. 



M. PROGRAM JAMSOSTEK SEKTOR JASA KONSTRUKSI.

1. Tujuan program jaminan sosial tenaga kerja adalah memberikan
perlindungan tenaga kel]a atas teljadinya resiko kecelakaan
kerja dan meninggal dunia. Dengan ruang lingkup :
- Jaminan Kecelalcaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)

'2. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban menjamin keamanan atas
resiko kecelakaan kerja pada masa kontrak.

3. Mekalisme perlindungan terhadap tenaga kerja untuk pekeqaarr
fisik melalui Program Jamsostek harus dilakukan oleh Pimpinan
Perusahaan/direktur pada saat Penandatarganan Kontrak,
dengan melampirkan bukti penjaminan asura.nsi tenaga keqa.

4. Keputusan Menteri Tenaga Keda Nomor : KEP-196/MEN/ 1999
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bagi Tenaga Kela Harian l-epas, Borongan dan Perjanjian Kerja
Wal<hl Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi.

5. Berdasarkal pasal 2 KEP-196/MEN/ 1999 memperkedakan
tenaga keda harian 1epas, borongan dan peqanjian kerja waktu
tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib
mengikutsertakan Tenaga Kelanya dalam Program Jaminan
Kecelakaar Kela dan Jaminal Kematian kepada badan
PcrryrrcrrSEd4

6. Dan Berdasarkan pasal 3 KEP- 196/MEN/ 1999 dalam ha1
Penyedia Jasa mempekedakan tenaga keqa harian lepas untuk
melakukan pekerjaail aecara terus menerus selama 3 (tiga) bulan
belturut-turut atau lebih, darr setiap bulannya tidak kurang dari
2O (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya
dalam Program Jaminan Kecela-kaan Ke{a, Jaminan
Kematian,Jaminan Hari Tlra dan Jamin Pemeliharaan Kesehatan.

7. Jangka waktu perlindungan diberikan kepada tenaga keda sejak
terdaftar sebagai peserta Jamsostek sampai dengan masa
pemeliharaan kegiatan.

8. Pelaksanaan Prograrn JAMSOSTEK merupakan tanggung jawab
bersama :
- Pemeiintall Kabupaten Jepara selaku regulator
- Pf. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara

9. Perlu peran aktif masing-masing pihak/saling kontrol sehingga
seluruh kegiatan Jasa Konstuksi dapat terLindungi dalam
JAMSOS?EK.

10. Perlu ditekalkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Jasa Kontruksi di
Jepara terdaftar sebagai peserta di Jamsostek Cabang Kudus

11. Penyedia Barang/Jasa pemenang Lelang wajib :
- Terdaftar sebagai peserta jamsostek bidalg Pengadaan Jasa

Konsfuksi

M. PROGRAM JAMSOSTEK SEKTOR JASA KONSTRUKSI 

I. Tujuan program jaminan sosial tenaga kerja adalah memberikan 
perlindungan tenaga kerja atas terjadinya resiko kecelakaan 
kerja dan meninggal dunia. Dengan ruang lingkup : 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)J 
Jaminan Kematian (JKM) 

2. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban menjamin keamanan atas 
resiko kecelakaan kerja pada masa kontrak. · 

3. Mekanisme perlindungan terhadap tenaga kerja untuk pekerjaan 
fisik melalui Program Jamsostek harus dilakukan oleh Pimpinan 
Perusahaan/direktur pada saat Penandatanganan Kontrak, 
dengan melampirkan bukti penjaminan asuransi tenaga kerja. 

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-196/MEN/1999 
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi. 

5. Berdasarkan pasal 2 KEP-196/MEN/1999 memperkerjakan 
tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu 
tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib 
mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada badan 
penyelenggara 

6. Dan Berdasarkan pasal 3 KEP-196/MEN/1999 dalam hal 
Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk 
melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 
20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya 
dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 
Kematian,Jaminan Hari Tua dan Jamin Pemeliharaan Kesehatan. 

7. Jangka waktu perlindungan diberlkan kepada tenaga kerja sejak 
terdaftar sebagai peserta Jamsostek sampai dengan masa 
pemeliharaan kegiatan. 

8. Pelaksanaan Program JAMSOSTEK merupakan tanggung jawab 
bersama: 

Pemerintah Kabupaten Jepara selaku regulator 
PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara 

9. Perlu peran aktif masing-masing pihak/saling kontrol sehingga 
seluruh kegiatan Jasa Konstruksi dapat terlindungi dalam 
JAMSOSTEK. 

10. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan Kegiatan Jasa Kontruksi di 
Jepara terdaftar sebagai peserta di Jamsostek Cabang Kudus 

11. Penyedia Barang/Jasa pemenang Lelang wajib: 
Terdaftar sebagai peserta jamsostek bidang Pengadaan Jasa 
Konstruksi 
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- Melaporkan Perusahaan pada Dinas Sosial Tenaga Keda dan
Transmigrasi Kabupaten Jepara sesuai dengan Undalg-
undang Nomor 781 Tahun 1981 Tentarg Wajib Lapor
Verar^a^VPr^^n

12. Perhitungan iuran dalam Jamsostek

a. Pekerjaan konstruksi s/d Rp. 100juta O,247oxNKKK
b. Pekeqaan konstruksi Rp. 1O0 juta s/d Rp. 5OO juta sebesar

penetapan iuran huruf a ditambal O,19 o/o d'ai selisih nilai,
yakni dari NKKK dikurangi Rp. 10O juta

c. Peketjaan konstruksi diatas Rp. 500 juta s/d Rp. I M
sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15 % dari
selisih nilai yakni dari NKKK dikurangi Rp. 500 juta

d. Pekeiaan konsfuksi diatas Rp. 1 M s/d Rp. 5 M sebesar
penetapan iuran huruf c ditambah O,I2 o/o daJi selisih nilai
yakni dari NKKK dikurangi Rp. 1 M

e. Pekerjaan diatas Rp. 5 M sebesar penetapan iuran huruf d
ditambah 0,10% dari selisih nilai yakni dad NKKK dikurangi
Rp.s M

f. Dasar perhitungan iural adalah nilai kontrak setelah
dikurangi PPN

N. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Umum

a. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nornor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah meliputi:
1). Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik

sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2). Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungart

Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
pembiayaannya sebagial atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD.

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari
APBN/APBD sebagaimana dimaksud diatas, mencakuF
Pengadaan Bararg/Jasa yang sebagian atau selur:uh
dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri
yarlg ditedma oleh Pemerintah dan/atau Pemerintal
Daerah.

c. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik
sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan
Presiden tersebut.

d. Pelaksanaal Pengadaal Barang/Jasa dilakukan melalui :
1). Swakelola; dan/atau
2). Pemilihan PenyediaBarang/Jasa.

l l  KEPALA SKpt l l , . rPA'-q sr i r^r, i l
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Melaporkan Perusahaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Jepara sesuai dengan Undang­ 
undang Nomor 781 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan 

12. Perhitungan iuran dalam Jamsostek 

a. Pekerjaan konstruksi s/d Rp. 100 juta 0,24 % x NKKK 
b. Pekerjaan konstruksi Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta sebesar 

penetapan iuran huruf a ditambah 0, 19 % dari selisih nilai, 
yakni dari NKKK dikurangi Rp. 100 juta 

c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 M 
sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15 % dari 
selisih nilai yakni dari NKKK dikurangi Rp. 500 juta 

d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1 M s/d Rp. 5 M sebesar 
penetapan iuran huruf c ditambah 0, 12 % dari selisih nilai 
yakni dari NKKK dikurangi Rp. 1 M 

e. Pekerjaan diatas Rp. 5 M sebesar penetapan iuran huruf d 
ditambah 0,10% dari selisih nilai yakni dari NKKK dikurangi 
Rp.5M 

f. Dasar perhitungan iuran adalah nilai kontrak setelah 
dikurangi PPN 

N. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

1. Umum 

a. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
adalah meliputi: 
1). Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD. 
2). Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan 

Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang 
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan 
pada APBN/ APBD. 

b. Pengadaan Barang/ Jasa yang dananya bersumber dari 
APBN/APBD sebagaimana dimaksud diatas, mencakup 
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri 
yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

c. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik 
sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar 
Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Presiden tersebut. 

d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: 
1). Swakelola; dan/atau 
2). Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 
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e. PengadaanBaJang/JasaPemerintahmeliputi:
1). Barang;
2). Pekedaan Konstruksi;
3). Jasa Konsultansi; dan
4). Jasa Lainnya.

2. Prinsip-prinsip Pengadaar.

Pengadaa:r Baraarg/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagal
berikut :
a. Efisien
b. Efektif
c. Transparan
d. Terbuka
e. Bersaing
f. Adil/tidak diskriminatif dan
g. Akuntabel.

Etika Pengadaan.
Para pihak yarlg terkait dalam pelaksanaan Pegadaan
Baralg/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas secara tertib,disertai rasa tanggung

jawab untuk mencapai sasaran,kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Bara.ng/Jasa yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
telladinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat terjadinya persaingan lidak sehat.

d, Menedma dan bertanggungjawab atas segala keputusal
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para
pihak.

e, Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingaa para pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak lalsung dalam proaes Pengadaan
Barang/Jasa.

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara da-lam Pengadaan Ba.rang/Jasa

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaal wewenang
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau Udak
langsung meru gil<arr negara.

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikal
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,
rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan (RUP).

a. Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud diatas meliputi :

3.

ffirffEl

4.

e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: 
1). Barang; 
2). Pekerjaan Konstruksi; 
3). Jasa Konsultansi; dan 
4). Jasa Lainnya. 

2. Prinsip-prinsip Pengadaan. 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
a. Efisien 
b. Efektif 
c. Transparan 
d. Terbuka 
e. Bersaing 
f. Adil/tidak diskriminatif dan 
g. Akuntabel. 

3. Etika Pengadaan. 
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pegadaan 
Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 
a. Melaksanakan tugas secara tertib,disertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran,kelancaran dan ketepatan 
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/ J asa yang 
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

c. Tidak sating mempengaruhi balk langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 

d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para 
pihak. 

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak lansung dalam proses Pengadaan 
Barang/ J asa. 

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan negara. 

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, 
rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/d asa. 

4. Rencana Umum Pengadaan (RUP). 

a. Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

b. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud diatas meliputi : 
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1). kegiatar dan arrggaran Pengadaal Barang/Jasa yang
aka'rr dibiayai oleh Pemerintah sendiri; dan/atau

2). kegiatan dan anggaral Pengadaan Barang/Jasa yang
akan dibiayai berdasarkan kella sama antar Pemerintah
secara pembiayaan bersama (co-finaru:ing), sepanja:eg
diperlukan.

c. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut;
1). mengindentilikasi kebutuhan Barang/Jasa yang

diperlukan;
2). menyusun da]1 menetapkan rencara penganggaran

untuk Pengadaan Bara$g/Jasa sebagaimana dimaksud;
3). menetapkan kebijakan umum tentanS:

a). pemaketan pekefaan;
b). cara pelaksalaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c). pengorgalisasian Pengadaan Barang/Jasa;
d). penetapan penggunaan produk dalam negeri.

4). men].usun Kerangka Acuan Kela (L']{K}.

d. KAK sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat:
1). uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
2). waktu pelaksanaan yalg diperlukan;
3). spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadal<an,

da-11
4). besarnya total perkiraan biaya pekerlaal.

e. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Ba.rang/Jasa
untuk Tahun Anggara! berikutnya, harus diselesaikan pada
Taleun Anggaran yang bedalan.

f. SKPD/Intarsi Pengguna Jasa menyediakan biaya
pendukung pelaksanaan Pengadaal Bajang/Jasa yang
dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:
1). honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa

termasuk tim teknis, tim pendukung da.rt staf proyek;
2j. b:mya pengumuman Pengadaan Bafang/Jasa termasuk

biaya pengumumar ulang;
3). biaya penggandaan Dokumen Pengadaal Barang/Jasa;

da]1
4). biaya lainnya yang diperlukan.

g. SKPD/Instansi Pengguna Jasa menyediakan biaya
pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia
Baralg/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada
Tahun Anggaran berikutnya.

h. SKPD/Instansi Pengguna Jasa dapat mengusulkal besaran
standar biaya terkait honora.rium bagi personil orga:risasi
pengadaan, sebagai masukal/pertimbangan da-lam
penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala
Daerah.

i. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang

Iffirfft::'i;;."i
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1). kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang 
akan dibiayai oleh Pemerintah sendiri; dan/ a tau 

2). kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang 
akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar Pemerintah 
secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang 
diperlukan. 

c. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan­ 
kegiatan sebagai berikut: 
1). mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang 

diperlukan; 
2). menyusun dan menetapkan rencana penganggaran 

untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud; 
3). menetapkan kebijakan umum tentang: 

a). pemaketan pekerjaan; 
b). cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 
c). pengorganisasian Pengadaan Barang/ Jasa; 
d). penetapan penggunaan produk dalam negeri. 

4). menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

d. KAK sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat: 
1). uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; 
2). waktu pelaksanaan yang diperlukan; 
3). spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; 

dan 
4). besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

e. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada 
Tahun Anggaran yang berjalan. 

f. SKPD/Intansi Pengguna Jasa menyediakan biaya 
pend ukung pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa yang 
dibiayai dari APBN/ APBD, yang meliputi: 
1). honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa 

termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek; 
2). biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk 

biaya pengumuman ulang; 
3). biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; 

dan 
4). biaya lainnya yang diperlukan. 

g. SKPD/Instansi Pengguna Jasa 
pendukung untuk pelaksanaan 
Barang/Jasa yang pengadaannya 
Tahun Anggaran berikutnya. 

menyediakan biaya 
pemilihan Penyedia 

akan dilakukan pada 

h. SKPD /Instansi Pengguna Jasa dapat mengusulkan besaran 
standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi 
pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam 
penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala 
Daerah. 

i. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang 
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merupakan renca.na keuangan tahunan Pemerintah Daerah
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD.

j. PA sebagaimana dimaksud mengumuml<an kembali Renca:ea
Urnum Pengadaar, apabila terdapat
perubahan/ penambahan DIPA/DPA.

k. Pengumuman sebagaimana dimaksud paling kurang berisi:

1). nama dan alamat Pengguna Arggarar:
2). paket peke{aan yang akan dilaksanakan;
3). lokasi peke{aan; dan
4). perkiraan besaral biaya.

1. Pengumuman sebagaimana dimal<sud, dilakukan dalam
website Kementerian/L€mbaga/Pemerintah Daerah/Institusi
masing-masing, papa-n pengumuman resmi untuk
masyaral.at, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

5. PemaketanPekerjaan.

a. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran.

b. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyal<-
banyaknya paket usaha untuk Usaha Milao dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
persaingal sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampual
teknis.

c. Dalam melalukan pemaketan Barang/Jasa, PA dila,rang .

1). menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
terseba.r di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat
pekedaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

2). menyatukan beberapa paket pengadaan yang menuiut
sifat dan jenis pekeqjaannya bisa dipisahkan dan/atau
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha
Mikro dan Usaha Kecil seita koperasi kecil;

3). memecah Pengadaan Baralg/Jasa menjadi beberapa
paket denga:r maksud menghindari pelelalgan;
d,a! /atau

4). menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminalif dan/atau dengan
pertimbanga! yang tidak obyektil

d. Apabila terjadi perubahan paket pekelaan maka:
1). PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada

PA/KPA untuk ditetapkan; atau
21. tJLP /Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket

pekeqaar melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.
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merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD. 

j. PA sebagaimana dimaksud mengumumkan kembali Rencana 
Umum Pengadaan, apabila terdapat 
perubahan/penambahan DIPA/DPA. 

k. Pengumuman sebagaimana dimaksud paling kurang berisi: 

1). nama dan alamat Pengguna Anggaran; 
2). paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 
3). lokasi pekerjaan; dan 
4). perkiraan besaran biaya. 

1. Pengumuman sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam 
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/lnstitusi 
masing-masing, papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

5. Pemaketan Pekerjaan. 

a. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana 
Umum Pengadaan Barang/ Jasa kegiatan dan anggaran. 

b. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak­ 
banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, 
persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan 
teknis. 

c. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: 

1). menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang 
tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya 
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; 

2). menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut 
sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau 
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh U saha 
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; 

3). memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa 
paket dengan maksud menghindari pelelangan; 
dan/atau 

4). menentukan kriteria, persyaratan atau 
pengadaan yang diskriminatif dan/ atau 
pertimbangan yang tidak obyektif. 

d. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: 
1). PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada 

PA/KPA untuk ditetapkan; atau 
2). ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket 

pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA. 

prosedur 
dengan 



6. PersiapanPengadaan.

a. Persiapal pemilihal Penyedia Baralg/Jasa terdiri atas
kegiatal;

perencarraal pemilihan Penyedia Barangf J asa;.
pemilihan sistem pengadaan;
penetapan metode peniLaian kualifikasi;
penyusunan jadwal pemiliha:n Penyedia Barang/Jasa;
penyusunan Dokumen Pengadaan Bai'ang/Jasa; dan
penetapan HPS.

b. Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.

c. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang,/Jasa. terdiri atas
kegiatan:
a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaal.

d. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud, dapat dilakukan oleh:
1). PPK danlatau
2). UlPlPejabat Pengadaan.

e. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan
dengan:
1). menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan

pada saat akan meLaksalakan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;

2). mempertimbangkan kepentingan masyda}at;
3). mempertimbalgkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa

serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yan g ada; dal]^
4). memperhalikan ketentuan tentang pemaketan.

7. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa
Lainnya

a. Umum.
1). Kelompok Ke{a UlP/Pejabat Pengadaan menyusun dan

menetapkan metode pemilihan Penyedia
Barang/ Pekeqaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

2). Pemiiihan Penyedia Barang dilakukan dengan:
Pelela:rgan Umum;
Pelelangan Terbatas;
Pelelangan Sederhana;
Penunjukan Langsung;

e. Pengadaan Langsung; atau
f. Kontes,

3). Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilalukan
dengan:

Pelelangal Umum;
Pelelangan Terbatas;
Pemilihan Langsung;
Penunjukan Langsung;

a.
b .
c .
d .
e .
I

a.
b .
c .
d .

a ,
b .
c .
d .
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6. Persiapan Pengadaan. 

a. Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas 
kegiatan: 
a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. pemilihan sistem pengadaan; 
c. penetapan metode penilaian kualifikasi; 
d. penyusunanjadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 
f. penetapan HPS. 

b. Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 
dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan. 

c. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas 
kegiatan: 
a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan 
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. 

d. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud, dapat dilakukan oleh: 
1). PPK; dan/atau 
2). ULP/Pejabat Pengadaan. 

e. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan 
dengan: 
1). menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan 

pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa; 

2). mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 
3). mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa 

sertajumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan 
4). memperhatikan ketentuan tentang pemaketan. 

7. Metode Pemitihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya 

a. Umum. 
1). Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 

menetapkan metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pelelangan Sederhana; 
d. Penunjukan Langsung; 
e. Pengadaan Langsung; atau 
f. Kontes. 

3). Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan 
dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d. Penunjukan Langsung; gill_=-=;­ ease~ e~us 
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2). 



e. Pengadaan Langsung.
4). PemiLh; Penyedia Jasa-Lainnya dilakukan dengan:

Pelelangan Umum;
Pelelalgan Sederhana;
Penunjukarl Langsung;
Pengadaan Langsung; atau

e. Sayembara.
5). Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan

Penyedia Baralg/Jasa Lainnya yang merupakan hasil
Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

b. Pemilihan Metode Pengadaan.

1). Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas.

a). Pemiliharl Penyedia Barang/Pekefaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada pdnsipnya
dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
dengan pascakualifi kasi.

b). Khusus untuk Pengadan Barang/Pekedaan
Konstuksi yang bersifat kompleks dan diyakini
jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia
Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilalukan
dengan Pelelangai Terbatas.

c). Pemilihan Penyedia Barang/ Pekelaan
Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode
Pelelalgan Umum diumumkan paling kurang di
website Kementerian/ I-embag;a/ Pemerintatr
Daerah/Institusi, papar pengumuman resmi untuk
masyarakat, dan Portal Pengadaal Nasional
melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.

d). Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis
dal harga.

2). Pelelangan Sederhana dan Pemiliha! Langsung.

a). Pengadaan pekedaan yaJlg tidak kompleks dan
bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiahi dapat dilakukan dengafl:
{1). Pelelalgan Sederhala untuk Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya; atau
(2). Pemilihan Langsung untuk Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi.
b). Pelelangan Sederhala atau Pemilihan Langsung

dilakuka:e melalui proses pascakualifikasi.
c). Pelelangal Sederhana atau Pemilihan Langsung

diumumkan sekurang-kurangnya di website
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah/Institusi, papai pengumuman resmi untuk
masyaiakat, da:r Portal Pengadaal Nasional
melatui LPSE, sehingga masyarakat luas da:r dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kualifrkasi

a.
b .
c .
d .

dapat mengikutinya.
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e. Pengadaan Langsung. . 
4). Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Sederhana; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Pengadaan Langsung; atau 
e. Sayembara. 

5). Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil 
Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. 

b. Pemilihan Metode Pengadaan. 

1). Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas. 

Barang/ Pekerjaan 
pada prinsipnya 
Pelelangan Umum 

c). 

Pemilihan Penyedia 
Konstruksi/Jasa Lainnya 
dilakukan melalui metode 
dengan pascakualifikasi. 

b). Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini 
jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia 
Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan 
dengan Pelelangan Terbatas. 
Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode 
Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di 
website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 
Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional 
melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi 
dapat mengikutinya. 

d). Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis 
dan harga. 

a). 

2). Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung. 

iii@ire] ,-1. 

c). 

Pengadaan pekerj aan yang tidak kom pleks dan 
bemilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah) dapat dilakukan dengan: 
(1). Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya; atau 
(2). Pemilihan Langsung untuk Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi. 
b). Pelelangan Sederhana a tau Pemilihan Langsung 

dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung 
diumumkan sekurang-kurangnya di website 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional 
melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi 
dapat mengikutinya. 

a). 



d). Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan
Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

3). Penunjukan l,algsung.

a). Penunjukan l,arrgsung terhadap 1 {satu) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konsbuksi/Jasa l,ainnya dapat
dilakukan dalam ha.l:

keadaan tertentu; dan/atau
pengadaan Bararg khusus/Pekerjaan
Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang
bersifat khusus.

b). Penunjukan Langsung dilal<ukan denga:r
mengundang 1 (satui Penyedia Bararg/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa l,ainnya yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi
kualilikasi.

c). Penunjukan L€ngsung dilakukan dengan negosiasi
baik teknis maupun harga sehingga diperoleh
harga yang sesuai dengan harga pasar yalg
berlaku dan secara teknis dapat
dipertanggungj awabka,n.

d). Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan
dilakukan Penunjukan Langsung terhadap
Penyedia Barang/Pekerjaan Kon str-uksi/ Jasa
Lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (i)
huruf a, meliputi:
(1). penanganan darurat yang tidak bisa

direncanakan sebelumnya darr waktu
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak
dapat ditunda untuk:
(a). pertahanan negara
(b). keamanan dan ketertiban masya-rakat;
(c). keselamatan/perlindungan masyarakat

yang pelaksanaan pekerjaannya tidak
dapat ditunda/harus dilal{ukan segera,
termasuk:
((1)). akibat bencana

bencala non
bencana sosial;

alam dal/atau
a.lam dan/atau

{(2)). daialn rangka Pencegahan
uc l r d l a ru4 r r /  aLau

(3)). a-kibat kerusaka:r sarana/ prasarana
yang dapat menghentikan kegiatal
pelayanan publik.

pekerjaan penlelenggaraan penyiapan
konferensi yang mendadat untuk
menindaklanj uti komitmen intemasiona-l dan
dihadiri oleh Fresiden/Wakil Presiden;

{3). kegiatan menyangkut pertahanan negara yarg
ditetapkan oleh Menteri Pertahanair serta
kegiatan yang menyangkut keamanan dan

b.

\2) .

d). Da)am Pelelangan Sederhana atau Pemilihan 
Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga. 

3). Penunjukan Langsung. 

a). Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat 
clilakukan dalam hal: 
a. keadaan tertentu; dan/atau 
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan 

Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang 
bersifat khusus. 

b). Penunjukan Langsung dilakukan dengan 
mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu 
melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi 
kualifikasi. 

c). Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi 
baik teknis maupun harga sehingga diperoleh 
harga yang sesuai dengan harga pasar yang 
berlaku dan secara teknis dapat 
dipertanggungjawabkan. 

d). Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan 
dilakukan Penunjukan Langsung terhadap 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a, meliputi: 
(1). penanganan darurat yang tidak bisa 

direncanakan sebelumnya dan waktu 
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak 
dapat ditunda untuk: 
(a). pertahanan negara; 
(b). keamanan dan ketertiban masyarakat; 
(c). keselamatan/perlindungan masyarakat 

yang pelaksanaan pekerjaannya tidak 
dapat ditunda/harus dilakukan segera, 
termasuk: 
((!)). akibat bencana alam 

bencana non alam 
bencana sosial; 

((2)). dalam rangka 
bencana;dan/atau 

((3)). akibat kerusakan sarana/prasarana 
yang dapat menghentikan kegiatan 
pelayanan publik. 

(2). pekerjaan penyelenggaraan penyiapan 
konferensi yang mendadak untuk 
menindaklanjuti komitmen internasional dan 
dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 

(3). kegiatan menyangkut pertahanan negara yang 
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta 
kegiatan yang menyangkut keamanan dan 

pencegahan 

dan/atau 
dan/atau 



ketertibar masyarakat yang ditetapkan oleh
Kepala KepoLisian Negara Republik Indonesia;

(4). kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan
intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai
dengal tugas yang ditetapkan dalam
peraturanperundang-undangan: atau

{5}. BaEng/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan
oleh 1 (satui Penyedia Baralg/Jasa Lainnya
karena 1 (satu) pabrikar, 1 (satu) pemegang
hak paten, atau pihak yang telal mendapat
izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang
menjadi pemenang pelelalgan untuk
mendapatkan izin daf i pemedntah.

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi
khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang
memungkinkal dilakukan Penunjukan Langsung
sebagaimala dimaksud pada ayat (i) huruf b,
meliputi:
1). Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi

yang ditetapkar pemerintah:
2). Pekedaan Konstruksi bangunan yang

merupakan satu kesatuan aistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalal bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat direncanakar/diperhitungkan
sebelumnya {unforeseen condition};

3). Barang/Pekelaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bersifat kompleks yang hanya dapat
dilaksalakal dengan penggunaan teknologi
khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang
marnpu;

4). Pekelaan Pengadaan dan distribusi bahan
obat, obat dan alat kesehatan habis pakai
dalam rangka menjamin ketersediaan obat
untuk pelaksanaan peningkatan pelayana:r
kesehatan masya-rakat yang jenis dan
harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan;

5). Pengadaan kendaraan bermotor dengar harga
khusus untuk pemerintah yarg telah
dipublikasikan secara luas kepada
masyarakat;

6). sewa penginapan/hotel/ruang rapat yarg
ta-rifnya terbuka darl dapat diakses oleh
masyarakat;

7). lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan
sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya
dengan ketentuan dan tata caJa pembayaran
aerta penyesuaial harga yarlg dapat
dipertanggungiawabkan; atau

8). Pekedaan pengadaan Prasarana, Sarala, dan
Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang

ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

(4). kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan 
intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai 
dengan tugas yang ditetapkan dalam 
peraturanperundang-undangan; atau 

(5). Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan 
oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya 
karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang 
hak paten, atau pihak yang telah mendapat 
izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang 
menjadi pemenang pelelangan untuk 
mendapatkan izin dari pemerintah. 

e). Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi 
khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang 
memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
meliputi: 
1). Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi 

yang ditetapkan pemerintah; 
2). Pekerjaan Konstruksi bangunan yang 

merupakan satu kesatuan sistem konstruksi 
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko 
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan 
tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan 
sebelumnya (unforeseen condition); 

3). Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bersifat kompleks yang hanya dapat 
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi 
khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang 
mampu; 

4). Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan 
obat, obat dan alat kesehatan habis pakai 
dalam rangka menjamin ketersediaan obat 
untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan 
kesehatan masyarakat yang jenis dan 
harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang kesehatan; 

5). Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga 
khusus untuk pemerintah yang telah 
dipublikasikan secara luas kepada 
masyarakat; 

6). sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang 
tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh 
masyarakat; 

7). lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan 
sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya 
dengan ketentuan dan tata cara pembayaran 
serta penyesuaian harga yang dapat 
dipertanggungjawabkan; atau 

8). Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang 
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dilaksana-kar oleh pengembang/developer
yang bersangkutan.

4). PengadaanLangsung.

a). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp.2O0.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan
ketentuan:
1). kebutuhan operasional K/L/D /I;
2). teknologi sederhana;
3). risiko kecil; dan/atau
4). dilaksanal<ar oleh Penyedia Ba$ng/Jasa

usaha orang-perseorangan dan/atau badan
usaha kecil aerta koperasi kecil, kecuali untuk
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi
teknis yang tida-k dapat dipenuhi oleh Usala
Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

b). Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan
harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

c). PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan
l,angsung sebagai alasan untuk memecah paket
Pengadaan menjadi beberapa pal<et dengan
maksud untuk menghindari pelelangal.

d). Pelaksalaan Pengadaan Melalui Pengadaan
Langsung :

1). Pengadaan Langsung dapat dilaksarakan
untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan
Rp200.000.000,00 { dua ratus juta rupia}l).

2). Proses Pengadaan l,angsung dilakukan sebagai
berikut:
a1 pembelian/pembayaran largsung kepada

Penyedia untuk pengadaan yang
menggunakan bukti pembelian dan
kuitansi, meliputi antara lain :

(1). Pejabat Pengadaal mencari informasi
terkait pekedaan yang akan
dilaftsanakan dan harga, antara lain
melalui media elektronik dan/atau
non-elektronik;

(2). Pejabat Pengadaan dapat
membandingkan harga dan kualitas
paling sedikit dad 2 (dua) sumber
informasi yang berbeda (apabila
diperlukan);

(3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan
klarifikasi teknis dan negosiasi harga
untuk mendapatkan Penyedia dengan
harga ya.Irg wajar serta dapat

dilaksanakan oleh pengembang/ developer 
yang bersangkutan. 

4). Pengadaan Langsung. 

a). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bemilai paling tinggi 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan 
ketentuan: 
1). kebutuhan operasional K/L/D/I; 
2). teknologi sederhana; 
3). risiko kecil; dan/atau 
4). dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa 

usaha orang-perseorangan dan/ atau badan 
usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk 
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi 
teknis yang tidak dapat di pen uhi oleh U saha 
Milcro, U saha Kecil, dan koperasi kecil. 

b). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan 
harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

c). PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan 
Langsung sebagai alasan untuk memecah paket 
Pengadaan menjadi beberapa paket dengan 
maksud untuk menghindari pelelangan. 

d). Pelaksanaan 
Langsung: 

Pengadaan Mel al ui Pengadaan 

1). Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan 
untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan 
Rp200.000.000,00 ( dua ratusjuta rupiah). 

2). Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai 
berikut: 
a) pembelian/pembayaran langsung kepada 

Penyedia untuk pengadaan yang 
menggunakan bukti pembelian dan 
kuitansi, meliputi antara lain : 

(I). Pejabat Pengadaan mencari informasi 
terkait pekerjaan yang akan 
dilaksanakan dan harga, antara lain 
melalui media elektronik dan/atau 
non-elektronik; 

(2). Pejabat Pengadaan dapat 
membanclingkan harga dan kualitas 
paling sedikit dari 2 (dua) sumber 
informasi yang berbeda (apabila 
diperlukan); 

(3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan 
klarifikasi teknis dan negosiasi harga 
untuk mendapatkan Penyedia dengan 
harga yang wajar serta dapat 



b)

dipertanggungjawabkan
diperlukan) ;

(apabila

(4). negosiasi harga dapat dilatukan
berdasarkan HPS (apabila diperlukan) ;

(5). dalam hal negosiasi harga tidak
menghasilkan kesepakatan, maka
Pengadaan Langsung dapat dinyatakan
gagal dan dapat dilalukan Pengadaan
Langsung ulang dengan mencari
Penyedia lain.

permintaan penawaran yalg disertai
dengan klarifikasi serta negosiasi teknis
dan harga kepada Penyedia untuk
pengadaan yang menggunakan SPK,
meliputi antara Lain:

(1). Pejabat Pengadaan mencari informasi
terkait pekerjaan yang akan
dilaksanalar dan harga, antara lain
melalui media elektronik dan/atau

Pejabat Pengadaan membandingkan
harga darr kualitas paling sedikit dari
2 (dua) sumber informasi yang
berbeda;
Pejabat Pengadaan mengundang
calon Penyedia yang diyakini mampu
untuk menyampaikan penawarar
administrasi, teknis, dan harga;
unda-ngan dilampiri spesifikasi teknis
dan/atau gambar serta dokumen-
dokumen lain yang rnenggalrlbarkan
jenis pekedaan yang dibutuhkan:

{2).

(3) .

{4).

{5). Penyedia yang
menyarnpaikan

diundang
penawaran

administrasi, teknis, dan harga
secara langsung sesuai jadwal yang
telah ditentukan dalam undangal;

(6). Pejabat Pengadaar membuka
penawaran dan mengevaluasi
administrasi dan teknis dengan
sistem gugur, melakukan ldarjJikasi
teknis dan negosiasi harga untuk
mendapatkan Penyedia dengan harga
yang wajar serta dapat
dipertalggungj awabkan;
negosiasi harga dilakukan
berdasarkan HPS;
dalam hal negosiasi harga tidak
menghasilkal kesepalatan,
Pengadaan Langaung dinyatakan
gagal dan dilakukan Pengadaan
l,angsung ulang dengal mengundang
Penyedia lain;

(71.

(8) .

lffifn.T*,ii;ifr|

lHtir i*

dipertanggungjawabkan (apabila 
diperlukan); 

(4). negosiasi harga dapat dilakukan 
berdasarkan HPS (apabila diperlukan); 

(5). dalam ha! negosiasi harga tidak 
menghasilkan kesepakatan, maka 
Pengadaan Langsung dapat dinyatakan 
gaga! dan dapat dilakukan Pengadaan 
Langsung ulang dengan mencari 
Penyedia lain. 

b) permintaan penawaran yang disertai 
dengan klarifikasi serta negosiasi teknis 
dan harga kepada Penyedia untuk 
pengadaan yang menggunakan SPK, 
meliputi antara lain: 

(1). Pejabat Pengadaan mencari informasi 
terkait pekerjaan yang akan 
dilaksanakan dan harga, antara lain 
melalui media elektronik dan/ a tau 
non-elektronik; 

(2). Pejabat Pengadaan membandingkan 
harga dan kualitas paling sedikit dari 
2 (dua) sumber informasi yang 
berbeda; 

(3). Pejabat Pengadaan mengundang 
calon Penyedia yang diyakini mampu 
untuk menyampaikan penawaran 
administrasi, teknis, dan harga; 

(4). undangan dilampiri spesifikasi teknis 
dan/atau gambar serta dokumen­ 
dokumen lain yang menggambarkan 
jenis pekerjaan yang dibutuhkan; 

(5). Penyedia yang diundang 
menyampaikan penawaran 
administrasi, teknis, dan harga 
secara langsung sesuai jadwal yang 
telah ditentukan dalam undangan; 

(6). Pejabat Pengadaan membuka 
penawaran dan mengevaluasi 
administrasi dan teknis dengan 
sistem gugur, melakukan klarifikasi 
teknis dan negosiasi harga untuk 
mendapatkan Penyedia dengan harga 
yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 

(7). negosiasi harga dilakukan 
berdasarkan HPS; 

(8). dalam hal negosiasi harga tidak 
menghasilkan kesepakatan, 
Pengadaan Langsung dinyatakan 
gaga! dan dilakukan Pengadaan 
Langsung ulang dengan mengundang 
Penyedia lain; 
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(9). Pejabat Pengadaan merrbuat Bedta
Acara Hasil Pengadaan Langsung
l d r6  Lcru l r  u4r .

(a). nama dan alamat Penyedia;
(b). harga peaawaran terkoreksi dan

harga hasil negosiasi;
(c). unsur-unsur yang dievaluasi

(apabila ada);
(d). hasil negosiasi harga {apabila

ada);
(e). keterangan lain yang dianggap

perlu; dan
(f). tanggal dibuatnya Berita Acara.

c). Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita
Acara Hasil Pengadaal Lalgsung kepada
PPK;

d) PPK melakukan pe{anjian dan
mendapatkan bukti pedanjian dengan
ketentuan:
(1). buhi pembelian dapat digunakan

untuk Pengadaan yang bernilai
sampai dengan Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

(2) kuitansi dapat digunakan untuk
pengadaal yang bernilai sampai
dengan Rp50.000.0OO,00 (lima puluh
juta rupiah); atau

(3) Surat Perintah Ke{a (SPK) dapat
digunakan untuk Pengadaan yang
bernilai sampal dengan
Rp2O0.00O.0OO,00 (dua ratus juta
rupiah).

5). Sayembara dan Kontes

a), Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa
Lainnya yalg memiliki karakteristik sebagai
berikut:
(1), merupakan proses dan hasil dari gagasan,

kreatilitas, inovasi, budaya da'11 metode
pelal<sanaan tertentu; dan

{2). tidak dapat ditetapkai berdasarkan Harga
Satuan.

b). Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang
memiliki karakteristik sebagai berikut:
(l). tidat mempunyai harga pasar; dan
{2). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga

Satuarr.
c), UlP/Pejabat Pengadaal menetapkal persyaratan

administrative dan telceis bagi:
11). Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
(2). Penyedia Jasa Lainnya yang akarl mengikuti

Sayembara,

(9). Pejabat Pengadaan membuat Berita 
Acara Hasil Pengadaan Langsung 
yang terdiri dari: 
(a). nama dan alamat Penyedia; 
(b). harga penawaran terkoreksi dan 

harga hasil negosiasi; 
(c). unsur-unsur yang dievaluasi 

(apabila ada); 
(d). hasil negosiasi harga (apabila 

ada); 
(e). keterangan lain yang dianggap 

perlu; dan 
(f). tanggal dibuatnya Berita Acara. 

c). Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita 
Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada 
PPK; 

d) PPK melakukan 
mendapatkan bukti 
ketentuan: 

perjanpan 
perjanjian 

dan 
dengan 

( 1). bukti pembelian dapat digunakan 
un tuk Pengadaan yang bernilai 
sampai dengan Rpl0.000.000,00 
(sepuluhjuta rupiah); 

(2) kuitansi dapat digunakan untuk 
pengadaan yang bemilai sampai 
dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah); atau 

(3) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat 
digunakan untuk Pengadaan yang 
bemilai sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

5). Sayembara dan Kontes 

a). Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa 
Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
(1). merupakan proses dan hasil dari gagasan, 

kreatifitas, inovasi, budaya dan metode 
pelaksanaan tertentu; dan 

(2). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga 
Satuan. 

b). Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
(1). tidak mempunyai harga pasar; dan 
(2). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga 

Satuan. 
c). ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan 

administrative dan teknis bagi: 
(1). Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; 
(2). Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti 

Sayembara. 



Dalam menetapkan persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud diatas, UlP/Pejabat
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih
mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa
sesuai ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli
dibidangnya.

f), Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan
evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

8. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

a. Umum
1). UlP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan

metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
2). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui

negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga
yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan.

3). Pemiiihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan
dengan:
a). Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dar Seleksi

Sederharra;
b). Penunjukan l,angsung;
c). Pengadaan Langsung; atau
d). Sayembara.

b. Seleksi Umum

1). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya
dilakukan melalui Metode Seleksi Umum.

2). Pemilihan Penyedia Jasa Konaultansi melalui Metode
Seleksi Umum diumumkal sekurang-kurangnya di
website Kementerian / Lembaga/ Pemerintah
Daerah/Institusi, papa.n pengumuman resmi untuk
masyamkat, daJr Portal Pengadaan Nasional melalui
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat serta memenuhi kualifikasi dapat

3). Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (1ima)
sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

c. Seleksi Sederhana

1). Seleksi Sederhana dapar dilakukan terhadap Pengadaar
Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak
efisien dari segi biaya seleksi.

2). Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaar-
Jasa Konsultansi yang:
a). bersifat sederhana: dan
b). bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah).
3). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode

Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi,

d) .d). Dalam menetapkan persyaratan administratif 
sebagaimana dimaksud diatas, ULP /Pejabat 
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih 
mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa 
sesuai ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. 

e). Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli 
dibidangnya. 

f). Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan 
evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. 

8. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

a. Umum 
1). ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan 

metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 
2). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui 

negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga 
yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis 
dapat dipertanggungjawabkan. 

3). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan 
dengan: 
a). Seleksi yang terdiri alas Seleksi Umum dan Seleksi 

Sederhana; 
b). Penunjukan Langsung; 
c). Pengadaan Langsung; a tau 
d). Sayembara. 

b. Seleksi Umum 

1). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya 
dilakukan melalui Metode Seleksi Umum. 

2). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode 

Seleksi Umurn diumumkan sekurang-kurangnya di 
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui 
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang 
berminat serta memenuhi kualifikasi dapat 
mengikutinya. 

3). Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) 
sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. 

c. Seleksi Sederhana 

1). Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan 
Jasa Konsultansi dalam ha! Seleksi Umum dinilai tidak 
efisien dari segi biaya seleksi. 

2). Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan 
Jasa Konsultansi yang: 
a). bersifat sederhana; dan 
b). bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 
3). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode 

Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, 
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papan pengumumai] resmi untuk masyarakat, da-ll
Portal Pengadaan Nasional mela,lui LPSE, sehingga
masya.rakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifrkasi dapat mengikutinya.

4). Daftar pendek dalam Seleksi Sederharra be{umlah 3
(tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

d. Penunjukan Lalgsung

1). Penunjukan l.angsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi dapat dilakukan daLam keadaan tertentu.

2). Kdteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud
diatas, meliputi;
a). penanganan daJurat yang tidak bisa direncalal<art

setrelumnya dal waktu penyelesaian pekerjaannya
harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1 l l  h c r f a h A n a h  h F, .,. - -- -------- -- -'gara;
(2). keamanan dan keterliban masyaralat:
(3). keselamatan/perLindungan masyara}at yang

harus dilakukal segera, termasuk:
(a). akibat bencana alar:":' dan/ atau ber:car,a

non a-lam dan/atau bencana sosial;
tb). dalam ralgka pencegahan benca-na;

dan/atau
(c). akibat kerusakan sarala/prasarana

yang dapat menghentikal kegiatan
pelayanan publik;

b). kegiatar menyangkut pertahanan negara yang
ditetapkan oleh Mented Pertahanal serta kegiatan
yang menyangkut keamanan da:r ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

c). pekerjaan yalg hanya dapat dilakukan oleh 1 fsatu)
Penyedia Jasa Konsultalsi; da:r

d). pekerjaal yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

3). Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses
prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi.

e. Pengadaan Langsung

1). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
Pengadaan Jasa Konsultansi ya]1g memiliki
karakteristik sebagai berikut;
a). merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;

dan/atau
b). bernilai paling tinggi Rp.5o.0o0.000,00 {lima puluh

juta rupiah).
2). Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 {satu) Pejabat

Pengadaan.
3). PA/KPA dilarang menggunalian metode Pengadaan

langsung sebagai alasan untuk memecah pal<et

papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan 
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan 
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

4). Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 
(tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi. 

d. Penunjukan Langsung 

1). Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa 
Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. 

2). Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud 
diatas, meliputi: 
a). penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan 

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya 
harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 
(1). pertahanan negara; 
(2). keamanan dan ketertiban masyarakat; 
(3). keselamatan/perlindungan masyarakat yang 

harus dilakukan segera, termasuk: 
(a). akibat bencana alam dan/atau bencana 

non alam dan/atau bencana sosial; 
(b). dalam rangka pencegahan bencana; 

dan/atau 
(c). akibat kerusakan sarana/prasarana 

yang dapat menghentikan kegiatan 
pelayanan publik; 

b). kegiatan menyangkut pertahanan negara yang 
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan 
yang menyangkut keamanan dan ketertiban 
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 

c). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 
Penyedia Jasa Konsultansi; dan 

d). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak 
yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. 

3). Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses 
prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa 
Konsultansi. 

e. Pengadaan Langsung 

terhadap 
memiliki 

1). Pengadaan Langsung dapat dilakukan 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
karakteristik sebagai berikut: 
a). merupakan kebutuhan operasional K/L/D/1; 

dan/atau 
b). bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 
2). Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat 

Pengadaan. 
3). PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan 

Langsung sebagai alasan untuk memecah paket 
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pengadaaJl menjadi beberapa paliet dengan maksud
untuk menghindari Seleksi.

f. Sayembara

1). Sayemba-ra dila-kukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi yang memiliki kamkteristik sebagai
berikut:
a). merupakan proses

kreatifitas, inovasi
f p r f ph f r r '  . l . n

dan hasil dari gagasan,
dar metode pelaksanaan

b). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
2). UlP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan

administmtif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akarr
mengikuti Sayembara.

3). Dalam menetapkan persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud huruf f.2), UlP/Pejabat
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah
dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimaJra
dimaksud dalam peraturan ini.

4). Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh
UlP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan
dari tim yang ahli dibidangn)a.

5). Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli
dibidangnya.

9. Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konsbuksi/Jasa
Lainnya

a. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konsbuksi/Jasa l,€linnya terdiri atas:
1). sistem gugur;
2). sistem nilai; darl
3). sistem penilaian biaya selama umur ekonomia.

b. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan
Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa l,ainnya pada
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.

c. Eva-luasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekelaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan
haJga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh
kualitas telmis.

d. Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
digunakan untuk Pengadaar Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa l,ainnya yalg memperhitungkan faltor-
fahor umur ekonornis, harga, biaya operasional, biaya
pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.

e. Sistem nilai dilakukan dengal ketentuan sebagai beiikut:
1). besaran bobot biaya as:,tata 7Oo/" (tt4uh puluh

perseratus) sampai dengan 907o {sembilan puluh
perseratus) dad total bobot keseluruhan;

2). unsur yalg dinilai harls bersifat kuantitatif atau yang
dapat dikuanlifikasikan; dan

3j. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan
dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan,
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pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud 
untuk menghindari Seleksi. 

f. Sayembara 

dari gagasan, 
metode pelaksanaan 
hasil dan 

dan 

dilakukan terhadap Pengadaan Jasa 
yang memiliki karakteristik se bagai 

1). Sayembara 
Konsultansi 
berikut: 
a). merupakan proses 

kreatifitas, inovasi 
terten tu; dan 

b). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 
2). ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan 

administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan 
mengikuti Sayembara. 

3). Dalam menetapkan persyaratan administratif 
sebagaimana dimaksud huruf f.2), ULP/Pejabat 
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah 
dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan ini. 

4). Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh 
ULP /Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan 
dari tim yang ahli dibidangnya. 

5). Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli 
dibidangnya. 

9. Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya 

a. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
1). sistem gugur; 
2). sistem nilai; dan 
3). sis tern penilaian biaya selama umur ekonomis. 

b. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada 
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. 

c. Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang 
memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan 
harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh 
kualitas teknis. 

d. Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor­ 
faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya 
pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu. 

e. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1). besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh 

perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perseratus) dari total bobot keseluruhan; 

2). unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang 
dapat dikuantifikasikan; dan 

3). tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan 
dengan jelas dan rinci dalarn Dokumen Pengadaan. 
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f. Daiam melakukan evaluasi Kelompok Kerja UlP/Pejabat
Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau
mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas
akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

g, Metode dua tahap sebagaimala dimaksud dalam Pasal 47
ayat (6) Peryres Nomor 70 Ta}.'.jJj. 2Ol2 dapat menggunakan
metode evaluasi siatem gugur, sistem nilai, atau sistem
penilaian biaya selama umur ekonomis.

10. Metode Evaluasi Penawaran Dalam Pengadaal Jasa Konsultansi

a. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:
1). metode evaluasi berdasarkan kualitas;
2). metode evaluasi berdasarkal kualitas dan biaya;
3). metode evaluasi berdasarkan Pagu Arrggaran; atau
4). metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.

b, Metode evaluasi berdasarka.n kualitas sebagaimana
dimaksud diatas, digunakan untuk pekerlaan yang:
1). mengutamakan kualitas penawarai teknis sebagai

faktor yalg menentukan terhadap hasil/manfaat
{outcome} secara keseluruhan; dan/atau

2). lingkup pekerjaai yang sulit ditetapkan dalam KAK.

c. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dal biaya
sebagaimana dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan
yang i
1). lingkup, keluaran (output), wal<tu penugasan, dan hal-

hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK;
dan/atau

2). besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas,
dan tepat.

d. Metode evaluasi berdasarkal Pagu Anggaran sebagaimana
dima-ksud diatas, digunakan untuk pekerjaal:
1), sudah ada aturan yang mengatur (standa,r);
2). dapat dirinci dengan tepat; atau
3). angga-rannya tidak melampaui pagu tertentu.

e. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana
dimaksud diatas, digunakan untuk pekedaan yang bersifat
sederhana dan standar,

f. Dalam evaluasi berdasarkan kualitas da:r biaya,
pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan;
1). bobot penawaJan teknis anta.ra 0,60 sampai 0,80;
2). bobot penawaral biaya antara 0,2O sampai 0,40.

g. Semua evaluasi penawaran Pekedaan Jasa Konsultansi
harus diikuti dengan klarifikasi darl negosiasi, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1). Harga Satuan yang dapat dinegosiasika-n yaitu biaya

lalgsung non-personil yang dapat diganti

f. Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP /Pejabat 
Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau 
mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas 
akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 

g. Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dapat menggunakan 
metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem 
penilaian biaya selama umur ekonomis. 

10. Metode Evaluasi Penawaran Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi 

a. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa 
Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan: 
1). metode evaluasi berdasarkan kualitas; 
2). metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 
3). metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau 
4). metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. 

b. Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana 
dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan yang: 
1). mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai 

faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat 
(outcome) secara keseluruhan; dan/atau 

2). lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. 

c. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya 
sebagaimana dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan 
yang: 
1). lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal­ 

hal lain dapat diperkirakan dengan balk dalam KAK; 
dan/atau 

2). besamya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, 
dan tepat. 

d. Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana 
dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan: 
1). sudah ada aturan yang mengatur (standar); 
2). dapat dirinci dengan tepat; atau 
3). anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. 

e. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana 
dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat 
sederhana dan standar. 

f. Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, 
pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan: 
1). bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; 
2). bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 

g. Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi 
harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan 
keten tuan se bagai beriku t: 
1). Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya 

langsung non-personil yang dapat diganti 



(reimburseable cost) dan/atau biaya langsung perconil
yang dinilai tidal< wajar;

2). aspek biaya yarrg perlu diklari{ikasi atau negosiasi
terutama:
a). kesesuaian rencala kerja dengan jenis pengeluaran

biaya;
b). volume kegiatan da:r jenis pengeluaran; dan
c). biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang

berlaku di pasar/ kewajaran biaya;

3). klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yarrg telah
diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga
ahli konsultan yang bersangkutan;

4). biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi
4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap
dan paling tinggi 2,5 {dua koma lima) kali penghasilan
yang diterima tenaga ahti tidak tetap; dan

5). unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan
satuan wa}tu yang telah ditetapkan.

h. Dikecualikar dari ketentuan huruf g angka 3) dan 4) diatas,
untuk seleksi internasional, dengan ketentuan:
a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat

dilakukan berdasarkan daltar gaji ya.rlg telah diaudit,
bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau
pemyataan Penyedia yang bersangkutan tentang
kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang
memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;

b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada
unit biaya personil yang berlaku di lua-r negeri.

11. Penyusunan Dokumen Pengadaa:r Barang/Jasa
Pemborongal/ Jasa Lainnya.

a. UlP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan
Bamng/Jasa yang terdiri atas:
1). Dokumen Kualifikasi: dan
2). Dokumen Pemilihan.

b. Dokumen Kualilikasi sebagaimana dimaksud huruf a argka
1) diatas, paling kurang terdiri atas:
1 ) . petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
2). formulir isian kualifikasi;
3). instruksi kepada peserta kualifikasi;
4). lembar data kualifikasi;
5). Pakta Integritas; dan
6). tata cara evaluasi kua-lifikasi.

c. Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf
2), paling kurang terdiri atas:
1). undangan/pengumuman kepada calon

Barang/Jasa;
2). instuksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
3). syarat-syarat umum Kontrak;

a angka

Penyedia
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(reimburseable cost) dan/ atau biaya langsung personil 
yang dinilai tidak wajar; 

2). aspek biaya yang perlu diklarifikasi a tau negosiasi 
terutama: 
a). kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran 

biaya; 
b). volume kegiatan danjenis pengeluaran; dan 
c). biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang 

berlaku di pasar /kewajaran biaya; 

3). klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung 
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah 
diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga 
ahli konsultan yang bersangkutan; 

4). biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 
4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap 
dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan 
yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan 

5). unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan 
satuan waktu yang telah ditetapkan. 

h. Dikecualikan dari ketentuan huruf g angka 3) dan 4) diatas, 
untuk seleksi internasional, dengan ketentuan: 
a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat 

dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, 
bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau 
pemyataan Penyedia yang bersangkutan tentang 
kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang 
memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit; 

b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada 
unit biaya personil yang berlaku di luar negeri. 

11. Penyusunan Dokumen 
Pemborongan/Jasa Lainnya. 

Pengadaan Barang/ J asa 

a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa yang terdiri atas: 
I). Dokumen Kualifikasi; dan 
2). Dokumen Pemilihan. 

b. Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 
1) diatas, paling kurang terdiri atas: 
1). petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; 
2). formulir isian kualifikasi; 
3). instruksi kepada peserta kualifikasi; 
4). lembar data kualifikasi; 
5). Pakta Integritas; dan 
6). tata cara evaluasi kualifikasi. 

c. Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 
2), paling kurang terdiri atas: 
1). undangan/pengumuman kepada calon Penyedia 

Barang/ Jasa; 
2). instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa; 
3). syarat-syarat umum Kontrak; 
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4). syajat-syarat khusus Kontrak;
5). daltar kuantitas dan harga;
6). spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
7). bentuk surat penawa-ran;
8). rancangan Konrak:
9). bentuk Jaminan; dan
1O). contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

d. PPK menetapkan bagian dari rancangal Dokumen
Pengadaan yaflg terdiri atas:
1). rancanga! SPK; atau
2). rancangan surat peqanjiarl termasuk:

a). syarat-syarat umum Kontlak;
b). syarat- syamt khusus Kontrak;
c). spesilikasi teLds, KAK dan/atau gambar;
r \  r ^ a r ^ -  1 - , , ^ - + i , . a  A ^ n  h a r o ^ ,  . l a ru r .  ud ld
a)  . l ^1z , r f ra r  la ih r- , .  - - . - - . . . - - -  - * - - - - rya.

3). HPS.

12. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa.

a. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan
Baralg/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1). memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan

untuk menjala:r kan kegiatarr / u saha:
2). memiliki keahlian, pengalamas, kemampuan teknis dan

manajerial untuk menyediakan Bamng/Jasa;
3). memperoleh paling kurang 1 (satu) pekelaan sebagai

Penyedia Baralg/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontak;

4). ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3),
dikecualikan bagi Penyedia Bara$g/Jasa yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5). memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dafl
fasilitas lain yang diperlukan da-larn Pengadaan
Barang/Jasa;

6). dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan
kernjtraan, Pen5 edia Barang/Jasa harus mempunlai
perjanjial kerja sama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusal:aan yang mewalili
kemitraan tersebut,

7). memiliki kemampuan pada bidang pekerlaan yang
sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi
kecil serta kemampuan pada subbidang pekeqaan yang
sesuai untuk usaha non-kecil;

8). memiliki Kemampuan Dasar {KD) untuk usa}ra
nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa
Konsultansi;

9). khusus untuk Pelelangan dan Pemilihaa Langsung
Pengadaan Pekerjaan Konstuksi memiliki dukungan
keualgan dari bank;

10). khusus untuk Pengadaal
Jasa l,ainnya, harus
Kemampuan Paket (SKP) se

Pekerjaal Konstruksi dan
memperhitungkan Sisa

KEPALA siFE

4). syarat-syarat khusus Kontrak; 
5). daftar kuantitas dan harga; 
6). spesifikasi teknis, KAK dan/atau garnbar; 
7). bentuk surat penawaran; 
8). rancangan Kontrak; 
9). bentukJaminan; dan 
10). contoh-contoh formulir yang perlu diisi. 

d. PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen 
Pengadaan yang terdiri atas: 
1). rancangan SPK; atau 
2). rancangan surat perjanjian termasuk: 

a). syarat-syarat umum Kontrak; 
b). syarat-syarat khusus Kontrak; 
c). spesifikasi teknis, KAK dan/atau garnbar; 
d). daftar kuantitas dan harga; dan 
e). dokumen lainnya. 

3). HPS. 

12. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa. 

a. Penyedia Barang/Jasa dalarn pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1). memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan 

untuk menjalankan kegiatan/usaha; 
2). memiliki keahlian, pengalaman, kemarnpuan teknis dan 

manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; 
3). memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai 

Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) 
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun 
swasta, termasuk pengalaman su bkontrak; 

4). ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), 
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru 
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

5). memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan 
fasilitas lain yang diperlukan dalarn Pengadaan 
Barang/ J asa; 

6). dalarn hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan 
kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai 
perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat 
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili 
kemitraan tersebut; 

7). memiliki kemarnpuan pada bidang pekerjaan yang 
sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi 
kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang 
sesuai untuk usaha non-kecil; 

8). memiliki Kemarnpuan Dasar (KD) untuk usaha 
nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa 
Konsultansi; 

9). khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan 
keuangan dari bank; 

10). khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan 
Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa 
Kemarnpuan Paket (SKP) seb · · t;. 
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SKP = KP- P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampual
Paket {KP) ditentukan sebanyak 5 (lima)
paket pekerjaal; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan
Pal<et (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam)
atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
1g = jumlah paket pekedaan terbanyak yang

dapat ditangani pada saat bersamaal
selama kurun waktu 5 oimai tahun
terakhir.

11). tidak dalam pengawasan pengadilai, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau
direksi yang berlindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani salksi
pidana, ya.Irg dibuldikan dengan surat pernyataan yang
ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

12). sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta
memiliki laporan buianan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
(bila ada transaksi), PPh Pasal 2slPasal 29 dan PPN
(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga)
bulan teraldrir dalam tahun berlalan;

13). secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak;

14). tidak masuk dalam Daftar Hitam;
15). memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan jasa pengiriman; dan
1 6). menandatangan i Pakta Integritas.

b. Dengan tetap mengedepaarkan prinsip-prinsip pengadaan
dan kaidah bisnis yang baik, persya-ratan bagi Penyedia
Barang/Jasa asing dikecualikal daii ketentuan angka 4),
11) ,  131.

c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4), 6), 8). 9).
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa oraag perorangal.

d. Pegawai K/L/D/I dnarang menjadi Penyedia Barang/Jasa,
kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
1.€J,ggu.Ij €l]' K/L/D /1.

e. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkal
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia
Bararrg/Jasa.

13. Harga Perkiraan Sendiri {HPS}

a. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Barang/ J asa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan
Pengadaan Langsung yang menggunal{an bukti pembelian.

II
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SKP = 
KP 

KP-P 
= nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan 
Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) 
paketpekerjaan;dan 

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan 

Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) 
atau 1,2 (satu koma dua) N. 

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. 
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang 

dapat ditangani pada saat bersamaan 
selama kurun waktu 5 (lima) tahun 
terakhir. 

11). tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau 
direksi yang bertindak untuk dan atas nama 
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi 
pidana, yang dibuktikan dengan surat pemyataan yang 
ditandatangani Penyedia Barang/ Jasa; 

12). sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban 
perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta 
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 2 3 
(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN 
(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) 
bulan terakhir dalam tahun berjalan; 

13). secara hukum mempunyai kapasitas untuk 
mengikatkan diri pada Kontrak; 

14). tidak masuk dalam Daftar Hitam; 
15). memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 

dengan jasa pengiriman; dan 
16). menandatangani Pakta lntegritas. 

b. Dengan tetap mengedepankan prinsip prinsip pengadaan 
dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia 
Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan angka 4), 
11), 13). 

c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4), 6), 8), 9), 
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. 

d. Pegawai K/L/D/1 dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, 
kecuali yang bersangkutan. mengambil cuti diluar 
tanggungan K/L/D /1. 

e. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan 
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia 
Barang/Jasa. 

13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

a. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan 
Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. 
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c.
d.

b.

f .

Kelompok Kerja UlP/Pejabat Pengadaan mengumumkan
nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
HPS ditetapkan:
1). paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum

batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan
denga:r pascakualifikasi; atau

2). paling lama 28 {dua puluh delapan) hari keda sebelum
batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan
wal<tu lamanya proses pral<ualifikasi untuk pemilihan
dengan prakualifikasi.

HPS digunakan sebagai:
1). alat untuk menilai kewajaral penawaran termasuk

rinciannya;
2). dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran

yang sah:
a). untuk Pengadaan Bamng/Pekedaan Konstruksi/

Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang
menggunakal metode dua tahap dal Pelelangan
Terbatas dimana peserta yang memasukkan
penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan

b). untuk Pengadaal Jasa Konsultansi yang
menggunakan metode Pagu Anggaran.

3). dasar untuk menetapkan besaral nilai Jaminan
Pelalsanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah
dari 807o {delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besalan
kerugian negara.

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlial
berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan
meliputi:
1). Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi

barang/jasa diproduksildiserahkan/dilaksanakan'

t l

4) .

menjelang dilaksanakannya Pengadaan BaJang/Jasa;
informasi biaya satuan yalg dipublikasikarl secara
resmi oleh Badan Pusat Statistik IBPSi;
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang
dapat dipertanggun$ awabkan;
daftar biaya/tarif Banng/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/ distributor tungga-l;
biaya Kontrak sebelumlya atau yang sedang bedalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan
dart/atau kurs tengah Bank lndonesia:
hasil perbandingan dengan Kontra-k sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
perkiraal perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer's eatimate);
norma indeks; dan/atau

g.

6) .

71.

8) .

ol

b. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan 
nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. 

c. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 
ct. HPS ditetapkan: 

1). paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 
batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan 
dengan pascakualifikasi; atau 

2). paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 
batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan 
waktu lamanya proses prakualifikasi un tuk pemilihan 
dengan prakualifikasi. 

e. HPS digunakan sebagai: 
1). alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk 

rinciannya; 
2). dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran 

yang sah: 
a). untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang 
menggunakan metode d ua tahap dan Pelelangan 
Terbatas dimana peserta yang memasukkan 
penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan 

b). untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
menggunakan metode Pagu Anggaran. 

3). dasar untuk menetapkan besaran nilai J aminan 
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 
dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 

f. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran 
kerugian negara. 

g. Penyusunan 
berdasarkan 
meliputi: 

HPS dikalkulasikan secara 
data yang dapat dipertanggung 

keahlian 
jawabkan 

1). Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi 
barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, 
menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; 

2). informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara 
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 

3). informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara 
resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 

4). daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh 
pabrikan/distributor tunggal; 

5). biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan 
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 

6). inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan 
dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; 

7). hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang 
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; 

8). perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh 
konsultan perencana (engineer's estimate); 

9). norma indeks; dan/ a tau 
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10). inforrnasi lain yang dapat dipertanggundawabkan.

h. Penyusunal HPS untuk pelelalgan/seleksi intemasional
dapat menggunakan informasi haiga barang/jasa di luar
negen.

i. HPS disusun dengal memperhitungkan keuntungan dan
biaya overhead lang dianggap wajar.

14. Bentuk-Bentuk Jaminan Pengadaan Baralg/Jasa.

a. Umum
1). Penyedia Barang/Jasa menyerahkal Jaminan kepada

Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajibart
sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2). Jarninan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a). Jaminan PenawaJan;
b). Jaminan PeLaksanaan;
c). Jarninan Uang Muka;
d). Jaminan Pemeliharaan; dan
p l  .  r a m i n a h  q ' n o o a h a h  F l a h . t i n o

3). Jaminal atas Pengadaan Baralg/Jasa sebagaimana
dimaksud pada angka (2) harus dapat dicairkan tanpa
syarat (unconditional) sebesar nilai Jarninan daLam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keda, setelail
surat pernlalaan wanprestasi dari PPK/ULP diterima
oleh Penerbit Jamina:e.

4) . ULP/ Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarilikasi
tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

5). Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan
atau Perusahaart Asuransi dapat digunakan untuk
semua jenis Jaminal.

6). Perusahaan Penjaminan sebagaimana dima-ksud angka
5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin
dari Menteri Keuangan.

7). Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana
dimaksud angka 5) adalah Perusahaan Asuransi Umum
yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan
(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangar.

b. Jaminan Penawaran

1). Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat
memasukkan penawaran, yang besamya antara lyo
(satu perseratus) hingga 39'" (tiga perseratus) dari total
HPS.

2). Jaminan Penawaran dikembalikal kepada Penyedia
Barang/Pekedaan Konstruksi/Jasa Lainnya aetelah

ffi[*E'+;*.";u
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10). infonnasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

h. Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi intemasional 
dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar 
negen. 

1. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan 
biaya overhead yang dianggap wajar. 

14. Bentuk-Bentuk Jaminan Pengadaan Barang/Jasa. 

a. Umum 
1). Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada 

Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban 
sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

2). Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 
a). Jaminan Penawaran; 
b). Jaminan Pelaksanaan; 
c). Jaminan Uang Muka; 
d). Jaminan Pemeliharaan; dan 
e). Jaminan Sanggahan Banding. 

3). Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada angka (2) harus dapat dicairkan tanpa 
syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah 
surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima 
oleh Penerbit Jaminan. 

4). ULP / Pejabat Pengadaan a tau PPK melakukan klarifikasi 
tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima. 

5). Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan 
atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk 
semua jenis Jaminan. 

6). Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud angka 
5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin 
dari Menteri Keuangan. 

7). Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana 
dimaksud angka 5) adalah Perusahaan Asuransi Umum 
yang memiliki izin untuk menjual produk jarninan 
(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

b. Jaminan Penawaran 

1). Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat 
memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% 
(satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total 
HPS. 

2). Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah 
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c .

PPK menerima Jaminal Pelaksanaar untuk
penandatanganan Konbak.

3). Jaminan Penawaran tidak diperlukan daiam hal
Pengadaan Barang/Peke{aan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilat<sanakan dengan Penunjukan Langsung,
Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Jaminan Uang Muka

1). Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
2). Jaminai Uang Muka diberikan oleh Penyedia

Baraflg/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yarg
diterimanya,

3). Besarnya Jaminal Uaig Muka adalah senilai Uang
Muka yang diterimanya.

4). Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara
proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

Jaminan Pelaksanaan.

1). Jaminan Pelaksanaan diminta pPK kepada Penyedia
Barang/Pekedaan Konstruksi untuk Konfak bernilai di
atas Rp200.000.00O,00 (dua ratus juta rupiah).

2). Jaminan Pelaksalaan dapat diminta PPK kepada
Penyedia Jasa l,ainnya untuk Kontrak bernilai di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali
untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia
sudah dikuasai oleh Pengguna.

3). Jaminan Pelaksa:raal sebagaimala dimaksud pada
angka 1) dan 2) diberika:r setelah diterbitkannya SPPBJ
dal1 sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstauksi/Jasa Lainnya.

4). Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai
berikut:
a). untuk nilai penawaran terkoreksi antara 807o

{delapan puluh perseratus) sampai dengan 1OO7o
{seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan
Pelaksanaan adalah sebesar 59/. (lima perseratus)
dari nilai Kontrak; atau

b). untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 8O7o
{delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS,
besarnya Jaminan Pelalsanaan 5o/o {lima
perseratus) dari nilai total HPS.

5). Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Konbak
sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah
terima pertama Pekerjaan Konsbuksi.

6). Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setela-h:
a). penyerahal Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat

Ga.raJ}si; atau
b). penyera-han Jaminan Pemeliharaan sebesar 57o

(lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi
penyedia pekerl aaJl *o"*;g5!l:=9111_.
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d.

PPK menerima J arninan 
penandatanganan Kontrak. 

Pelaksanaan untuk 

3). Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam ha! 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, 
Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara. 

c. Jaminan Uang Muka 

!). Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka. 
2). Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia 

Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang 
diterimanya. 

3). Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang 
Muka yang diterimanya. 

4). Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara 
proporsional pada setiap tahapan pembayaran. 

d. Jaminan Pelaksanaan. 

!). Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di 
atas Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah). 

2). Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada 
Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali 
untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia 
sudah dikuasai oleh Pengguna. 

3). Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
angka I) dan 2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ 
dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

4). Be saran nilai J aminan Pelaksanaan adalah se bagai 
berikut: 
a). untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% 

(delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% 
(seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan 
Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) 
dari nilai Kontrak; atau 

b). untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% 
(delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, 
besamya Jaminan Pelaksanaan 5% {lima 
perseratus) dari nilai total HPS. 

5). Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak 
sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah 
terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 

6). Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: 
a). penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat 

Garansi; atau 
b). penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% 

(lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 
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e. JaminanPemeliharaan

1). Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan
Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan
pekerjaan dinyatakal selesai 10070 {seratus perseratus},
untuk;
a). Pekerjaan Konsttuksi;
b). Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa

pemeliharaan.

2). BesaJan nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 57o (lima
perseratus) dari nilai Kontrak.

3). Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 hari kela
setelah masa pemeliharaan selesai dan setelatr
dilakukan serah terima pekegaan dari Penyedia
Barang/Jasa kepada Pengguna Bararg/Jasa sesuai
Dokumen Kontrak.

4). Apabila penyedia barang/jasa setelah berakhimya masa
pemeliharaan tidak mengajukan pencairan jaminan
pemeliharaal sesuai ketentuan dalam Dokumen
Kontrak maka uang jaminan pemeliharaan bisa
dimasukkan Kas Daerah.

5). Apabila Penyedia Barang/Jasa telal melakukan
pemeliharaan hasil pekeqaan tetapi belum
menyerahkan kepada Pengguna maka Penyedia
Barang/Jasa tetap bertanggung jawab apabila te{adi
kerusakan.

6). Apabila terjadi kerusakan dan sampai dengan masa
pemeliharaan berakhir tidak melakukal
pemeliharaan/perbaikan yang mana kerusakan
pekerjaan tersebut diatas 5 % (lima perseratus) maka
kerusakan tetap masih menjadi tanggung jawab
Penyedia Bararng/Jasa.

7). Apabila ketentuan angka 5 dan 6 tidak dila-ksanakan
oleh Penyedia Barang/Jasa maka Penyedia
Barang/Jasa tersebut bisa dimasukkal dalam Daftar
Hitam dengan dilakukan pemutusan kontrak terlebih
dahulu.

8), Penyedia Pekerjaan Konstruksi memberikan Jaminan
Pemelihajaan.

9). Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
angka 4), besamya 5% (lima perseratus) dari nilai
Kontrak Pengadaan Pekeqaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.

1O). Pengelolaan jaminan pemeLiha-raan menjadi tanggung
jawab sepenuhnya pada SKPD atau Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai yang diatur dalam kontrak keda.

11). Bentuk jaminan pemeliharaan sesuai hasil kesepakatan
dengan SKPD yang mempunyai kegiatan fisik dilakukan
dalam bentuk jaminan pemeLiharaan (surefy bond) hal
ini dengan pertimbangan untuk kemudahart
pelaksalaan bagi SKPD dan penyedial barang dan jasa.

12). Kepala SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen agar
melakukan konfirmasi terhadap Bank/Lembaga

e. Jarninan Pemeliharaan 

1). Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan 
Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan 
pekerjaan dinyatakan selesai 100% {seratus perseratus), 
untuk: 
a). Pekerjaan Konstruksi; 
b). Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 

pemeliharaan. 

2). Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima 
perseratus) dari nilai Kontrak. 

3). Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 hari kerja 
setelah masa pemeliharaan selesai dan setelah 
dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia 
Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa sesuai 
Dokumen Kontrak. 

4). Apabila penyedia barang/jasa setelah berakhirnya masa 
pemeliharaan tidak mengajukan pencairan jaminan 
pemeliharaan sesuai ketentuan dalam Dokumen 
Kontrak maka uang jaminan pemeliharaan bisa 
dimasukkan Kas Daerah. 

5). Apabila Penyedia Barang/Jasa telah melakukan 
pemeliharaan hasil pekerjaan tetapi belum 
menyerahkan kepada Pengguna maka Penyedia 
Barang/Jasa tetap bertanggung jawab apabila terjadi 
kerusakan. 

6). Apabila terjadi kerusakan dan sampai dengan masa 
pemeliharaan berakhir tidak melakukan 
pemeliharaan/perbaikan yang mana kerusakan 
pekerjaan tersebut diatas 5 % (lima perseratus) maka 
kerusakan tetap masih menjadi tanggung jawab 
Penyedia Barang/ Jasa. 

7). Apabila ketentuan angka 5 dan 6 tidak dilaksanakan 
oleh Penyedia Barang/Jasa maka Penyedia 
Barang/Jasa tersebut bisa dimasukkan dalam Daftar 
Hitam dengan dilakukan pemutusan kontrak terlebih 
dahulu. 

8). Penyedia Pekerjaan Konstruksi memberikan Jaminan 
Pemeliharaan. 

9). Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4), besamya 5% (Jima perseratus) dari nilai 
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya. 

10). Pengelolaan jaminan pemeliharaan menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya pada SKPD atau Pejabat Pembuat 
Komitmen sesuai yang diatur dalam kontrak kerja. 

11). Bentuk jaminan pemeliharaan sesuai hasil kesepakatan 
dengan SKPD yang mempunyai kegiatan fisik dilakukan 
dalam bentuk jaminan pemeliharaan (surety bond) hal 
ini dengan pertimbangan untuk kemudahan 
pelaksanaan bagi SKPD dan penyedian barang dan jasa. 

12). Kepala SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen agar 
melakukan konfirmasi terhadap Bank/Lembaga 
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f.

Keuanga! yang memberikan Jaminan PemeLiharaan
pada tiap kegiatal, hal ini dengal pertimbangan untuk
mendapatkan keandalan dan ketersediaan jaminan
pemeliharaan yang diberikannya.

Jaminal Sanggahan Banding

1). Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan
dari Kelompok Keda ULP dapat mengajuka,n sanggahan
banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daera-h/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang
menerima penugasan untuk menjawab sanggahan
banding pa.ling lambat 5 {lima) hari keda untuk
Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas,
dan paling lambat 3 (tiga) hari keda untuk Pelelangaa
Sederhana/Seleksi Sederhana/Pernilihan Langsung
setelah diterimanya jawaban sanggaha.n.

2). Peserta yalg mengajukal Sanggahan Banding wajib
menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang
berlaku 15 {Lima belas) hari keda sejak pengajuan
Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi
Umum/Pelelanga:r Terbatas, dan 5 (lima) hari ke{a
untuk Pelelanga:r Sederhana/Seleksi Sederhara/
Pemilihan l,argsung.

3). Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 17o
(satu perseratus) dari nilai total HPS.

4). Sanggahan Banding menghentikan proses
Pelelangan/Seleksi.

5). LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan
rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan batding
atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.

6). Menteri/Pimpinan l,embaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi memberikan jawabal atas semua sa-regga]lan
banding kepada penyanggah banding paling lambat 15
(lima belas) hari keqa setelah surat sanggahar banding
diterima untuk Pelelangal Umum/Seleksi
Umum/Pelelangar Terbatas serta 5 (lima) hari keda
untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/
Pemilihan La-ngsung.

7). Dalam hal sanggahan banding dinyata&al benar,
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinal
Institusi memedntahkal Kelompok Kerja UlP/Pejabat
Pengadaan melakukal evaluasi ulang atau Pengadaan
Barang/Jasa ulang.

8). Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah
atau PA untuk menjawab Sanggahar Banding.

9). Penugasan sebagaimana dimaksud tidak berlaku,
dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK
atau Kepala ULP untuk pal<et kegiatan yang disanggah.

10). Daiam hal Salggahan Banding dinyatakan salah,
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinal
Institusi memerintahkan agar Kelompok Ke{a ULP
melanjutkal proses Pengadaan Barang/Jasa.

Keuangan yang meroberikan Jaminan Pemeliharaan 
pada tiap kegiatan, ha! ini dengan pertimbangan untuk 
mendapatkan keandalan dan ketersediaan jaminan 
pemeliharaan yang diberikannya. 

f. Jaminan Sanggahan Banding 

1). Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan 
dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan 
banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala 
Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang 
menerima penugasan untuk menjawab sanggahan 
banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk 
Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, 
dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan 
Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung 
setelah diterimanyajawaban sanggahan. 

2). Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib 
menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang 
berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan 
Sanggahan Banding un tuk Pelelangan U mum/ Seleksi 
Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja 
untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ 
Pemilihan Langsung. 

3). Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% 
(satu perseratus) dari nilai total HPS. 

4). Sanggahan Banding menghentikan proses 
Pelelangan / Seleksi. 

5). LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan 
rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding 
atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala 
Daerah/Pimpinan lnstitusi. 

6). Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan 
banding kepada penyanggah banding paling Jambat 15 
[lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding 
diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi 
Umum/Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja 
untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/ 
Pemilihan Langsung. 

7). Dalam ha! sanggahan banding dinyatakan benar, 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
lnstitusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP /Pejabat 
Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan 
Barang/Jasa ulang. 

8). Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah 
atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding. 

9). Penugasan sebagaimana dimaksud tidak berlaku, 
dalam ha! Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK 
atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah. 

10). Dalam ha! Sanggahan Banding dinyatakan salah, 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
lnstitusi memerintahkan agar Kelompok Kerja ULP 
melan ju tkan proses Pengadaan Rarang/ J asa. 



11). Dafam hal Sanggahan Banding dinyataLan benar,
Jaminal Sanggahan Banding dikembalikan kepada
penyalggah.

12). Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi
dinyatakan salah, Jaminan Sanggahal Banding
dicairkan dan disetorkar ke kas Negara/Daerah,
kecuali jawabal Sanggahan Banding melaJnpaui batas
akhir menjawab Sanggahar Banding,

15. Tahapan Pemilihan Peagadaan Ba-rang/Jasa.

a. Tahapan Pemilihan Penyedia BaJang/Pekeiaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya

1). Tahapan Pelelangan Umum, Pelelaigan Terbatas
Dengan Praku alifikasi

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi
tahapan sebagai berikut:

a). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
BaJang/Pekedaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau
Pelelangan Terbatas untuk pemilihal Penyedia
Barang/ Pekerjaan Konstluksi dengall

meliputiprakualifikasi, metode dua sampul yang
kegiatan:
(1). pengumuman dan/atau undangan

prakualifikasi;
(2). pendaJtaran dan pengambilan Dokumen

Kualifikasi;
3). pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
4). pembuktian kua-lifikasi;
5i. penetapan hasil kualifikasi;
6). pengumuman hasil kualifikasi;
7). sanggahan kualifikasi;
8). undangan;
(9). pengambilan Dokumen Pemilihan;
( 1 0). pemberian penjelasan;
(1 1). pemasukan Dokumen Penawa.ran;
(12).pembukaal Dokumen Penawaran sampul l;
{13).evaluasi Dokumen Penawaran sampul l;
{ 1 4). pemberitahuan dan pengumuman peser:ta

yang lulus evaluasi sampul I;
1S),pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
16). evaluasi Dokumen Penawaran sampul lI;
17). pembuatar Bedta Acara Hasil Pelelangan;
1 8). penetapan pemenang;
1 9). pengumumarr pemenang;
20). sanggalan; dan
2 1 ) . sangeahan banding (apabila diperlukan) .

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekeaaan Konstruksi/Jasa l,airnya atau
Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia

b).

11). Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan benar, 
Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada 
penyanggah. 

12). Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi 
dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding 
dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, 
kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas 
akhir menjawab Sanggahan Banding. 

15. Tahapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. 

a. Tahapan Pemilihan Penyedia 
Konstruksi/Jasa Lainnya 

Barang/Pekerjaan 

1). Tahapan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas 
Dengan Prakualifikasi 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi 
tahapan sebagai berikut: 

a). Pelelangan Um urn untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau 
Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan 
prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi 
kegiatan: 
( 1). pengumuman dan/ a tau undangan 

prakualifikasi; 
(2). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
(3). pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(4). pembuktian kualifikasi; 
(5). penetapan hasil kualifikasi; 
(6). pengumuman hasil kualifikasi; 
(7). sanggahan kualifikasi; 
(8). undangan; 
(9). pengambilan Dokumen Pemilihan; 
( 10). pemberian penjelasan; 
(11).pemasukan Dokumen Penawaran; 
(12).pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 
(13).evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 
(14).pemberitahuan dan pengumuman peserta 

yang lulus evaluasi sampul I; 
(15).pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 
(16).evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 
( I 7). pem bu a tan Berita A car a Has ii Pelelangan; 
( 18). penetapan pemenang; 
( 19). pengumuman pemenang; 
(20). sanggahan; dan 
(21).sanggahan banding (apabila diperlukan). 

b). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau 
Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia 

etas~ fa.. 
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17)
18)

Barang/ Pekedaarl Konstruksi dengarr
melipuliprakualifikasi, metode dua tahap yar}g

kegiatan:

(1) pengumuman prakualifikasi dan/atau
undangan prakualifikasi;

(2) pendafta-ran dan pengambilal Dokumen
Kualifikasi;

(3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
(4) pembuktiankualifikasi;
{5) penetapan hasil kualifikasi;
(6) pengumuman hasil kualifikasi:
{7) sanggahankualifikasi;
{8) undangan;
(9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
{10) pemberian penjelasan;
(11) pemasukal Dokumen Penawaran tahap I;
(12) pembukaan Dokumen PenawaJan tahap I;
(13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I:
(14) melakukan penyetaraan teknis apabila

diperlukan, kecuali untuk metode eva-luasi
sistem nilai;

( 1 5) penetapan peserta yarg lulus evaluasi talap I ;
(16) pemberitahuan dan pengumuman peserta

yarrg lulus evaluasi tahap I;
pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
penelaparl pemenang;
pengumumall pemenang;
a a n o o a h r n  d a h

sanggahan banding fapabila diperlukan).

Pelelalgan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk
pemilihal Penyedia Barang/Pekelaan Konstruksi
dengan prakualilikasi, metode satu sampul yarg
meliputi kegiatal:

(1) pengumuman dan/atau undangan
prakualifikasi;

(2) pendaftaran dan pengambila.n Dokumen
Kualifikasi;
pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;
penetapan hasil kualifikasi;
pengumuman hasil kualilikasi;
sanggahan kualifikasi;
undangar;
pengambilan Dokumen Pemilihan;
pemberian penjelasan;
pemasukan Dokumen Penawaran;
pembukaan Dokumen Penawaran;
evaluasi Dokumen Penawaran;
pembuatan Bedta Acara Hasil Pelela,ngan;

19
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4)

6)
7)
8)
(e)
(10)
(1 1)
(12r.
(13)
{14)

Barang/Pekerjaan 
prakualifikasi, metode 
kegiatan: 

Konstruksi 
dua tahap yang 

dengan 
meliputi 

(1) pengumuman prakualifikasi dan/atau 
undangan prakualifikasi; 

(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 
Kualifikasi; 

(3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(4) pembuktian kualifikasi; 
(5) penetapan hasil kualifikasi; 
(6) pengumuman hasil kualifikasi; 
(7) sanggahan kualifikasi; 
(8) undangan; 
(9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
(10) pemberian penjelasan; 
(11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; 
(12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; 
(13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap l; 
(14) melakukan penyetaraan teknis apabila 

diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi 
sistem nilai; 

(15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 
( 16) pemberitahuan dan pengumuman peserta 

yang lulus evaluasi tahap I; 
( 17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; 
(18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II; 
(19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; 
(20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 
(21) penetapan pemenang; 
(22) pengumuman pemenang; 
(23) sanggahan; dan 
(24) sanggahan banding (apabila diperlukan). 

c). Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk 
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi 
dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang 
meliputi kegiatan: 

(1) pengumuman dan/atau undangan 
prakualifikasi; 

(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 
Kualifikasi; 

(3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(4) pembuktian kualifikasi; 
(5) penetapan hasil kualifikasi; 
(6) pengumuman hasil kualifikasi; 
(7) sanggahan kualifikasi; 
(8) undangan; 
(9) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
(10) pemberian penjelasan; 
(11) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(12) pembukaan Dokumen Penawaran; 
(13) evaluasi Dokumen Penawaran; 
(14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 



( 15) penetapal pemenarrg;
(16) pengumuman pemenang;
(17) salggahan; dan
{18) sanggahan banding (apabila diperlukan).

2). Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi.

a). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekegaan Konstruksi/Jasa l,aimya
dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang
meliputi kegiatan:

pengumuman;
pendaftaran dan pengambilal Dokumen
Pengadaan;

{3) pemberianpenjelasan;
(4) pemasukan Dokumen Penawaran;
(5) pembukaan Dokumen Penawaran;
(6) evaluasipenawaran;
{7) evaluasikualifikasi;
{8) pembuktiankuatfikasi;
{9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
(10) penetapan pemenang;
(1 1) pengumuman pemenang;
(12) sanggahan; dan
(13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

b). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konatruksi/Jasa Lainnya
dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang
meliputi kegiatan:

t !  PcrrSurru! r4r '
(2) pendaftaran dall pengambilan Dokumen

Pengadaal;
{3) pemberian penjelasan;
{4) pemasukan Dokumen Penawaran;
{5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
(6) evaluasi Dokumen Penawara-n sampul 1;
(7) pemberitahuan dan pengumuman peserta

yalg lulus evaluasi sampul l;
(8
tq
8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;

) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
1O) pembuktian kualifikasi;
11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
12) penetapan pemenang;
13) pengumuman pemenang;
14) sanggahan; dan
15) sanggahan banding (apabila diperlukan).

3). Tahapan Pelelangaa Sederhana/Pemilihan l,angsung

Pemilihal dengan metode Pelelangan Sederhana untuk
Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan

(1)
(21

(15) penetapan pemenang; 
(16) pengumuman pemenang; 
( 1 7) sanggahan; dan 
(18) sanggahan banding (apabila diperlukan). 

2). Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi. 

a). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang 
meliputi kegiatan: 

(1) pengumuman; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan; 
(3) pemberian penjelasan; 
(4) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(5) pembukaan Dokumen Penawaran; 
(6) evaluasi penawaran; 
(7) evaluasi kualifikasi; 
(8) pembuktian kualifikasi; 
(9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 
( 10) penetapan pemenang; 
(11) pengumuman pemenang; 
(12) sanggahan; dan 
(13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan). 

b). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang 
meliputi kegiatan: 

(1) pengumuman; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan; 
(3) pemberian penjelasan; 
(4) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 
(6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman peserta 

yang lulus evaluasi sampul I; 
(8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; 
(9) evaluasi Dokurnen Penawaran sampul 11; 
( 10) pembuktian kualifikasi; 
(11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 
( 12) penetapan pemenang; 
(13) pengumuman pemenang; 
(14) sanggahan; dan 
(15) sanggahan banding (apabila diperlukan). 

3). Tahapan Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung 

Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk 
Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan 



l,angsung untuk Penyedia Pekerjaan Konsbuksi,
meliputi tahapan sebagai berikut:
a). pengumuman;
b). pendaftaral dan pengambilan Dokumen

Pengadaan;
c). pembedan penjelasan;
d), pemasukan Dokumen Penawaran;
e). pembukaan Dokumen Penawaran;
f). evaluasipenawaran;
g). evaluasikua-lifikasi;
h). pembuLtian kualifikasi;
i). pembuatan Bedta Acara Hasil Pelelangan;
j). penetapanpemenang;
k). pengumuman pemenang;
1). sarggahan; dan
m). sanggahan banding (apabila diperlukan).

4). Tahapal Pelela-ngan Penu4jukan Langsung Penanganan
Da-rurat.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
l,ainnya untuk penanganan darurat dengan metode
Penunjukan l€ngsung, meliputi tahapan sebagai
berikut:

a). PPK dapat menerbitkal Surat Perintah Mulai Keda
(SPMK) kepada:
(1) Penyedia terdekat yang

pekerjaan aejenis; atau
sedang melaksana-kan

{2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan
memenuhi kuali{ikasi untuk melaksanakan
pekedaan tersebut, bila tidak ada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka ( 1).

b). Proses dan adminishasi Penunjukan Langsung
dilakukan secara simultart, sebagai berikut :
{1) opname pekeiaan di lapangan;
(2) penetapan jenis, spesiflkasi teknis darr volume

pekerjaan, serta waktu penyelesaian
pekelaa-n;

(3) penyusunan darr penetapan HPS;
{4) penyusunan Dokumen Pengadaan:
(5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada

Penyedia;
(6) pemasukan Dokumen Penawaran;
(7) pembukaan Dokumen Penawaran;
{8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
{9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan

Langsung;
(10) penetapan Penyedia; dan
(1 1) pengumuman Penyedia.

Ta-hapa:r Pelelangan
Penanganan Dajurat.

Penunjukan Langsung Bukan

f ,gparr : .  rtet I

Dokumen pengambilan dan 

pengumuman pemenang; 
sanggahan; dan 
sanggahan banding (apabila diperlukan). 

Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, 
meliputi tahapan sebagai berikut: 
a). pengumuman; 
b). pendaftaran 

Pengadaan; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). pembukaan Dokumen Penawaran; 
f). evaluasi penawaran; 
g). evaluasi kualifikasi; 
h). pembuktian kualifikasi; 
i). pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 
j). penetapan pemenang; 
k). 
I). 
m). 

4). Tahapan Pelelangan Penunjukan Langsung Penanganan 
Darurat. 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode 
Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai 
berikut: 

a). PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 
(SPMK) kepada: 
(1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan 

pekerjaan sejenis; atau 
(2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan 

memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia 
sebagaimana dimaksud pada angka ( 1). 

b). Proses dan administrasi Penunjukan Langsung 
dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 
(1) opname pekerjaan di lapangan; 
(2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume 

pekerjaan, serta waktu penyelesaian 
pekerjaan; 

(3) penyusunan dan penetapan HPS; 
(4) penyusunan Dokumen Pengadaan; 
(5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada 

Penyedia; 
(6) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(7) pembukaan Dokumen Penawaran; 
{8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; 
(9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
( 10) pen eta pan Penyedia; dan 
(11) pengumuman Penyedia. 

5). Taha pan Pelelangan Penunjukan 
Penanganan Daru.rat. 

Langsung Bukan 
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Pemilihan Penyedia Baralg/Pekelaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk bukan penalganarr darurat denga-rr
Metode Penuqjukan l,angsung meliputi tahapal sebagai
berikut;
a). undangan kepada peserta terpiiih dilampiri

Dokumen Pengadaan;
b). pemasukan DokurnenKualifikasi;
c). evaluasikua,lifikasi:
d). pembuktiankualifikasi;
e). pemberian penjelasan;
fl. pemasukan Dokumen Penawaran;
g). evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi

teknis dan harga;
h). penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan

Langsung;
i). penetapan Penyedia; dall
j). pengumumanPenyedia.

6). Tahapan Pelelangan Pengadaan La$gsung

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konsa'uksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan
sebagai berikut:

a). pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia
untuk Pengadaan Barang/Jasa l,ainnya yang
menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta
Pengadaan Pekedaan Konshuksi yang
menggunakan kuitansi;

b)- permintaan penari/a.ran yang disertai dengan
klarilikasi serta negosiasi telcris dan harga kepada
Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang
menggunal<ar SPK.

7). Tahapan Pelelangan Metode Kontes/Sayembara

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa l,ainnya dengan
metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang
tahapan sebagai berikut:
a l  n p n d r f r r t m a h '

b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Kontes/Sayembara

c). pemberial penjelasan;
d). pemasukan proposal;
e), pembukaanproposal;
fl. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal

teknis;
g) . pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/ Sayembara;
h). penetapan pemenang; dan
1]. pengumumanpemenang-

b. Tahapan Pemilihan Penvedia Jasa Konsultansi.

1). TahaDar Metode Seleksi Umum.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan 
Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai 
berikut: 
a). undangan kepada peserta terpilih dilampiri 

Dokumen Pengadaan; 
b). pemasukan Dokumen Kualifikasi; 
c). evaluasi kualifikasi; 
d). pembuktian kualifikasi; 
e). pemberian penjelasan; 
f). pemasukan Dokumen Penawaran; 
g). evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi 

teknis dan harga; 
h). penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
i). penetapan Penyedia; dan 
j). pengumuman Penyedia. 

6). Tahapan Pelelangan Pengadaan Langsung 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan 
sebagai berikut: 

a). pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia 
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang 
menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang 
menggunakan kuitansi; 

b). permintaan penawaran yang disertai dengan 
klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 
Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang 
menggunakan SPK. 

7). Tahapan Pelelangan Metode Kontes/Sayembara 

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan 
metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang 
tahapan sebagai berikut: 
a). pengumuman; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kontes/Sayembara; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan proposal; 
e). pembukaan proposal; 
f). pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal 

teknis; 
g). pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; 
h). penetapan pemenang; dan 
i). pengumuman pemenang. 

b. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 

1). Tahapan Metode Seleksi Umum. 
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Pemiliharr Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode
Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut:
a). metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua

sampul yang meliputi kegiatan:
(1) pengumuman prakualifikasi;
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Kualifikasi;
(3) pemberian penjelasan (apabila diperlukar);
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
(5) pembuktiankualifikasi;
(6) penetapan hasil kualjfikasi:
{7) pemberitahuan dan pengumuman hasil

kualifikasil
(8) sanggahankualifikasi;
(9) undangan;
(i 0; pengambilan Dokumen Pemilihan:
1 1) pemberian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawa-ran;
13) pembukaan dokumen sampul I;
14) evaluasi dokumen aampul I;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan darr pengumuman peringkat

teknis;
(17) sanggahan;
(18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
{19) undangan pembukaan dokumen sampul Il;
(20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
(21) undargan klarifikasi dan negosiasi teknis darr

biaya;
(22) klarifikasi darl negosiasi teknis dan biaya; dan
{23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

b). metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode
evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua
sampul yang meliputi kegiatan:
{1) pengumuman praLualifikasi;
(2) pendaJtaran dan pengambilan Dokumen

Kualifikasi;
(3) pemberianpenjelasan (apabiladiperluka-n);
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
{5) pembuktiankualilikasi;
(6) penetapan hasil kualifiJ<asi;
(7) pemberitahuan dan pengumuma.n hasil

kualifikasi;
8) sa-nggahankua-li{ikasi;
9) undangar;
10) pengambilan Dokumen Pemilihart;
1 1) pembedan penjelasan;
12) pemasukal Dokumen Penawaran;
13) pembukaan dokumen sampul I;
14) evaluasi dokumen sampul I;
15) penetapan perirgkat teknis;
16) pembedtahuan dan pengumuman peringkat

teknis;
{17) undangan pembukaal dokumen sampul II;

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut: 
a). metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua 

sampul yang meliputi kegiatan: 
( I) pengumuman prakualifikasi; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
(3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(5) pembuktian kualifikasi; 
(6) penetapan hasil kualifikasi; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil 

kualifikasi; 
(8) sanggahan kualifikasi; 
(9) undangan; 
(10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
( 11) pemberian penjelasan; 
(12) pemasukan Dokumen Penawaran; 
( 13) pembukaan dokumen sampul I; 
(14) evaluasi dokumen sampul I; 
(15) penetapan peringkat teknis; 
( 16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat 

teknis; 
( 1 7) sanggahan; 
(18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 
( 19) undangan pembukaan dokumen sampul II; 
(20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 
(21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya; 
(22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
(23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 

b). metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode 
evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua 
sampul yang meliputi kegiatan: 
( 1) pengumuman prakualifikasi; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
(3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(5) pembuktian kualifikasi; 
(6) penetapan hasil kualifikasi; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil 

kualifikasi; 
(8) sanggahan kualifikasi; 
(9) undangan; 
(10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 
(11) pemberian penjelasan; 
(12) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(13) pembukaan dokumen sampul I; 
(14) evaluasi dokumen sampul I; 
( 15) pen eta pan peringkat teknis; 
(16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat 

teknis; 
( 17) undangan pembukaan dokumen sampul II; 
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pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
penetapan pemenang;
pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
sanggahan;
sanggahan banding (apabila diperlukan);
undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biava:

(24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
(25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran
prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi
kegiata,n:
(1) pengumumalprakualifikasi;
(2) pendaftaran da-n pengambilan Dokumen

Kualifikasi;
(3) pemberianpenjelasan (apabiladiperlukan);
(4) pemasukan darr evaluasi Dokumen Kualilikasi;
(5) pembuktiankualifikasi;
(6) penetapan hasil kualifikasi;
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil

kualifikasi;
sanggahan kualifikasi;
undangan;
pemberian penjelasan;
pemasukan Dokumen Penawaran;
pembukaan Dokumen Penawarar;
evaluasi administrasi, teknis dan biaya:
penetapan pemenang;
pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
sanggahan;

17Jsanggahan balding (apabila diperlukan) ;
undangan klarilikasi dan negosiasi;
klarifil<asi dan negosiasi; dan
Dembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

2). Tahapan Metode Seleksi Sederhala

Pemiliharr Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode
Seleksi Sederhana dengal metode evaluaai Pagu
Angga-ran atau metode biaya terendah dengan satu
sampul meliputi tahapan sebagai berikut:
a). pengumumanprakualilikasi;
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Kualilikasi;
c). pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
d). pemasukal dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
e). pembuktiankualifikasi;
0. penetapan hasil kualifikasi:
g). pemberitahuar dan pengumuman hasil kualifikasi;
h). sanggahalkualifikasi;
i). undangan;
,. pemberianpenjelasan;
k). pemasukan Dokumen Penawaral;
l). pembukaan Dokumen Penawaran;

18
19
20
2T
22
23

10
11

13
14
r 5
16

(8)
(e)

18)
19)
20r

(18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 
( 19) penetapan pemenang; 
(20) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
(21) sanggahan; 
(22) sanggahan banding (apabila diperlukan); 
(23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya; 
(24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
(25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 

c). metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran 
prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi 
kegiatan: 
(1) pengumuman prakualifikasi; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
(3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(5) pembuktian kualifikasi; 
(6) penetapan hasil kualifikasi; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil 

kualifikasi; 
(8) sanggahan kualifikasi; 
(9) undangan; 
(10) pemberian penjelasan; 
( 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(12) pembukaan Dokumen Penawaran; 
(13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 
( 14) penetapan pemenang; 
(15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
(16) sanggahan; 
(17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 
( 18} undangan klarifikasi dan negosiasi; 
( 19) klarifikasi dan negosiasi; dan 
(20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 

2). Tahapan Metode Seleksi Sederhana 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu 
Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu 
sampul meliputi tahapan sebagai berikut: 
a). pengumuman prakualifikasi; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi; 
c). pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 
d). pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
e). pembuktian kualifikasi; 
f). penetapan hasil kualifkasi; 
g). pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 
h). sanggahan kualifikasi; 
i). undangan; 
j). pemberian penjelasan; 
k). pemasukan Dokumen Penawaran; 
1). pembukaan Dokumen Penawaran; 
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m). evaluasi administrasi, teknis, dan biaya;
n). penetapanpemenang;
o), pemberitahuan dan pengumuman pemenarg;
p). sanggahan;
qJ. sanggal:an barding (apabila diperlukan);
r). undangan klarilikasi dan negosiasi teheis dan

biaya;
s). klarifikasi dan negosiasi; dafl
t). pembuata! Berita Acara Hasil Seleksi.

Tahapan Metode Penunjukan L€ngsung Untuk
Penanganan Daiurat.

Pemilihan Penyedia Jasa Koneultansi dengan Metode
Penu4jukan langsung untuk penanganan darurat
meliputi tahapa-n sebagai b€rikut:

a). PPK dapat menerbitkan Surat Pedntah Mulai Keda
(SPMK) kepada :
(1). Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang

sedang melatsalakan pekerjaan sejenis di
lokasi penanganan darurat; atau

{2). Penyedia Jasa Konsultansi lain yalg dinilai
mampu dan memenuhi kualifftasi untuk
melaksana-kan pekerjaan tersebut, bila tidak
ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana
dimaksud pada angka (1).

b). Proses dan administrasi Penunjukan Langsung
dilakukaa secara simultan, sebagai berikut :
(1). opname pekelaan di lapangan;
(2). penetapan ruang lingkup, jumlah, dan

kualifikasi tenaga ahli serta waktu
penyelesaian pekerjaan;

(3). penl'usunan Dokumen Pengadaan;
{4). penyusunan dan penetapan HPS;
(5). penyampaian Dokumen Pengadaan:
{6). pemasukan Dokumen Penawaran;
{7). pembukaan dan evaluasi Dokumen

Penawaral;
(8). klarilikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
{9). penyusunan Bedta Acara Hasil Penunjukan

Langsung;
(1O). penetapan Penyedia; dan
(1 1).pengumuman Penyedia.

?ahapan Metode Penunjukan l,angsung Untuk Bukan
Penanganan Darurat.

Pemilihal Penyedia Jasa Konsultarsi dengan Metode
Penunjukan I€ngsung untuk bukan penanganan
darurat meliputi tahapar sebagai berikut:
a). undalgan kepada peserta terpilih dilampiri

Dokumen Pengadaan;
b). pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi;

4) .
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m). evaluasi administrasi, teknis, dan biaya; 
n). penetapan pemenang; 
o). pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
p). sanggahan; 
q). sanggahan banding (apabila diperlukan); 
r). undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya; 
s). klarifikasi dan negosiasi; dan 
t). pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 

3). Tahapan Metode Penunjukan Langsung Untuk 
Penanganan Darurat. 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat 
meliputi tahapan sebagai berikut: 

a). PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 
(SPMK) kepada : 
(1). Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang 

sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di 
lokasi penanganan darurat; atau 

(2). Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai 
mampu dan memenuhi kualifikasi untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak 
ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana 
dimaksud pada angka (1). 

b). Proses dan administrasi Penunjukan Langsung 
dilakukan secara simultan, sebagai berikut : 
(1). opname pekerjaan di lapangan; 
(2). penetapan ruang lingkup, 

kualifikasi tenaga ahli 
penyelesaian pekerjaan; 

(3). penyusunan Dokumen Pengadaan; 
(4). penyusunan dan penetapan HPS; 
(5). penyampaian Dokumen Pengadaan; 
(6). pemasukan Dokumen Penawaran; 
(7). pembukaan dan evaluasi 

Penawaran; 
(8). klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
(9). penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
( 10). penetapan Penyedia; dan 
( 11). pengumuman Penyedia. 

4). Tahapan Metode Penunjukan Langsung Untuk Bukan 
Penanganan Darurat. 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan 
darurat meliputi tahapan sebagai berikut: 
a). undangan kepada peserta terpilih dilampiri 

Dokumen Pengadaan; 
b). pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi; 
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c). pemberianpenjelasan;
d). pemasukan Dokumen Penawaran;
e). pembukaan dan evaluasi penawaran;
f). klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
g). pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan

Langsung;
h). penetapan Penyedia; dan

Tahapan Metode Pengadaan Langsung

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode
Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan
penawaJan yang diikuli dengan klarifikasi serta
negosiasi telir:ris dal biaya kepada calon Penyedia.

Tahapan Metode Sayembara

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode
Sayembara meliputi paling kurang tal:apa-n sebagai
berikut:
a). pengumuman;
b). pendaftaran dan

Sayembara;
pengambiLan Dokumen

c). pemberian penjelasal;
d). pemasukanproposal;
e). pembukaanproposal;
f). pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal

teknis;
g). pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;
h). penetapan pemenang; dan
1). pengumumalpemenang.

7). Tahapan Metode Seleksi Umum Pemilihan Jasa
Konsultansi Perorangan

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Peroiangan
menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi
satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut:
a). pengumuman;
b). pendaftaran dan

Pengadaan;
pengambilan Dokumen

c). pemberianpenjelasan:
d). pemasukan Dokumen Penawaran;
e). pembukaan Dokumen Penawaran;
fJ. evaluasipenawaran;
g). evaluasikualifikasi;
h). pembuldian kualilikasi;
i). pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;
J'. penerapanpemenang;
k). pengumuman pemenang;
1). sanggahan;
m). sanggalan barding (apabila diperlukan):
n). undangal klarilikasi dan negosiasi telnds dan

biaval

c). pemberian penjelasan; 
d]. pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). pembukaan dan evaluasi penawaran; 
). klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
g). pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan 

Langsung; 
h). penetapan Penyedia; dan 
i). pengumuman. 

5). Taha pan Metode Pengadaan Langsung 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan 
penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta 
negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia. 

6). Tahapan Metode Sayembara 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai 
berikut: 
a). pengumuman; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Sayembara; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan proposal; 
e). pembukaan proposal; 
f). pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal 

teknis; 
g). pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; 
h). penetapan pemenang; dan 
i). pengumuman pemenang. 

7). Tahapan Metode Seleksi Umum Pemilihan Jasa 
Konsultansi Perorangan 

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan 
menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi 
satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut: 
a). pengumuman; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pengadaan; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). pembukaan Dokumen Penawaran; 
f). evaluasi penawaran; 
g). evaluasi kualifikasi; 
h). pembuktian kualifikasi; 
i). pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi; 
j). penetapan pemenang; 
k). pengumuman pemenang; 
1). sanggahan; 
m). sanggahan banding (apabila diperlukan); 
n). undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 

biaya; 



1 0 .

o). klarifikasi dan negosiasi telmis dan biaya; dan
p). pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi

Penyrsunan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

a. Umum

1). UlP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan
jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2). Penl'usunan jadwal pelaksanaan Pengadaan
sebagaimana dimaksud diatas, harus memberikan
alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapal proses
Pengadaan, termasuk waktu untuk:
a). pengumuman Pelelangal/Seleksi;
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

atau Dokumen Pengadaan;
c). pemberian penjelasan;
d). pemasukan Dokumen Penawalan;
e). evaluasipenawaran;
f). penetapan pemenang; dan
g). sanggahan dan sanggahan banding.

b. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum dengan
Prakualifikasi, Pelelaigan Terbatas, atau Seleksi Umum.

1). Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan
Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan
ketetapan waltu sebagai berikut:
a). penayangan pengumuman prakualifikasi paling

kuraag 7 (tujuh) hari keda;
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

dimulai sejak tangga] pengumuman sampai dengan
1 (satui hari kerja sebelum batas akhir pemasuka:r
Dokumen Kualifikasi;

c). batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi
paling kurang 3 (tiga) hari keda setelah
berakhimya penayangan pengumuman kualifikasi;

d). masa salggahan terhadap hasil kualifikasi
dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah
pengumumal hasil kualilikasi dan tidak ada
sanggahal balding;

ei. undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang
lulus kualilikasi disampaikan 1 (satu) hari keaa
setelah selesainya masa sanggahan;

f). pengambilan Dokumen Pemilihal dilakukan sejak
dileluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi
sampai denga:e 1 (satu) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

g). pemberian penjelasan dilaksalakan paling cepat 3
(tiga) hari kela sejak tanggal undalgan
Pelelangan/ Seleksi;

h). pemasukal Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)
hari kerja setelah pemberian penjelasan sarnpai
denga:r paling kurang 7 (tujuh) hari keqa setelah

o). klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
p). pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 

16. Penyusunan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa. 

a. Umum 

1). ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan 
jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

2). Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud diatas, harus memberikan 
alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses 
Pengadaan, termasuk waktu untuk: 
a). pengumuman Pelelangan/Seleksi; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 

atau Dokumen Pengadaan; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). evaluasi penawaran; 
f). penetapan pemenang; dan 
g). sanggahan dan sanggahan banding. 

b. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum dengan 
Prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum. 

1). Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan 
Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan 
ketetapan waktu sebagai beriku t: 
a). penayangan pengumuman prakualifikasi paling 

kurang 7 (tujuh) hari kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 
1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Kualifikasi; 

c). batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi 
paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah 
berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; 

d). masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi 
dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah 
pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada 
sanggahan banding; 

e). undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang 
lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja 
setelah selesainya masa sanggahan; 

f). pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak 
dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi 
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas 
akhir pemasukan Dokumen Penawaran; 

g). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 
(tiga) hari kerja sejak tanggal undangan 
Pelelangan / Seleksi; 

h). pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) 
hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai 
dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah 



J ) .

ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
Penjelasan;
masa salggahan terhadap hasil Pelelangar/Seleksi
selama 5 (1ima) hari kerja setelah pengumumarl
hasil Pelelangal/Seleksi dan masa salggahan
balding selama 5 (lima) hari keqa setelah
menerima jawaban sanggahan;
dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenarg
lelang, Surat Penunjukan Penyedia Bara-ng/Jasa
(SPPzu) diterbitkan paling lambat 6 (enam) ha,ri
kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
PeleLangal apabila Lidak ada sangga-han, atau
setelah sa:rggallan dijawab dalam hal lidak ada
sanggaharr banding, atau paling lambat 2 (dua) hari
kerla setelah Kelompok Keda ULP menyampaikan
Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK
untukSeleksi Umum;

k). dalam ha1 sanggahal banding tidak diterima,
SPPBJ pada Pelelangal Umum diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari keqa setelah adanya jawaban
sanggahan banding dad Mente.i/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada
PPK untuk Seleksi Umum; dan

l). Kontrak ditandatargani paling lambat 14 {empat
belas) hari ke{a setelah diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana
dima-ksud diatas, diserahkan sepenuhnya kepada
Kelompok Keda ULP.
Penyusunaar jadwal pela-ksanaan pemilihan
sebagaimana dimaksud diatas untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan
berdasarkal hari kalender.

4). Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana
dimaksud melalui E-Procurement ada-lah hari kerja.

5). Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi,
Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan
mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan
setelah DIPA/DPA ditetapkan.

c. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum da.n Seleksi Umum
Perorangan dengan pascakualifikasi

1). Pelelangan Umum dan Seleksi Umurn Perorangan
dengan pascakualifil<asi dilakukan dengan ketetapan
waktu sebagai berikut:
a). penayalgal pengumuman dilaksanakan paling

k'urang 7 (tuJuh) hari keda;
b). pendaftann dan pengambilan Dokumen Pengadaan

(Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan)
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan
1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran;

ditandatanganinya Berita Acara Pemberian 
Penjelasan; 

i). masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi 
selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman 
hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan 
banding selama 5 (lirna) hari kerja setelah 
menerima jawaban sanggahan; 

j). dalam hal PPK rnenyetujui penetapan pernenang 
lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 
(SPPBJ) diterbitkan paling larnbat 6 (enam) hari 
kerja setelah pengumuman penetapan pemenang 
Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau 
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada 
sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah Kelompok Kerja ULP rnenyampaikan 
Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK 
untukSeleksi Umum; 

k). dalam hal sanggahan banding tidak diterima, 
SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban 
sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan 
Lernbaga/Kepala Daerah/Pimpinan lnstitusi atau 
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada 
PPK untuk Seleksi Umurn; dan 

I). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

pemilihan 
Pengadaan 
dilakukan 

2). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana 
dimaksud diatas, diserahkan sepenuhnya kepada 
Kelompok Kerja ULP. 

3). Penyusunan jadwal pelaksanaan 
sebagaimana dimak.sud diatas untuk 
Barang/Jasa rnelalui E-Procurernent, 
berdasarkan hari kalender. 

4). Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana 
dimaksud me1alui E-Procurement adalah hari kerja. 

5). Dalam hal Pelelangan Umurn dengan prakualifikasi, 
Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan 
rnendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan 
setelah DIPA/DPA ditetapkan. 

c. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum 
Perorangan dengan pascakualifikasi 

!). Pelelangan Urnurn dan Seleksi Umum Perorangan 
dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan 
waktu sebagai berikut: 
a). penayangan pengurnurnan dilaksanakan paling 

kurang 7 (tujuh) hari kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

(Dokurnen Kualifikasi dan Dokumen Pernilihan) 
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 
I (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran; 



pemberian penjelasan dilaksanakaa paling cepat 3
(tiga) hari keqa sejak tanggal pengumumarr;
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)
hari ke4a setelah pemberian penjelasan;
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran
paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan
dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan
untuk mempersiapkan Dokumen Penawaral sesuai
dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekeqaan;
evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai
dengan:
1) waktu yang diperlukan; atau
2) jenis dan kompleksitas pekerlaan:
masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi
selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan
banding selama 5 (lima) hari keda setelah
menerima jawaban sanggahan;
dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang
Pelelangan, SPPBJ diterbitka,n paling lambat 6
{enam) hari ke4a setelah pengumuman penetapan
pemenang Pelelangan apabila lidak ada sanggahan,
atau setelah sanggahal dijawab dalam hal tidak
ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua)
hari keqa setelah Kelompok Keqa ULP
menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
kepada PPK untuk Seleksi Umum;
dalam hal sanggahan banding tidak diterima,
SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari keda setelah adanya jawaban
sanggahan balding dari Menteri/Pimpinan
I*mbaga / Kepala Daerah/Pimpinar Institusi atau
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kela setelah
Kelompok Ke{a ULP menyampaikan BAHS kepada
PPK untuk Seleksi Umum; dafl
Kontlak ditandatangani paling lambat 14 {empat
belas) hari kela setelal diterbitkannya SPPBJ.

2). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a sampai dengan huruf i,
diseralrka,n sepenuhnya kepada Kelompok Keqa ULP.

3). Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) untuk Pengadaan
Bara:rg/Jasa melalui EProatremeftt, dilakukan
berdasarkan hari kalender.
Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui EProarement adafah
hari kega.
Dalam hal Pelelanga.n Umum dart Seleksi Umum
Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan
mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan
setelah DIPA/ DPA ditetapkan.

d. Penyusunan Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan
Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan

c).

d) .

i ) .

h).

4j.

c). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 
(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; 

d). pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) 
hari kerja setelah pemberian penjelasan; 

e). batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran 
paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan 
dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan 
untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai 
dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; 

f). evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai 
dengan: 
1) waktu yang diperlukan; a tau 
2) jenis dan kompleksitas pekerjaan; 

g). masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi 
selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman 
hasil Pelelangan / Seleksi dan masa sanggahan 
banding selama 5 (lima) hari kerja setelah 
menerima jawaban sanggahan; 

h). dalam ha! PPK menyetujui penetapan pemenang 
Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 
(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan 
pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, 
atau setelah sanggahan dijawab dalam ha! tidak 
ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) 
hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP 
menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 
kepada PPK untuk Seleksi Umum; 

i). dalam ha! sanggahan banding tidak diterima, 
SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban 
sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau 
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada 
PPK untuk Seleksi Umum; dan 

j). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

2). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a sampai dengan huruf i, 
diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP. 

3). Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk Pengadaan 
Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan 
berdasarkan hari kalender. 

4). Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah 
hari kerja. 

5). Dalam ha! Pelelangan Umum dan Seleksi Umum 
Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan 
mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan 
setelah DIPA/DPA ditetapkan. 

d. Penyusunan Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan 
Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan 



11. Pelelangan Sederhana, Pemilihan l,angsung, atau
Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan
ketetapan waktu sebagai berikut:
a), penayangan pengumuman dilakukaa paling kurang

4 lamnqt l  hor i  l zpr ia

b). pendaftaran dan pengambilal Dokumen Pengadaan
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan
1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawa-ran;

c). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3
(tiga) hari keqa sejak tanggal pengumuman;

d). pemasukan Dokumen PenawaJan dimulai 1 {satu)
hari ke{a setelah pemberian penjelasan sampai
dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah
ditandatangarrinya Berita Acara Pemberian
Penjelasan;

e). masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi
Sederhara Perorangan selama 3 {tiga) hari kela
setelah pengumuman hasil Pelelangan/ Seleksi
Sederhala Perorallgan dan masa salggahan
banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;

f). SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari
kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
apabiJa tidak ada sanggahan, atau setelah
sangga.han dijawab dalam hal tidak ada sanggahan
barlding;

g). dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima,
SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan
Langsung ditelbitkan paling lambat 2 (dua) hari
keqa setelal adanya jawaban Saaggahan Banding
dari Menteri /Pimoinan Lembaga/Kepala
Daerah/ Pimpinan Institusi;

h). untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari keda setelah
Kelompok Keda ULP menyampaikan BAHS kepada
PPK; dan

i). Kontrak ditardatangani paling Lambat 14 (empat
belas) hari kerja seteLah diterbitkannya SPP&I.

2) Seleksi Sederhana dengarr pral<ualifikasi dilakukan
dengan ketetapan waktu sebagai berikut;
a). penayangal pengumuman prakualifikasi paling

kurang 4 {empat) hari kerJa;
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan
1 (satu) hari keqja sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Kualifikasi;

c). batas akhir pemasuka:e Dokumen Kualifikasi
paling kurang 3 (tiga) hari keqa setelah
beral<hirnya penayangan pengumuman kualifikasi;

d). masa sanggahal terhadap hasil kualifikasi
dilakukan selama 3 {tiga) hari kerja setelah

1). Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau 
Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan 
ketetapan waktu sebagai berikut: 
a). penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 

4 (empat) hari kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 
1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran; 

c). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 
(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; 

d). pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) 
hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai 
dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah 
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian 
Penjelasan; 

e). masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi 
Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja 
setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi 
Sederhana Perorangan dan masa sanggahan 
banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima 
jawaban sanggahan; 

l). SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari 
kerja setelah pengumuman penetapan pemenang 
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung 
apabila tidak ada sanggahan, atau setelah 
sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan 
banding; 

g). dalam ha! Sanggahan Banding tidak diterima, 
SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan 
Langsung diterbitkan paling lambat 2 [dua) hari 
kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding 
dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala 
Daerah/Pimpinan lnstitusi; 

h). untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ 
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada 
PPK;dan 

i). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 [empat 
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan 
dengan ketetapan waktu sebagai berikut: 
a). penayangan pengumuman prakualifikasi paling 

kurang 4 (empat) hari kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 
1 [satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Kualifikasi; 

c). batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi 
paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah 
berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; 

d). masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi 
dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah 
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pengumuman hasil kualifikasi dan tidal< ada
sanggahan banding;
undangan kepada peserta yang masuk daftar
pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah
masa sanggahan atau setelah selesainya masa
saaggahan;
pengambilal Dokumen PemiLihan dilakukan sejak
dikeluarkannya undanga:r seleksi sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukal
Dokumen Penawaran;
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3
(tiga) hari ket1a sejak ta:rggal undangal seleksi;
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)
hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai
dengan paling kurang 3 (tiga) ha-ri kel]a setelah
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
Penielasanl

h).

i), masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3
{Uga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi
da.rr masa sanggahan banding selama 3 {tiga) ha.ri
kerja setelah menerima jawaban saaggahan;

n. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) ha:.i ke{a
setelah Kelompok Keda ULP menyampaikan BAHS
kepada PPK;

k). dalam hal Sanggahan Ba-nding tidak diterima,
SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 [dua) hari keqa
setelah Kelompok Ke{a ULP menyampaikan BAHS
kepada PPK; dan

1). Kont€k ditandatangari paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

3). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a sampai dengan huruf h.
dan pada ayat {2) huruf a sampai dengan huruf 1,
diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Keda ULP.

4). Penyusunan jadwal pelaksanaa.n pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk
Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement
dilakukan berdasarkan hari kalender.

5). Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-
Procurement adalah hari keda.

6). Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung
atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Talun
Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA
ditetapkan.

e. Penyusunan Jadwal Penunjukan Langsung/Pengadaan
l,angsung/ Kontes/ Sayembara.

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan
Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara
sepenuhnya kepada UlP/Pejabat Pengadaar.

Langsung/
diselahkan

iElirn ,tr ,,rr'

pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada 
sanggahan banding; 

e). undangan kepada peserta yang masuk daftar 
pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah 
masa sanggahan atau setelah selesainya masa 
sanggahan; 

f] pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak 
dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
Dokumen Penawaran; 

g). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 
(tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; 

h). pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) 
hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai 
dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah 
ditandatanganinya Berita Acara Pemberian 
Penjelasan; 

i). masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 
(tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi 
dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari 
kerja setelah menerima jawaban sanggahan; 

j). SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS 
kepada PPK; 

k). dalam ha! Sanggahan Banding tidak diterima, 
SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS 
kepada PPK; dan 

I). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

3). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, 
dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf 1, 
diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP. 

4). Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk 
Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, 
dilakukan berdasarkan hari kalender. 

5). Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2) melalui E­ 
Procurement adalah hari kerja. 

6). Dalam ha! Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung 
atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun 
Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA 
ditetapkan. 

e. Penyusunan Jadwal Penunjukan Langsung/Pengadaan 
Langsung/ Kontes / Sayem bara. 

Langsung/ 
diserahkan 

­ 
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Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan 
Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara 
sepenuhnya kepada ULP /Pejabat Pengadaan. 
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17. Pengumuman Pemilihal Penyedia Bajang/Jasa.

a). Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan
Baralg/Jasa, Kelompok Ke{a ULP dapat mengumumkan
pelaksanaan Pengadaan Baralg/Jasa secara luas kepada
masyarakat dengan syarat:
1). setelah penetapan APBD untuk Pengadaan

Barang/Jasa yalg bersumber dari APBD;
2). setelah rencana ke{a dan anggaran Kementeiian/

Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan
yang bersumber dari APBN.

b). Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi
anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari
niLai Pengadaan Barang/Jasa yang diadaftan, proses
Pemilihan dibatalkan-

c). Pelaksanaal Pelelangan/Seleksi diumumkan secar:a terbuka
dengan mengumumkan seca-ra luas sekurangkrrangnya
melalui:
1). website Kementeriare/1-embaga/Pemerintah Daerah/

Institusi;
2). papan pengumum€m resmi untuk masyarakat; dal
3). Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

d). Daiam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP
harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa
yang dianggap mampu.

e). Dalam }ral K/L/D/| menggunakan surat kabar untuk
mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya
harus berdasarkan daftar surat kabar yarrg beroplah besar
dan memiliki peredaran luas.

18. Kualifikasi, Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.

a). Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, UlP/Pejabat
Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan
membataai keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari
luar Propinsi/Kabupaten/ Kota.

b). Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pemyataan
diatas meterai yang menyatakal bahwa semua informasi
yang disampaikan dalam formulir isia-n kualifikasi adalah
benar.

cj. K/L/D/I dilararrg melakukan prakualilikasi massal yang
berlaku untuk Pengadaan dalam kurun wal<tu tertentu
dengan menerbitkan tanda daftar lulus praliua-1ifikasi atau
sejenisnya.

d). Kualilikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan perayaratan tertentu
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

e). Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
prakualifikasi atau pascakualifikasi.

f). Prakualifikasi merupaftan proses penilaia-n kualifikasi yang
dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

g). Prakuatifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagar
berikut:
1). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;

17. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

a). Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada 
masyarakat dengan syarat: 
1). setelah penetapan APBD untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang bersumber dari APBD; 
2). setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ 

Lembaga/Jnstitusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan 
yang bersumber dari APBN. 

b). Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi 
anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari 
nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses 
Pemilihan dibatalkan. 

c). Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka 
dengan mengumumkan secara luas sekurangkurangnya 
melalui: 
1). website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ 

lnstitusi; 
2). papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan 
3). Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

d). Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP 
harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa 
yang dianggap mampu. 

e). Dalam hal K/L/D /I menggunakan surat kabar untuk 
mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya 
harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar 
dan memiliki peredaran luas. 

18. Kualifikasi, Prakualifikasi dan Pascakualifikasi. 

sebagai z 
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g). 

f). 

e). 

a). Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi, ULP /Pejabat 
Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan 
membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/ Jasa dari 
Iuar Propinsi/Kabupaten/Kota. 

b). Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pemyataan 
diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi 
yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah 
benar. 

c). K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang 
berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu 
dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau 
sejenisnya. 

d). Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan 
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu 
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 
Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
prakualifikasi atau pascakualifikasi. 
Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang 
dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 
Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan 
berikut: 
1). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; 
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2). Pemilihan Penyedia Ba,rang/Pekeiaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan
Umum;

3). Pemilihal Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
l,ainnya yalg menggunakan Metode Penunjukan
Langsung, kecuali untuk penarganan darurat; atau

4). Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.

h). Prakuali{ikasi sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan
untuk Pengadaan Langsung Baiang/Jasa Lainnya.

i). Proses penilaiaar kualifikasi untuk Penunjukan Langsung
dalam penanganan darurat dilakukanbersamaan dengan
pemasukan Dokumen Penawaran.

j). Proses pral<ualifikasi menghasilkan:
Penyedia Barang/Pekerjaar-1). daitar calon

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
2). daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

k). Dalam proses prakualilikasi, Kelompok Kefa UlP/Pejabat
Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen
Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.

1). Pascakualilikasi merupakan proses penilaian kualifikasi
yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

m). Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai
berikut:
1). Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk

Pekerjaan Kompleks;
2). Pelelangan Sederha:ra/Pemilihan Langsung; dan
3), Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

n). ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah pe$yaratan
kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yarg
telah ditetapkan da-lam ketentuar Peraturan Presiden ini.

o). ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses
kua-1ifikasi denga:e ketentuan;
1). meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi lormulir

kualifikasi;
2). tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan

kecuaLi pada tahap pembuktial kualifikasi; dan
3). pembuktian kuaiifikasi pada pelelangan/seleksi

intemasional dapat dilakukan dengan meminta
dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon
Penyedia Barang/Jasa.

pl. Penilaian kualifikasj dilakukan dengan metode:
1). Sistem Gugur, untuk Pengadaal Barang/Pekerjaal

Konstruksi/Jasa Lainnya;
2). Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

19. Metode Penyampaiar Dokumen Penawaran

a. Kelompok Kerja UlP/Pejabat Pengadaan menyusun darr
menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.

b. Metode pemasukan Dokumen Penawajan terdiri atas:
1). metode satu sampul:

2). Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan 
Umum; 

3). Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan 
Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau 

4). Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. 

h). Prakualifikasi sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan 
untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya. 

i). Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung 
dalam penanganan darurat dilakukanbersamaan dengan 
pemasukan Dokumen Penawaran. 

j). Proses prakualifikasi mengbasilkan: 
1). daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 
2). daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. 

k). Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen 
Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. 

1). Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi 
yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. 

m). Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai 
berikut: 
1). Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk 

Pekerjaan Kompleks; 
2). Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan 
3). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 

n). ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan 
kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang 
telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. 

o). ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses 
kualifikasi dengan ketentuan: 
!). meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir 

kualifikasi; 
2). tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan 

kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan 
3). pembuktian kualifikasi pada pelelangan/ seleksi 

intemasional dapat dilakukan dengan meminta 
dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon 
Penyedia Barang/ J asa. 

p). Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: 
1). Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya; 
2). Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. 

19. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 

a. Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan menyusun dan 
menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran. 

b. Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas : 
1). metode satu sampul; 



2). metode dua sampul; atau
3). metode dua tahap.

c. Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak
dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai
berikut:
1). Peke{aan yang bersifat sederhana dengan standaJ

harga yang telah ditetapkan Pemerinmi:
2). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang

sederhala; atau
3). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat
dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.

d. Selain Pengadaal Baxar g/Jaaa yang memiliki karakteristik
sebagaimana dimaksud pada huruf c, metode satu sampul
digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan
langsung/Kontes/ Sayembara.

e. Metode dua sampul digun€tan untuk Pengadaan
Ba,rang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh
penawaran harga, da-n diguna-kan untuk :
1). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l,€linnya

yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem
biaya selama umur ekonomis.

2). Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karalderistik sebagai bedkut :
a). dibutuhkan penilaiar yalg terpisah antara

persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar
penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian
teknis; atau

b). pekeqaan bersifat kompleks sehingga diperlukan
evaluasi teknis yang lebih mendalam.

f. Metode dua tahap digunalan untuk Pengadaan
Barang/Pekeqaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
l). Pekeiaan bersifat kompleks;
2). memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan

sistem, termaauk pertimbangan kemudahan atau
efi siensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya;

3). mempunyai beberapa altematif penggunaan sistem dan
desain penerapan tekrrologi )ang berbeda;

4). membutuhkan waktu evaluasi teknis yarlg lama;
dan/atau

5). membutuhkan pen) etaraar leknis.

O. TANDA BUKTI PERJANJIAN

1). Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a). bukti pembelian;
b). kuitansi;
c). Surat Perintah Keqa (SPK); dan
d). surat pe{anjian.
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2). metode dua sampul; atau 
3). metode dua tahap. 

c. Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak 
dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
1). Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar 

harga yang telah ditetapkan Pemerintah; 
2). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang 

sederhana; atau 
3). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat 
dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. 

d. Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, metode satu sampul 
digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan 
Langsung/Kontes/Sayembara. 

e. Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan 
Barang/ Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh 
penawaran harga, dan diguna.kan untuk : 
!). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem 
biaya selama umur ekonomis. 

2). Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki 
karakteristik sebagai berikut : 
a). dibutuhkan penilaian yang terpisah antara 

persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar 
penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian 
teknis; atau 

b). pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan 
evaluasi teknis yang lebih mendalam. 

f. Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
I). Pekerjaan bersifat kompleks; 
2). memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan 

sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau 
efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; 

3). mempunyai beberapa altematif penggunaan sistem dan 
desain penerapan teknologi yang berbeda; 

4). membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; 
dan/atau 

5). membutuhkan penyetaraan teknis. 

0. TANDA BUKTI PERJANJIAN 

1). Tanda bukti perjanjian terdiri atas: 
a). bukti pembelian; 
b). kuitansi; 
c). Surat Perintah Kerja (SPK); dan 
d). surat perjanjian. 
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2). Bukti pembelian sebagaimana dirnaksud, digunakan untuk
Pengadaan Bamng/Jasa yang nilainya sampai dengan
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupia}t).

3). Kuitansi sebagaimala dimaksud, digunakal untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

4). SPK sebagaimana dimaksud, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan
Rp.200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah} dan untuk Jasa
Konsultansi dengar nilai sampai dengan Rp.50.O00.000,00 {lima
puluh juta rupiah).

5). Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud, digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lairrnya dengan
nilai diatas Rp.20O.0O0.O00,00 (dua ratusjuta rupiah) dan untuk
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

P. PERJANJIAN/KONTRAKPENGADAANBARANG/JASA

1. Umum.

a. Dokumen kontrak memuat sekurang-kurangnya sebagai
berikut :
1) Hari, tanggal dan bulan serta tahun kontra}

d itan d atan gan i .
2) Pokok pekefaan yang dipedanjikan dengan uraian yang

jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang
diperjanjikan.

3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam
Peianjian.
Nilai atau harga kontrak pekelaan serta syarat-syarat
pembayaran.
Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan
terinci.

b. Penyusunal/pembuatan Dokumen kontrak beserta
lampiralnya dibuat atas biaya Penyedia Bara:eg/Jasa.

a. Untuk pelaksanaan pedanjian/kontrak pengadaan
barang/jasa dimaksud agar berpedoman pada Perpres
Nomor 70 Tahun 2012 tentarg Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Dalam rangka pengendalian kegiatan serta untuk
monitoring/evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilelangkan
maka 1 (satu) set Dokumen Pe{arjian/Kontrak untuk tiap-
tiap Pengadaan Barang/Jasa supaya dikirimkan kepada
Bupati Jepara Cq. Bagian Pembangunan Setda Jepara, serta
tembusan disampaikan kepada :
1) Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah

2). Bukti pembelian sebagaimana dimaksud, 
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

3). Kuitansi sebagaimana dimaksud, digunakan 
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan 
(lima puluh juta rupiah). 

digunakan un tuk 
sampai dengan 

untuk Pengadaan 
Rp.50.000.000,00 

4). SPK sebagaimana dimaksud, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa 
Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima 
puluhjuta rupiah). 

5). Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud, digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima 
puluhjuta rupiah). 

P. PERJANJIAN/KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA 

1. Umum. 

a. Dokumen kontrak memuat sekurang-kurangnya sebagai 
berikut: 
1) Harl, tanggal dan bulan serta tahun kontrak 

ditandatangani. 
2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang 

jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang 
diperjanjikan. 

3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam 
perjanjian. 

4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat 
pembayaran. 

5) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan 
terinci. 
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b. Penyusunan/pembuatan Dokumen kontrak beserta 
lampirannya dibuat atas biaya Penyedia Barang/ Jasa. 

a. Untuk pelaksanaan perjanjian/kontrak pengadaan 
barang/jasa dimaksud agar berpedoman pada Perpres 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. Dalam rangka pengendalian kegiatan serta untuk 
monitoring/ evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilelangkan 
maka 1 (satu) set Dokumen Perjanjian/Kontrak untuk tiap­ 
tiap Pengadaan Barang/Jasa supaya dikirimkan kepada 
Bupati Jepara Cq. Bagian Pembangunan Setda Jepara serta 
tembusan disampaikan kepada : 
1) Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah 



2.

2) Kepala Bappeda Kabupaten Jepara
3) Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara
4) Kepala Bagian Pembangunan Setda Jepara
5) Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara

Penandatanganan Kontral Pengadaal Barang/Jasa.

a. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa untuk ditandatangani.

b. Pena.ndatangalan Kontak Pengadaan Barang/Jasa
dilakukaa setelah DIPA/DPA ditetapkan.

c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia
Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pa-ling
lambat 14 {empat belas) hari ke{a terhitung sejak
diterbittannya SPPBJ.

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang
kompleks dan/atau bernilai diatas Rp. 100.00O.0O0.000,00
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh
pendapat ahli hukum Kontrak.

e. Pihak yang berwenarg menandatangani Kontral< Pengadaan
Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah
Direksi yang disebutkan namanyadalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang
telah dida-ftarkan sesuai dengan peraturan perundalg-
undangarl.

f. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud diatas, dapat menandatangaJn
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut
adalah pengurus/karyawan perusahaan yarg berstatus
sebagai tenaga keda tetap dan mendapat kuasa atau
pendelegasiai Akta Pendidan/Angga-ran Dasar untuk
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Perubahan Kontrak

a. Dalam hal terdapat perbedaa.rr antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontak, PPK
bersama Penyedia Bara:rg/Jasa dapat melakukan
perubahan pada Kontrak yang meliputi:
1). menambah atau mengurangi volume pekeqaa:r yang

tercantum dalam Kontrak;
2). menambah dan/atau mengurangi jenis peke{aan
3). mengubah spesilikasi teln:ris peke{aan sesuai dengan

kebutuhan lapalgan; atau
4). mengubah jadwal pelaksanaan.

b. Perubahan Konfak sebagaimana dimalsud pada ayat (1).
berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga
Satuan atau bagian pekeqaan ya-ng menggunakan harga
satuan dari Konttak Gabungan Lump Sum dan Haiga

3.

Satuan.

2) Kepala Bappeda Kabupaten Jepara 
3) Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara 
4) Kepala Bagian Pembangunan Setda Jepara 
5) Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara 

2. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa. 

a. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa untuk ditandatangani. 

b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. 

c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia 
Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
diterbitkannya SPPBJ. 

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 
kompleks dan/alau bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh 
pendapal ahli hukum Kontrak. 

e. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa alas nama Penyedia Barang/Jasa adalah 
Direksi yang disebulkan namanyadalam Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang 
telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

f. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak 
disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud diatas, dapat menandatangani 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut 
adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus 
sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau 
pendelegasian Akta Pendirian / Anggaran Dasar un tuk 
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Peru bahan Kon trak 

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan 
perubahan pada Kontrak yang meliputi: 
1). menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang 

tercan tum dalam Kon trak; 
2). menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan 
3). mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan lapangan; atau 
4). mengubah jadwal pelaksanaan. 

- 
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Satuan. 

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga 
Saluan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga 
satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga - 

ci 
b. 
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Pekerjaan tarnbale sebagaimala dimaksud diatas huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan:
1). tidak melebihi 107o (sepuluh perseratus) dari ha,rga

yang tercantum dalam peqanjian/Kontrak awal; dan
2). tersedia anggalan untuk pekerjaan tambah.

d. Penyedia Barang/Jasa dilaralg mengalihkan pelaksanaan
pekeiaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukar
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan
utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

f. Pelanggaran atas ketentuan sebagaima:ra dimaksud hurufd,
Penyedia Barang/Jasa dikenakan sarksi berupa denda yang
bentuk dan besamya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Dokumen Kontrak.

g. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah adminisfasi,
dapat dilakukan separjang disepakati kedua belah pihak.

4. Uang Muka Keia

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Banng/Jasa
untuk;
1). mobilisasi alat dan tenaga kerla;
2). pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok

barang/material; dan/ atau
3). persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan

Pengadaan Barang/ Jasa.

b. Uang Muka dapat dibedkan kepada Penyedia Barang/Jasa
dengan ketentuan sebagai berikut;
1). PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang

diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
2). untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling

linggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak
Pengadaan Ba,rang/Jasa;

3). untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi,
uang muka dapat diberikan paling tinggi 2Oo/o (dta
puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa;

4). untuk Kontrak Tahun Jamaf{,
diberikan:
a|. 2Oo/o (dua puluh perseratus)

pertaJna; atau

uang muka dapat

dari Kontmk tahun

b). 15% {lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

c. Uang Muka yang rclah diberjkan kepada Penyedia
Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk
melaksanal<an pekedaan sesuai dengan Rencana
Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan
PPK.

d. Nilai Jaminan Uang
secara proporsional
nel:erian n

Muka secara bertahap dapat dikurangi
sesuai dengan pencapaian preatasi

c. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud diatas huruf a 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
1). tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga 

yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan 
2). tersedia anggaran untuk pekerjaan tam bah. 

d. Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan 
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan 
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan 
utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis. 

f. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d, 
Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang 
bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Dokumen Kontrak. 

g. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, 
dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. 

4. Uang Muka Kerja 

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa 
untuk: 
1). mobilisasi alat dan tenaga kerja; 
2). pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/material; dan/ atau 
3). persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ J asa. 

b. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1). PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang 

diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; 
2). untuk U saha Kecil, uang muka dapat diberikan paling 

tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak 
Pengadaan Barang/ Jasa; 

3). untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, 
uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua 
puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan 
Barang/ J asa; 

4). untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat 
diberikan: 
a). 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun 

pertama; atau 
b). 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. 

c. Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia 
Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana 
Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan 
PPK. 

d. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi 
secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi 
PekeIJ· aan. ,.......,.._,, .. �--��:::::,.·-::�-:;-:-::•�· 
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5. PembayarcJl Prestasi Keqa.

a. Pembayaran prestasi pekedaan dapat diberikan dalam
bentuk:
1). pembayaran bulanan;
2). pembayaral berdasarka::

pekerlaan {termin) ; atau
tahapan penyelesaian

3). pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian
pekerjaan.

b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian
Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.

c. Permintaarr pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang
menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukli
pembayaran kepada seluruh subkonbaktor sesuai dengarr
perkembangan (progress) pekerjaannya.

d. Pembayaran bula:ra:r/terrnin untuk Pekerjaan Konstruksi,
dilakukan senilai pekerjaan yarrg telah terpasang, termasuk
peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang al<an diserahterimakan, sesuai dengan
ketentual yang terdapat dalam Kontrak.

e. PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan
sebagai uang retensi untuk Jaminal Pemeliharaan
Pekedaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkas
masa pemeliharaan. PPK melakukan klarilikasi terhadap
pihak penjamin yang mengeluarkan surat jaminan
pemeliharaan.

6. Pelaksanaarl Kontrak Untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Keadaan Tertentu

Dalam keadaan tertentu sebagaimala dimaksud dalam Perpres
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres
Nomor 54 Tahun 2010, Penunjukan l-angsung untuk peke{aan
penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut :

a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari
PA/KPA dan salinan pemyataan bencana alam dari
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b, opname pekerJaal di lapalgan dilakukan bersama antara
PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan
administrasi pengadaan dapat dilalukan secara simultan;

c. penanganarl darurat yarg dananya berasal dari dana
penanggulangan bencana alam adalah :

1). penanganan darurat ya-ng harus segera dilaksanakan
dan diselesaikan dalam wal<tu yang paling singkat
untuk keamanan dan keselamatan masyarakat
dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau
masyaral<at yang lebih besar;

2). konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dar}
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk
keamanan daIr keselamatan masvaJakat dan/atau

5. Pembayaran Prestasi Kerja. 

a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam 
bentuk: 
1). pembayaran bulanan; 
2). pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian 

pekerjaan (termin); a tau 
3). pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 

pekerjaan. 
b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia 

Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian 
Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak. 

c. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang 
menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti 
pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan 
perkembangan (progress) pekerjaannya. 

d. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, 
dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk 
peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil 
pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. 

e. PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan 
sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan 
masa pemeliharaan. PPK melakukan klarifikasi terhadap 
pihak penjamin yang mengeluarkan surat jaminan 
pemeliharaan. 

6. Pelaksanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam 
Keadaan Terten tu 

Dalarn keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Perpres 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 
Nomor 54 Tahun 2010, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan 
penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai beriku t : 

a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari 
PA/KPA dan salinan pemyataan bencana alam dari 
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara 
PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan 
administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; 

c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana 
penanggulangan bencana alam adalah : 

1). penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan 
dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat 
untuk kearnanan dan keselarnatan masyarakat 
dan/ a tau untuk menghindari kerugian negara a tau 
masyarakat yang lebih besar; 

2). konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan 
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk 
keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau 



menghindari kerugian negala/masya-rakat yalg lebih
besar;

3). bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam
cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penangaJran
darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change
Order (CCO) dan dapat melebihi 1O7o (sepuluh
perseratus) dari nilai awal Kontrak;

4). penggunaan konstruksi peimanen, jikapenyerahan
pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap
da-rurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi
dengan konstuksi permanen untuk menghindari
kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.

7. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajibar yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam
Kontrak Pengadaan Bararg/Jasa meliputi:
1). bencana alam;
21. bencana non alam:
3). bencana sosia.l;
4l namnonlzan

5). kebakaran; dan/atau
6). garrggua-n industri lainnya sebagaimana dinyata&an

melalui keputusan bersama Menteri Keuangan daJr
menteri teknis terkait.

c. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa
memberitahukan tentang tedadinya Keadaan Kahar kepada
PPK aecara tertuLis dalam waktu paling lambat 14 {empat
belas) hari kalender sejak teqadinya Keadaal Kalrar, denga.n
menyertakan salina:r pernyataan Keadaan Kahar yarg
dikeluarkal oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kela.laian para pihak.

e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkarr
oleh teqadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

f. Setelah tegadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat
melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan
Kontrak.

8. Penyesuaian Harga.

a. Penyesuaian Harga dilatukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1). penyesuaian harga diberlakukan terhadap Konkak

Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan
berdasarkan ketentuan daJr persya.ratan yang telah
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau
perubahan Dokumen Pengadaan;

menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih 
besar; 

3). bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam 
cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan 
darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change 
Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari nilai awal Kontrak; 

4). penggunaan konstruksi permanen, jikapenyerahan 
pekerjaan perrnanen masih dalam kurun waktu tanggap 
darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi 
dengan konstruksi permanen untuk menghindari 
kerugian negara/masyarakat yang lebih besar. 

7. Keadaan Kahar 

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar 
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam 
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

b. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
1). bencana alam; 
2). bencana non alam; 
3). bencana sosial; 
4). pemogokan; 
5). kebakaran; dan/atau 
6). gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan 

melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan 
menteri teknis terkait. 

c. Dalam ha! terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa 
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada 
PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan 
menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang 
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan 
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 

e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan 
oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. 

f. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat 
melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan 
Kontrak. 

8. Penyesuaian Harga. 

a. Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1). penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak 

Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan 
berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/ atau 
perubahan Dokumen Pengadaan; 



b.

2). tata cara perhitungan penyesuaian harga harus
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;

3). penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap
Kontmk Tahun Tunggal da:r Kontrak Lump Sum serta
pekelaan dengan Harga Satuan timpang.

Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian hafga
adalah sebagai berikut:
1). penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun

Jamak yang masa pelaksanaalnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekedaan;

2). penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan dan Biaya Overhead sebagaima:ra
tercantum dalam penawarar;

3). penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelal<sanaaJ] yang tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak;

4). penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

5). jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Konkak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan

6), Kontrak yang terlambat pelaksanaalnya disebabkan
oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah
antara jadwal awal dengan jadwal realisasi peke4jaan.

Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud huruf
b.2), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.CnlCo+d.Dn/Do+........)

Hn = Harga Satuan BaraJrg/Jasa pada saat pekerJaan
dilaksanakaa;

Ho = Harga Satuan Ba,rang/Jasa pada saat harga
penawara-n;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dalr
overhead;

Dalam ha1 penawa-rai] tidak mencantumkan besaral
komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen Konfak seperli tenaga kelja,

bahan, alat kerja, dan sebagainya;

Penjumlahan a+btc+d+.....dan seterusnya adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn

Bo, Co, Do

= Indeks harga komponen pada saat
peke{aan dilaksanakan;

= Indeks harga komponen pada bulan ke-12
setelah penandatanganan Kontak.

b. 

2). tata cara perhitungan penyesuaian harga harus 
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; 

3). penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap 
Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta 
pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. 

Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga 
adalah se bagai beriku t: 
1). penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun 

Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga 
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; 

2). penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh 
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen 
keuntungan dan Biaya Overhead sebagaimana 
tercantum dalam penawaran; 

3). penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan 
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak 
awal/adendum Kontrak; 

4). penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan 
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 

5). jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai 
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 
adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan 

6). Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan 
oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan 
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah 
antarajadwal awal denganjadwal realisasi pekerjaan. 

c. Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud huruf 
b.2), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: 

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+ ) 

Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan 
dilaksanakan; 

Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga 
penawaran; 

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan 
overhead; 

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran 
komponen keuntungan dan overhead maka a=0,15. 
b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, 

bahan, alat kerja, dan sebagainya; 

Penjumlahan a+b+c+d+.....dan seterusnya adalah 1,00. 

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat 
pekerjaan dilaksanakan; 

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 
setelah penandatanganan Kontrak. 



c. Penetapan koefisien Kontmk pekedaan dilakukan oleh
menteri teknis yarlg terkait,

d. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan
BPS.

f. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instassi
teknis.

g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) a ...... da]1

seterusnya;
Pn = Nilai KontGk setelah dilakukan penyesuaian Harga

Satuan Barang/Jasa;
Hn = Harga Satuan baJu setiap jenis komponen

peke{aan setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian Ha.rga
Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaal yang
dilaksanaka-n.

9. Pemutusan Konbak

a. PPK dapat memutuskan Konfak secara sepihak, apabila:

1). kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi
batas berakhirnya kontrak;

2). berdasarkan penelitia:r PPK, Penyedia Barang/Jasa
tidak akan marnpu menyelesaikan keseluruhan
pekeljaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan
menyelesaikan pekerjaan;

pekerjaan untuk

3i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikal pekedaan
sampai dengan 5O (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekedaan;

4). Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajiba:rnya dan tidak memperbaiki
kelalaialnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,

5). Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

6). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
KKN dan/atau pelartggararan persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Bairang/Jasa dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenalg.

b. Dalam hal pemutusan Kontmk dilakukan karena kesalahan
Penyedia Ba-rang/ Jasa:
1). Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2). Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia

Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
3). Penyedia Ba-rang/Jasa membayar denda keterlambatar;

dan
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c. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh 
menteri teknis yang terkait. 

d. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan 
BPS. 

f. Dalam ha! indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, 
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi 
teknis. 

g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai 
berikut: 
Pn = (Hnl x VI) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ...... dan 

seterusnya; 
Pn = N ilai Kon trak setelah dilakukan penyesuaian Harga 

Satuan Barang/Jasa; 
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen 

pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga 
menggunakan rumusan penyesuaian Harga 
Satuan; 

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang 
dilaksanakan. 

9. Pemutusan Kontrak 

a. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 

1). kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi 
batas berakhirnya kontrak; 

2). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa 
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan 
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa 
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk 
menyelesaikan pekerjaan; 

3). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan 
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak 
masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia 
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 

4). Penyedia Barang/Jasa lalai/ cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

5). Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, 
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang 
berwenang; dan/atau 

6). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan 
KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar 
oleh instansi yang berwenang. 

b. Dalam ha! pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan 
Penyedia Barang/Jasa: 
1). Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
2). Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia 

Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 
3). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; 

dan 
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4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam DaJtar
Hitam.

Penyelesaian Perse[sihan

a. Dalam haI teqadi perselisihal antara paJa pihat dalam
Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih
dahulu menyelesaikal perselisihan tersebut melalui
m usyawarah untuk mulakat.

b. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimala dimaksud
diatas tidak tercapai, penyelesaian perselisihal tersebut
dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian
sengketa atau pengadilar sesuai dengan ketentuan
peratural perundang-undangan.

Pemei-iksaan Hasil Pekedaan.

a. Sebelum dilakukan pemeriksaan atas hasil pekeqaan dalam
masa pelaksanaan pekedaan sesuai ketentuan dalam
Dokumen Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan//
menyampaikan surat permohonan pemeriksaan pekelaan
kepada SKPD melalui PA/KPA/PPK.

b. Dalan ha1 pemeriksaal hasil pekellaan, Padtia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaaar setelah
mendapat undangan pemeriksaan dari pejabat yang
berwenalg.

c. Hasil pemeriksaan pekerjaan ditindaklanjuti dengan
penandatanganan oleh Padtia/Pejabat Penerima Hasil
Pekeiaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaal,

d. Berita Acara yang telah ditandatangani sebagai salah satu
syarat untuk proses pembayaran termJm/angsuran sesuar
yang diatur dalam Dokumen Kontrak.

Serah Terima Peke{aan.

a. Penyerahan Pertama.

1). Setelah pekerjaan selesai 1007o (seratus perseratus).
Penyedia Bamng/Jasa mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk pencairan
dana dengan melampirkan berita acara pemeriksaan
pekerjaan 100 7o (seratus peraeratus).

2). Disamping hal tersebut nomor 1) diatas Penyedia
Barang/Jasa juga membuat dan menandatangani Surat
Pernyataan Tanggung Jawab atas pekedaan yang telah
dilaksanakal secara teknis dan hukum.

3). PA/KPA/PPK menerima penyerahaa pekeqaan dari
Penyedia Baralg/Jasa setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakar sesuai dengan ketentuan Kontrah.

4). Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
a). Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan

11.

t2.

selama masa yang djterapkan

4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar 
Hitam. 

10. Penyelesaian Perselisihan 

a. Dalam ha! terjadi perselisihan antara para pihak dalam 
Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih 
dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 
musyawarah untuk mufakat. 

b. Dalam ha! penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
diatas tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut 
dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian 
sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. 

a. Sebelum dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dalam 
masa pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan/ 
menyarnpaikan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan 
kepada SKPD melalui PA/KPA/PPK. 

b. Dalam ha! pemeriksaan hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan setelah 
mendapat undangan pemeriksaan dari pejabat yang 
berwenang. 

c. Hasil pemeriksaan pekerjaan ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Pekerjaan. 

d. Berita Acara yang telah ditandatangani sebagai salah satu 
syarat untuk proses pembayaran termyn/angsuran sesuai 
yang diatur dalam Dokumen Kontrak. 

12. Serah Terima Pekerjaan. 

a. Penyerahan Pertama. 
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1). Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), 
Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara 
tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk pencairan 
dana dengan me lam pirkan berita acara pemeriksaan 
pekerjaan 100 % (seratus perseratus). 

2). Disamping ha! tersebut nomor 1) diatas Penyedia 
Barang/Jasa juga membuat dan menandatangani Surat 
Pemyataan Tanggung Jawab atas pekerjaan yang telah 
dilaksanakan secara teknis dan hukum. 

3). PA/KPA/PPK menerima penyerahan pekerjaan dari 
Penyedia Barang/Jasa setelah seluruh hasil pekerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. 

4). Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: 
a). Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan 
selama masa yang ditetapkan dalam 



sehingga kondisinya tetap seperti pada saat
penyerahan pekeiaan;

b). masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan
pernanen selama 6 (enam) bulan, sedarrgkan
untuk pekelaan serni permanen selama 3 (tiga)
bulan; dan

c). Masa pemeliharaan dialggap selesai apabila telah
ada penyerahal kedua.

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan
Pemeliharaal sesuai ketentuan yang tercantum da-1am
Peraturan ini.
Setelah masa pemelihaJaan sebagaimana dimaksud
pada angka 4) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan
Pemeliharaan.
Khusus Pengadaan Barang, masa gara,nsi diberlakukan
sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
Selama masa pemeliharaan PA/ PPK/ PPTK/ Pengawas
Lapangan melakukan pengawasan secara terus
menerrls atas hasil pelal<sanaal pekelaan yang telah
diserahkan pada tahap pertama (penyerahan pertama),
apabila te{adi kerusakan harus segera dikoordinasikan
dengan pihak Penyedia Baraarg/Jasa untuk dilakukan
perbaikan sesuai ketentuan dalarn Dokumen Kontrak.
Selama masa pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa
melakukar pengawasan secara terus menerus atas
hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diseralkan
pada tahap pertama (penyerahan pertama), apabila
terjadi kerusakan harus segera dikoordinasikan dengan
pihak PA/PPK/PPTK/Pengawas Lapargan untuk
dilakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Dokumen
Kontrak.

b. Penyerahan Kedua (Final Hand Over/FHO).
1). Setelah pekedaan selesai masa pemeliharaal Penyedia

Barang/Jasa mengajukal permintaan secara teitulis
kepada PA/KPA melalui PPK untuk
meminta/mengambil jaminan pemeliharaan dengan
melampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan kedua
sesuai yang diatur dalam kontral<.

2). Serah tedma akhir (Fina1 HaId Over) dilaksanakan
antara Penyedia Ba-rang/Jasa dengan Pengguna
Barang/Jasa (PA/KPA/PPK) setelah dilakukan
pemeriksaan/pengecekan bersama altara kedua belah
pihak (Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia
Bararg/Jasa).

3). Penyedia Barang/Jasa membuat dal menandatangani
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pekeqaan yang
telah dilaksanakan secara teknis dan hukum.

4). Penyedia Barang/Jasa dan PA/KPA/PPK secara
bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah
Terima Akhir Peke{aan pada saat proses serah terima

6) .

7) .

8 ) .

q1

akhir (Fina-l Hand Over).
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b. 

sehingga kondisinya tetap seperti pada saat 
penyerahan pekerjaan; 

b). masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan 
permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan 
untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) 
bulan; dan 

c). Masa pemeliharaan dianggap selesai apabila telah 
ada penyerahan kedua. 

5). Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan 
Pemeliharaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam 
Peraturan ini. 

6). Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
pada angka 4) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan 
Pemeliharaan. 

7). Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan 
sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak. 

8). Selama masa pemeliharaan PA/PPK/PPTK/Pengawas 
Lapangan melakukan pengawasan secara terus 
menerus atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah 
diserahkan pada tahap pertama (penyerahan pertama), 
apabila terjadi kerusakan harus segera dikoordinasikan 
dengan pihak Penyedia Barang/ Jasa untuk dilakukan 
perbaikan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. 

9). Selama masa pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa 
melakukan pengawasan secara terus menerus atas 
hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diserahkan 
pada tahap pertama (penyerahan pertama), apabila 
terjadi kerusakan harus segera dikoordinasikan dengan 
pihak PA/PPK/PPTK/Pengawas Lapangan untuk 
dilakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Dokumen 
Kontrak. 

Penyerahan Kedua (Final Hand Over/FHO). 
I). Setelah pekerjaan selesai masa pemeliharaan Penyedia 

Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis 
kepada PA/KPA melalui PPK untuk 
meminta/ mengambil jaminan pemeliharaan dengan 
melampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan kedua 
sesuai yang diatur dalam kontrak. 

2). Serah terima akhir (Final Hand Over) dilaksanakan 
antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna 
Barang/Jasa (PA/KPA/PPK) setelah dilakukan 
pemeriksaan/pengecekan bersama antara kedua belah 
pihak (Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia 
Barang/ J asa). 

3). Penyedia Barang/Jasa membuat dan menandatangani 
Surat Pemyataan Tanggung Jawab atas pekerjaan yang 
telah dilaksanakan secara teknis dan hukum. 

4). Penyedia Barang/Jasa dan PA/KPA/PPK secara 
bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah 
Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima 
akhir (Final Hand Over). 
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I
Mekanisme penyeralan hasil pekerjaan :

1). Apabila hasil pekerjaan telal diterima oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dari Penyedia Baralg/Jasa
selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
menyerahkal hasil pekerjaan tersebut kepada
Pengguna Anggaran {PA).

2). Pengguna Anggaran seLaku pengguna barang
mengajukan penrrohonan penetapan penggunaan
baraag kepada Bupati.

b.b. Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan : 

1). Apabila hasil pekerjaan telah diterima oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) dari Penyedia Barang/ Jasa 
selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada 
Pengguna Anggaran (PA). 

2). Pengguna Anggaran selaku pengguna barang 
mengajukan permohonan penetapan penggunaan 
barang kepada Bupati. 
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BAB IV

PENGELOLAAN BARANG M1LIK DAERAH

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undaag Nomor 32 Talun 2004 tenta.ng Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437), sebagaimara telah beberapa kali diubah terathir dengan
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg
Pemerinta.ha:r Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan
Bararrg Milik Negara/Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahull 2OO7 tenta'jg
Pedoman Teknis Pengelolaa! Barang Daerah,

4. Peraturan Daera-h Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l€mbaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambaha! Lembaran
Daerah Kabupaten Jepa.ra Nomor 4).

B. PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah
maupun yang berasal dari perolehal lain yang sah baik yarrg
bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya
ataupun ya{rg merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur atau ditimbang termaauk hewan dan tumbuh-
tumbuhan kecua,li ua$g dan surat-surat berharga lainnya.
Barang yalg berasal dari perolehan lain yang sa}l (selain dari dibeii
atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
dapat berupa :

1. Barareg yang diperoleh dari hibah atau sumba,ngan atau yang
sejenisnya;

2. Barar'g yang diperoleh
pe{anjian/kontrak;

sebagai pelaksalaan da.ri

3. Barang yalg diperoleh berdasarkan ketentuan Undang - Undarrg;
4. Baralg yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilal yang

telai memperoleh ketentuan hukum tetap.

BAB IV 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4844) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4). 

B. PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH 

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya 
ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh­ 
tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 
Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah (selain dari dibeli 
atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 
dapat beru pa : 

1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang 
sejenisnya; 

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak; 

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang - Undang; 
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 

---- 



Barang milik daerah sebagaimana tersebut datas, terdiri dari :

1. Bara:rg yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang
penggunaanya/pemataiannya berada pada Satuan Keqa
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Barang yalg dimilki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha
Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkal. Barang
milik daerah yang dipisahkan adalale barang daerah yang
pengelolaanya berada pada perusahaal daerah atau Badan
usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada
anggarall Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah
lainnya.

C. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaal barang milik daerah dilaksanakar secara terpisah dari
pengelolaan barang milik Negara.

1. Kep€la Daerai sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik daerah mempunl ai wewenang:

a). Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b). Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dal1 bangunan;

c). Menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah;

d). Mengajukan usul pemindahtangalan barang milik daerah
yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ra$at
Daerah;

e). menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan,
penghapusar barang milik daerah sesuai batas
^cwc!rdrts4!r.y4,

f). Menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik
daerah selain tanah dan/atau balgunan.

Bupati sebagai pemegarg kekuasaal pengelolaan barang milik
daerah berwenang dal1 bertanggung jawab atas pembinaar dan
pelaksanaan pengelolaan serta terlib administrasi barang milik
daerah.

2. Sekretaris daerah selaku
bertanggungjawab :

pengelola, berwenang dan

a). Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

b)- Meneliti darr menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaal/
perawatan barang milik daerah;

c). Mengatur pelaksanaal pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telal disetujui
oleh Bupati atau DPRD;

d). Melal<ukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasr
barang milik daerah; dan

e). Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
KEPALASKPDbarang milik daerah.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut datas, terdiri dari: 

1. Barang yang dimiliki oleh 
penggunaanya/pemakaiannya 
Perangkat Daerah (SKPD) 
perundang-undangan; 

pemerin tab daerah yang 
berada pada Satuan Kerja 
sesuai ketentuan peraturan 

2. Barang yang dimilki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha 
Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang 
milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang 
pengelolaanya berada pada perusahaan daerah atau Badan 
usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada 
anggaran Perusahaan Daerah a tau Badan U saha Milik Daerah 
lainnya. 

C. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari 
pengelolaan barang milik Negara. 
1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang 

milik daerah mempunyai wewenang : 
a). Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
b). Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 

pemindahtanganan tanah dan bangunan; 
c). Menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah; 
d). Mengajukan usu! pemindahtanganan barang milik daerah 

yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

usul pemindahtanganan, 
daerah sesuai batas 

menyetujui atau menolak 
penghapusan barang milik 
kewenangannya; 

f). Menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

e). 

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik 
daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan 
pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik 
daerah. 

2. Sekretaris daerah selaku pengelola, berwenang dan 
bertanggungjawab : 
a). Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik 

daerah; 
b). Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ 

perawatan barang milik daerah; 
c). Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui 
oleh Bupati atau DPRD; 

d). Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi 
barang milik daerah; dan 

e). Melakukan pengawasan dan pengendalian alas en elolaan __ 
barang milik daerah. KEPALA SKPD l KE!'ALA P./\CIAi,rn 
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fl. Menetapkan pejabat pengguna, kuasa pengguna, pengurus
dal penyimpan baraig milik daerah.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapat Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jepara sebagai Pembantu Pengelola Barang
bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
bararg milik daerah yang ada pada satual kerja perangkat
daera-h.

Kepa-la satuan ker1a perangkat daerah selaku pengguna barang
milik daerah, berwena-ng dan bartanggungjawab ;

a). Mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaal barang
miLik daerah bagi satuan keqa perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

b). Mengajukan permohonan penetapan status untuk
penggunaarl dan/atau penguasaan barang milik daera-h
yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan
lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;

c). Melakukan pencatatan dan inventanisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

d). Menggunakan baralg milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi satuari kerja perangkat daerah yalg
dipimpinnya;

e). Mengamankan dan memelihara baJang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

0. Mengajukan usul pemindahtanganan baralg milik daerah
berupa tanah dan/atau ba:rgunan da:r selain tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan pe$etujuan
DPRD;

4.

Menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunal yang tidak dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsj. SKPD yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

Melakukan pengawasan dan pengendalia! atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

Menyusun dan menyarnpaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran iLBPSi dan Laporan Baralg Pengguna Tahunar
(LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 {lima) tahunan (sensus)
yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola
barans.

5. Kepala unit keqa/UPTD selal<u kuasa pengguna barang milik
daerah, berwenang dar bertanggungjawab :

ai. Mengajukal rencana kebutuhan barang milik daerah dal
pemeliharaal baralg milik daerah bagi unit kerja yang
dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan
dengan tembusan pembantu pengelola barang;

b). Mela-kukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada da.lam penguasaannya;

c). Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyel

c).

h).

pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

f). Menetapkan pejabat pengguna, kuasa pengguna, pengurus 
dan penyimpan barang milik daerah. 

3. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapat Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jepara sebagai Pembantu Pengelola Barang 
bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan 
barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat 
daerah. 

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang 
milik daerah, berwenang dan bartanggungjawab : 
a). Mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang 

milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang 
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola; 

b). Mengajukan permohonan penetapan status untuk 
penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah 
yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan 
lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola; 

c). Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 

d). Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang 
dipimpinnya; 

e). Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

f). Mengajukan usu! pemindahtanganan barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 
dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 
DPRD; 

g). Menyerahkan tanah dan/ a tau bangunan dan selain tanah 
dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola; 

h). Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 

i). Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan 
(LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) 
yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola 
barang. 

5. Kepala unit kerja/UPTD selaku kuasa pengguna barang milik 
daerah, berwenang dan bertanggungjawab : 
a). Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah dan 

pemeliharaan barang milik daerah bagi unit kerja yang 
clipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan 
dengan tembusan pembantu pengelola barang; 

b). Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 

c). Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggasp==t, a ;l 
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Mengamankal dan memelihaJa baral]g milik daerah yang
berada da.lam penguasaannya;

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaalnya; dan
Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporal Barang Kuasa
Pengguna Tahuna-n (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5
(lima) talunarr (sensus) yang berada dalam penguasaannya
kepada Kepala SKPD yaflg bersangkutan dengan tembusan
pembantu pengelola barang.

6. Ttrgas Penyimpan Barang:

a). Menedma, menyimpan dan menyalurkan barang milik
daerah;

b). Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan baralg ya:rg
diterima;

c). Meneliti jumlah dan kualitas baEng yang diterima sesuai
dengan dokumen pengadaan;

d). Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam
buku/kartu ba-rang;

e). Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
persediaal; dan

f). Membuat laporan penerimaan, penyalural dart
stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD
/ Unit Keda.

7. Tugas Pengurus Bararg:
a). Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di

masing-masing SKPD/Unit Keqa yang berasal da,ri APBD
maupun perolehal lain yang sa} kedalam Kartu Inventaris
Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan {KIR), Buku
Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b). Melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;

c). Menyiapka,n l,aporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna
Semesteran {LBPS) darr l,apora! Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna Tahunan (LBPI) serta Laporan Inventarisasi 5
(lima) tahuna.n yang berada di SKPD/ Unit Keda kepada
pengelola; dan

d). Menlapkan usula3 penghapusan barang milik daerah yang
rusak atau tidak dipergunakan lagi.

D. SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Siklus pengeloLaan barang milik daerah merupakan rangkaian
kegiata]], da]]I/atau tindakan yang meliputi :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

2. Pengadaan

3. Penerimaan, Penyimpanan dal Penyaluran

d.).

e ) .

fl

d.). Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

e). Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan 
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 

f). Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 
(lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya 
kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan 
pembantu pengelola barang. 

6. Tugas Penyimpan Barang: 
a). Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik 

daerah; 
b). Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang 

diterima; 
c). Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai 

dengan dokumen pengadaan; 
d). Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam 

buku/kartu barang; 
e). Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam 

persediaan; dan 
f). Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan 

stock/ persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD 
/ Unit Kerja. 

7. Togas Pengurus Barang: 
a). Men ca tat seluruh barang milik daerah yang berada di 

masing-masing SKPD/Unit Kerja yang berasal dari APBD 
maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris 
Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku 
Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai 
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; 

b). Melakukan pencatatan barang milik daerah yang 
dipelihara/ diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; 

c). Menyiapkan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna 
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 
(lima) tahunan yang berada di SKPD/ Unit Kerja kepada 
pengelola; dan 

d). Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang 
rusak atau tidak dipergunakan lagi. 

D. SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian 
kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi: 

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 

2. Pengadaan 

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran 



4. Penggunaan

5. Penatausahaan

6. Pemanfaatan

7. Pengamalan dal Pemeliharaan

8. Penilaian

9. Penghapusan

10. Pemindahtalganan

11. Pembinaal, Pengendalian dan Pengawasa.n

12. Pembiayaan

13. Tuntutan Ganti rugi

Ketentuan lebih lanjut mengenai Siklus Pengelolaan Barang
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Penggunaan 

5. Penatausahaan 

6. Pemanfaatan 

7. Pengamanan dan Pemeliharaan 

8. Penilaian 

9. Penghapusan 

10. Pemindahtanganan 

11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 

12. Pembiayaan 

13. Tuntutan Ganti rugi 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Siklus Pengelolaan Barang Milik 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

A. UMUM

Format Laporan {Format Kemajual Fisik dal Sarang l,aba-Laba).

1. Selambat-lambatnya tansgal 10 (sepuluh) bularr berikutnya
Pimpinan Program/Kegiatan melalui Penanggung Jawab
Kegiatan diwajibkan mengirim laporal kemajuan fisik dan
keuangan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Bagran
Pembalguna:r Setda Kabupaten Jepara dengan tembusan Kepala
Bappeda Kabupaten Jepara, Kepala Dinaa Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Daerah darr Aset Daerah Kabupaten
Jepara dan Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara serta Staf Ahli
Bupati Jepara.

2. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara sesuai dengan
fungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan
pengendalian dal evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015.

B. RE\1SI

Pada dasamya revisi sedapat mungkin dihindari karena hal tersebut
menunjukkan adanya inkonsistensi artara perencanaan darr
pelalsanaan.

Apabila terpaksa dilakukan revisi atas jenis-jenis kegiatan yang telah
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keqa
Perangkat Daerah dapat diusulkan kepada Bupati Jepara Cq. Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) dengan
tembusan Bagian Pembangunan Setda Jepara dan Kepala Inspektorat
Kabupaten Jepara.

C. SISA DANA PENGELOLAAN KEGIATAN

Sisa Dana Kegiatan {termasuk Sisa Tender) yang sudah tidak
dipergunakan lagi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 31
Desember pada tahun berkenaan darl dilaporkan kepada Bupati.

D. PENGENDALIAN KEGIATAN

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatar (POK) Satuan
Keda Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Jepara.

1. Rapat Pengendaliar Operasional Kegiatan SKPD yang
selanjutnya disebut Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD
diselenggarakan di Tingkat Kabupaten.

2. Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD yang dilaksanakart
adalah :
Pengendalian operasional Kegiatan Tingkat Penanggungiawab
Kegiatan, Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Satual Kerja Perangkat Daerah dengan
menlapkan data kegiatan serta permasa.lah
dipecahkan.

BABV 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

A. UMUM 

Format Laporan (Format Kemajuan Fisik dan Sarang Laba-Laba). 

1. Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
Pimpinan Program/Kegiatan melalui Penanggung Jawab 
Kegiatan diwajibkan mengirim laporan kemajuan fisik dan 
keuangan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara dengan tembusan Kepala 
Bappeda Kabupaten Jepara, Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara dan Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara serta Staf Ahli 
Bupati Jepara. 

2. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara sesuai dengan 
fungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

B. REVIS! 

Pada dasamya revisi sedapat mungkin dihindari karena hal tersebut 
menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan dan 
pelaksanaan. 

Apabila terpaksa dilakukan revisi atas jenis-jenis kegiatan yang telah 
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dapat diusulkan kepada Bupati Jepara Cq. Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) dengan 
tembusan Bagian Pembangunan Setda Jepara dan Kepala lnspektorat 
Kabupaten Jepara. 

C. SISA DANA PENGELOLAAN KEGIATAN 

Sisa Dana Kegiatan (termasuk Sisa Tender) yang sudah tidak 
dipergunakan lagi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 31 
Desember pada tahun berkenaan dan dilaporkan kepada Bupati. 

D. PENGENDALIAN KEGIATAN 

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Jepara. 

1. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD yang 
selanjutnya disebut Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD 
diselenggarakan di Tingkat Kabupaten. 

2. Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD yang dilaksanakan 
adalah: 
Pengendalian Operasional Kegiatan Tingkat Penanggungjawab 
Kegiatan, Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan 
menyiapkan data kegiatan serta permasalahan,#=#l.z; .e... 
dl.pecahkan. KEPA SKPD KEPA_,._A E1\G!AN1'i1 
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E.

3. Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD bertujuan:
a). Memantau pelaksanaan kegiatan
b). Pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaal

kegiatan
c). Peningkatan efisiensi, efeklivitas dan produldivitas ketja.

4. Dalam rangka peningkatan pengawasan melekat serta
pencapaian efisiensi dan efektilitas pelaksanaalr Anggaran
Pendapatan da-l1 Belalja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
masing-masing supaya mengadakal evaluasi.

5. Penyampaian laporan dalam Pengendalian Operasional Kegiatan
SKPD :
a). Menyajikan data pelatsanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daera-h Kabupaten Jepara yang ada di Satuan Ker1a
Perangkat Daera-h masing-masing.

b), Untuk penyajian tersebut diatas harus disusun :
1). Laporan kemajuan kegiatan sampai dengan bulan

laporan.
2). Permasalahan yang ditemui untuk dijadikan bahan

penyelesaian atau sebagai pedoman/pegangan bagi
kegiatan lain yang menemui masalah-masalah yang
sama.

6. Bahan-bahan Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD :
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara bertanggung
jawab atas penyusunan dan kajian yang akan
dibicarakan/dijadikan bahan da.lam Rakor Pengendalian
Operasional Kegiatan SKPD

7. Jika dipandang perlu hasil pembahasan dilanjutkar dengan
peninjauan lapa3gan.

PENGAWASAN KEGIATAN

1. Inspektorat Kabupaten Jepara bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pengawasar fungsional atas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015.

2. Hasil pemeriksaan harus ditindaldanjuti sesuai rekomendasi
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. Atasan langsung bertanggung jawab atas pengawasan melekat
terhadap aparat bawahannya.

4. Dalam rangka mengikutsertakan pengawasar oleh masyarakat
terhadap pelai<sanaan kegiatan dibuatkan papan nama kegiatan,
serta tembusan Dokumen Pelaksalaan Anggaral Satuan Kerja
Perangkat Daerah dikirim ke DPRD Kabupaten Jepara.

LAIN-LAIN

Bagi SKPD yang secara teknis mengelola kegiatan yang dibiayai dari
Pusat/Propinsi supaya melaporkan kepada Bupali Jepara tentang
kegiatan tersebut dilampiri dengan DIPA/DPA (Dokumen Pelaksarraarr
Anggara{r) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Renca:ra Kerja

F.

Operasional (RKO) beserta Rencana Anggaran Biaya

3. Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD bertujuan : 
a). Memantau pelaksanaan kegiatan 
b). Pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan 

kegiatan 
c). Peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. 

4. Dalam rangka peningkatan pengawasan melekat serta 
pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah 
masing-masing supaya mengadakan evaluasi. 

5. Penyampaian laporan dalam Pengendalian Operasional Kegiatan 
SKPD: 
a). Menyajikan data pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang ada di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah masing-masing. 

b). Untuk penyajian tersebut diatas harus disusun: 
1). Laporan kemajuan kegiatan sampai dengan bulan 

laporan. 
2). Permasalahan yang ditemui untuk dijadikan bahan 

penyelesaian atau sebagai pedoman/pegangan bagi 
kegiatan lain yang menemui masalah-masalah yang 
sama. 

6. Bahan-bahan Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD : 
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara bertanggung 
jawab atas penyusunan dan kajian yang akan 
dibicarakan/ dijadikan bahan dalam Rakor Pengendalian 
Operasional Kegiatan SKPD. 

7. Jika dipandang perlu hasil pembahasan dilanjutkan dengan 
peninjauanlapangan. 

E. PENGAWASAN KEGIATAN 

1. Inspektorat Kabupaten Jepara bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pengawasan fungsional atas Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015. 

2. Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 
dalarn Laporan Hasil Perneriksaan (LHP). 

3. Atasan langsung bertanggung jawab atas pengawasan melekat 
terhadap aparat bawahannya. 

4. Dalam rangka mengikutsertakan pengawasan oleh masyarakat 
terhadap pelaksanaan kegiatan dibuatkan papan nama kegiatan, 
serta tembusan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dikirim ke DPRD Kabupaten Jepara. 

F. LAIN-LAIN 

Bagi SKPD yang secara teknis rnengelola kegiatan yang dibiayai dari 
Pusat/Propinsi supaya rnelaporkan kepada Bupati Jepara tentang 
kegiatan tersebut dilampiri dengan DIPA/DPA (Dokurnen Pelaksanaan 
Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 
Operasional (RKO) beserta Rencana Anggaran Biaya Pelplcsanap±R.,, ,u,u .uil 'I esp Er A Bc.]l 
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BAB VI

PETT'ITJI'K PEI{GISIAIT BL.IINKO

A. STANDAR PA,PAIS IITFORSASI IIF,GIATAIT
.'EPANA TAIIIIN 2015

APBD I{ABUPATEN

A

B

'1. Wam€ dasar putih
2. Wama huruf hitam dan tinggi5 cm
3. Wama garis hitam dan tebal0,5 crn
Jenis Pekerjaan/Targef') diisi misalflya :
Untuk ialan :
. Pelobaran
. Pelapisan
. Pemeliha€qn
Bahan :
- Tiang Kayu Kamfef 5 x 7 cm.
- Papan tdplektebal6 mm.

KM
KM

A
1. Wama dasaf putih
2. Wama huruf hitam d€ngan

ukuran 7 cm

a2

BAB VI 

PETUNJUK PENGISIAN BLANKO 

A. STANDAR PAPAN INFORMASI KEGIATAN APBD KABUPATEN 
JEPARA TAHUN 2015 

B 

A 

Warmna dasar putih 
Wama huruf hitam dan tinggi 5 cm 
Wama garis hitam dan tebal 0,5 cm 

enis Pekerjaan/Target") diisi misalnya' 
ntuk jalan: 

Pelebaran Km 
Pelapisan ......Km 
Pemeliharaan '....88..........Km 

ahan 
Tiang Kayu Kamfer 5 x 7 cm. 

- Papan triplek tebal 6 mm. 

Lo o Jepara 175 

30 U KEGIATAN APBD KABUPATEN JEPARA ,_} TAHUN 2015 

NAMA KEGIATAN .... ............ 
BIA YA ..... 
LOKASI . . . . 
WAKTU PELAKSANAAN ..... ......... HARi 
TANGGAL MULAI ....... 
TANGGAL SELESAI 

110 JENIS PEKERJAAN/TARGET ........ ....... *-) ­ DINAS/SATUAN KER.JA PERANGKAT DAERAH 
PEGELOLA . ..... ... ... ...... 
PENYEDIA BARANG/JASA CVIPT ........... 
NAMA DIREKTUR/NO.HP .... 
NAMA PENGAWAS LAPANGAN ....................... 
NO. HP ............ .... ...... B 

1. 
2 
3 

175 J 
u 
• 
• 
• 
B 

� . } '' ' "\ ' ' "'' "' '"'' ·'' . 

140 

A 
1. Wama dasar putih 
2. Wama huruf hitam dengan 

ukuran 7 cm 

82 

KEPAL.A Sk.PO I KE.?�LA B,�G1:.:; ii 
PENGUSuL Huy! [! 

i:== I 

=='F t �li�7-I 



B, PERIG-UBA'ICAX FISIK DAIT XII'AITOAIT IGGTATAIT TAIII'f, 2015

No
Nama

Kegiata.n/No
MOT DPA

Jumla
h

Dana

Realisasi Fisik darr
Keuanlan Fisik

l,'/''l TargetSPM
u o/o SPJ o/o

1 6 7 8 9

Jumlah

Jepara,  . . . , , . . . . . , . , . . , . . . . . .  2015
Kepa.la Satuan Kerja

NIP.

83

G6-A BocrAN

B. PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN TAHUN 2015 

Nama Jumla Realisasi Fisik dan 
Keuangan Fisik 

No Kegiatan/No h SPM (%) Target 
morDPA Dana u % SPJ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jumlah 

Jepara, 2015 
Kepala Satuan Kerja 

NIP . 

83 
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C. CO1TTOII FORIII'LIR ISIAI{
PEIIIER.'AAN KONSTRUKS'I

7 .

5.

I'I'AIIFIKASI BADA]T USAIIA

TIORMULIR ISIAI{ KI'AI,IFIKASI
UI{TUK BADAIT USAIIA

Saya yang bertanda tangan di bawah irri:

Nama

Jabatan

Bertindak
untuk
dan atas
nama

Alamat

Telepon/ Fax

Email

fnqmq uokil sah badan usahal

[diisi sesuai jabatan daldm dktd notdrts]

Pf/ CV/FLma/Koperasi
fuilih gang sesuai darL cantumkan nama bad.an usdha.l

menyatakan denga! sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
berdasar:kan Akte Notaris [sesuai @kta
pendiian/ perubaha.nnga/ surat kuasa, di.sebutkan secara jelas nomor
d.an tanggal akta pendirian/ perubatLan/ surat lanasa. Jika
kemitraan/ KSO maka ditqmbah *[at Perjariian Kemitraan/ KSO]'

2. saya bukan sebagai pegawai KlLlDlI [bagi pegauai K/L/D/I gang
sedang cati diluar tanggangan K/L/D/I ditulis sebagdi beikut : *sdAa

m.entpakan pegauai K/L/D/I Aang sedqng cuti diluar tanggungan
K/L/D/r"l;
saya tidak sedang menja-lani sarrksi pidana;
saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan
dengan para pihak yang terkait, largsung maupun tidak langsung
dalam proses pengadaan ini;
badal usaha ya.ng saya rrakili tidak maauk dalarn Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, da.rr kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;
salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak
masuk dalam Daftar Hi nt:
data-data bada-n usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

3 .
+.

6.

C. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 
PEKERJAAN KONSTRUKSI 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 
UN TUK BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Alamat 

Telepon / Fax 

Email 

_________ [nama wakil sah badan usahaj 

[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] 

PT/CV /Firma/Koperasi 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha] 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

l. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Akte Notaris fsesuai akta 
pendirian/ perubahannya/ surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor 
dan tanggal akta pendirian/ perubahan/ surat kuasa. Jika 
kemitraan/ KSO maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/ KSO]; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang 
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya 
merupakan pegawai K/L/D/I ang sedang cuti diluar tanggungan 
K/L/D/r]; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan 

dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung 
dalam proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/ a tau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak 
masuk dalam Daftar Hitam; 

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 
84 
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1. Nama
{PT/ CV/ FirmalKoperasi)

2. Status l-'l "*. l*l ""**

3.

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

O-Mail

4 .

Alamat Kantor Cabang

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

A. Data Admlntstralt

B. Izln Usaha

Izln Lai$ye (apabtla dtpereyaratkanl

1.

2 .
J -

No. Surat lzin Usa-ha Tanggal

Masa berLaku izin usaha
Instansi pemberi izin
usaha

1 .
o
3 .

No. Surat Izin
Tangga-l

Masa berlaku izin
Instansi Demberi izin

LEndaran Hukum Pendlrlan Badan Usaha

1. Akta Pendiria.n PT/ CV/ Firma/ Koperasi
Nomor Alta
Tanggal

c. Nama Notaris :
2. Akta Perubahan Terakhir

a, Nomor Akta
b. Tanggal
c. Nama Notaris

I KEPALA SKPD IIKEPALA IIAG AIi II
L_PlIg!.9qll__j,'h' !M llI  PEt{cusuL l l  frrhlrM l!

fTli:f

85

A. Data Admlnlstrasl 

1 Nama 
(PT/CV/Firma/Koperasi) 

2. Status [ □ Cabang 

Alarnat Kantor Pusat 

No. Telepon . 
3. 

No. Fax . 

E-Mail 

Alamat Kantor Cabang 

No. Telepon . 
4. 

No. Fax 

E-Mail . . 

B. Izin Usaha 

1. No. Surat Izin Usaha 

2. Masa berlaku izin usaha 
3. Instansi pemberi izin 

usaha 
C. Izin Lainnya (apablla dipersyaratkan) 

1. No. Surat Izin _ 

2. Masa berlaku izin 
3. lnstansi emberi izin 

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 

1. Akta Pendirian PT/ CV/ Finna/ Koperasi 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

Tanggal 

Tanggal 

85 
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No. Nama No. KTP Jabatar dalam Badan
UsaI.a

D. Pelgurus

l. Kombarl8 unt[k Pessesoan Terbatas (PT]

2. Dlreksl/Pengurr8 Badan Uaaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badal
Usa-ha

Data Keuangan

1. Susunen Kepernfllkan Saham (uatuk PT}/Susunan Peaero luntuk
CV/Firma)

No. Nama No. KTP Persentase

2. Pajah

a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b.Bukti Laporan Pajak

Tahun terakhir
c.Bukti Laporan Bulsnan

(tiga bulan terakhir):
1) PPh Pasal 21
2) PPh Pasal 23
3) PPh Pasal 25/Pasal29
4) PPN

d. Surat Keterangan Fiskal
(sebagai pengganti luruf b
dan

No. _ Tanggal

No. _ Tanggal
No. _ Tanggal
No. - Tanggal
No. - Tanggal

No. - Tanggal

66

D. Pengurus 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Sadan 
Usaha 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha 

E. Data Keuangan 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk 
CV/FLrma) 

I No. I 

2. Pajak 

Nama No. KTP Persentase 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 
b.Bukti Laporan Pajak 

Tahun terakhir 
c. Bukti Laporan Bulanan 

(tiga bulan terakhir): 
1) PPh Pasal 21 
2) PPh Pasal 23 
3) PPh Pasal 25/Pasal29 
4)PPN 

d. Surat Keterangan Fiskal 
(sebagai pengganti huruf b 
danc 

No. Tanggal 

No. Tanggal 
No. Tanggal 
No. Tanggal 
No. Tanggal 
No. Tanggal 

86 
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F. Data Perronalia (Tenaga ahll/teknts badan urabal

G, Data tralllltas/Peralatan/Petlengkepan

H. Data Pelgalaman Perus.hattr {nilai paket tertinggi pengal,aman sesual
sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waldu 10 tahun terathir)

N
o

Nama r€Ubttrl
th{I lahir

Tingl{at
Penddkan

Jabatan
dafam

pekerjaa
n

Pengalama
n Kerja
{tahun)

Profesi

keahlia
n

Thn
Serlifi
kat/

liazah
1 2 3 4 5 6 7 8

No,

Jenis
Fasilitas/
Peralatall

Perlengka
Dan

Juml
ah

Kapasit
as atau
output
pada

saat ini

Merk
da.rl
tlpe

Tahun
pembua

tan

Kond
isi
(v')

bkasi
Sekar
ang

Status
Kepemilik
an/Duklr

ngarr
Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8

No.
Na.rna
Paket

Sub
Bidang

Pekerjaan
Lokasi

Pemb€ri Tusas /

Komitmen
Kontrak Tanggat Selesai

N o /
TeJlgga.t

NiIai Kontral<
BA

Serah

1 2 3 5 6 7 8 9 10

87

F. Data Personalla (Tenaga ahll/teknis badan usaha] 

Jabatan Pengalama Profesi Thn 
N Tgl/bln/ Tingkat dalam I Sertifi 

Nama thn lahir Penddkan pekerjaa n Kerja keahlia kat/ 0 (tahun) n n Ijazah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 

Jenis Kapasit Status 
Fasilitas/ 
Peralatan Juml as atau Merk Tahun Kond Lokasi Kepemilik 

No. I ah output dan pembua isi Sekar an/Duku 

Perlengka pada tipe tan (%) ang ngan 

nan saat ini Sewa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai 
sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) 

Pemberi Tugas / Tanggal Selesai 
Pejabat Pembuat Kontrak Menurut 

Nama Sub Komitmen 
No. Paket Bidang Lokasi 

Pekerjaan Pekerjaan Alamat/ No/ 
BA 

Nama Nilai Kontrak Serah Telepon Tanggal Terima 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

87 



I. Datc PekorJ'aan Fng Sedang Dilaksanalan

Modal Keda

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor
Tanggal
Nama Bank
Nilai

Demikian pernyataarl ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang
saya sampa.ikal tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan
usaha yang saya v/akili bersedia dikenatal sanksi berupa sanksi
admioistratjf, sanl<si pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan seca.ra
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

[terpat], - ltdnggal] - [bulan] 20- [talwn]

PT/Cv/ Firma/ Koperasi
k itih Aang sesudi d.an cdrtumhan namal

lrckatkotl neterai Rp 6.000,-
dqn tdnda tanganl

(nama lenqkap uakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

88

t\o
Nama
Paket

Pekerja
an

Sub
Bidang
Pekerj

aar

Loka
si

Pemberi Tugas
' 

/ Pejabat
Pembuat

Komitnen

Kontrak
Progres
Terakhir

Nama

Alamat

TeIepo
n

No/
Tangg

al
NiLai

Kontra
k

{renca

o/o

Presta
sl

Kerja
o/o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan 

Pemberi Tugas 
/ Pejabat Kontrak Progres 
Pembuat Terakhir 

Nama Sub Komitmen 
No Paket Bidang Loka 

Pekerja Pekerj S1 Alamat Kontra Presta No I k an aan I S1 Nama Telepo Tangg Nilai (renca Kerja al na) n % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Modal Kerja 

Surat dukungan keuangan dari Bank: 

Nomor 
Tanggal 
NamaBank 
Nilai 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang 
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan 
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara 
perdata, dan/ a tau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

____ [tempat], _ [tanggalj [bulan] 20_ [tahun] 

PT/ CV/ Firm a/ Koperasi 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

[rekatkan meterai Rp 6.000,- 
dan tanda tanganj 

(nama_ lengkap wakil sah badan usaha) 
[iabatan pada badan usaha] 

88 
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D. COtrTOH FOR.UULIR ISIAIT XUALIFIXASI BAI'AIT USAHA
PEITGADMI{ BARAITG

I sesuai akte

Nama

Jabatan

Bertindal<
untuk
dan atas
narDa

Alamat

Telepon/ Fax

Email

FORMULIR ISIAIT KI'ALIFIKASI BADAN USAIIA

Saya ya'rlg berta.nda tangan di bawah ini:

-lnamo udkil srrh jika badan usafu1l

/diisi sesuai jabatan dalam qkte
notaisl

PI/ CV/Firma/ Koperasi
[pilih gang sesuai ddn

cantumkur namd bad.an usahal

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangarri kontrak

2.

3.

5.

6.

berdasarkan Surat
pendiian/ perubahtnnAo./ surat kuasa, disebutkdn secara ielas nomor
ddn tdnggal akte pendiriqn/ perwbahan/ surat kaqsd. Jikd kemitraan
maka ditambah g)rdt Perjanian Kemitraqn/ KSo h

saya bukan sebagai pegawai K/L/DII lbagi pegdxai K/L/D/I gang
sedang qtti diluar tdnggungan K/L/D/I ditulis sebqgai beikut : "saaa
netupqkan pegaudi K/L/D/I Aang sedang cuti ttiluar tangq)ngqn
K/ L/ D/ r"l;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidal sedang dall tidak akan terlibat pertentangan kepentingan
dengan paia pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung
dalam proses pengadaan ini;

badal usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidal<
dalam pengawasan pengadilan, tidal pailit atau kegiatan usahailya
tidak sedang dihentikan r

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili
tidak masuk dalam Daftar Hitam;

D. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAl'l USAHA 
PENGADAAN BARANG 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

[nama wakil sah jika badan usaha] 

[diisi sestuai jabatan dalam akte 
notaris] 

PT/ CV/ Firma/ Koperasi 
[pilih ang sesuai dan 
cantumkan nama badan usahaj 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Surat l sesuai akte 
pendirian/ perubahannya/ surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor 
dan tanggal akte pendirian/ perubahan/ surat kuasa. Jika kemitraan 
maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO ] ; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/1 yang 
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditlis sebagai berikut : "Saa 
merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan 
K/LID/T]; 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan 
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung 
dalam proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili 
tidak masuk dalam Daftar Hitam; 
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7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;

A, Deta Adrntnbtrasi

1. Nama (PTl CVl Firma/
Koperasi)

2. Status f-l ",*' fl c"l*s
Alamat Kaltor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mait

4 .

Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

B. Izltl Uaaha

D.Landasan Huk|rm Pendirian Perqsahaaq

lac.

90
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2.
3.

No. Surat Izin Usaha Tanggal

Masa berlaku izin usaha
Instansi pemberi izill
usala

1 .  No. Surat lzin Tanggal

2.
3 .

Masa berLaku izin
Instansi pemberi izin

1. Akta Pendirian PT/Cv/Firma/Koperasi
a. Nomoi Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akte
b. Tanggal
c, Narna Notaris

[eirlasqeteii

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

A. Data Administrasi 

1. Nama (PT/CV/Firma/ 
Koperasi] 

2. Status LI □ Cabang 

Alamat Kantor Pusat 
No. Telepon 3. 
No. Fax 
E-Mail 
Alamat Kantor Cabang 

4. No. Telepon 
No. Fax . . 
E-Mail 

B. Izin Usaha 

1. No. Surat Izin Usaha 

2. Masa berlaku izin usaha 
3. Instansi pemberi izin 

usaha 

C. Izin Lainn a abila di 
1. No. Surat 

2. Masa berlaku izin 
3. Instansi pemberi izin 

Tanggal _ 

Tanggal 

D.Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi 

a. N omor Akte 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akte 
b. Tanggal 
c. Nama Notaris 
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E. Pengurus

1| KotElsarls untuk Perseroan Teabatat (PT)

No, Nama No. KTP Jabatan dalam Badan
Usaha

2. Direksl/Penguflrs Badan Usaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan
Usaha

F. Data Keuangan

1. surulan Kepemltlkar saham (untuk PT)/susunan Pesero (untuk
CVlFirmsl

No. Nama No. KTP Persentase

2. Pqtak

a,

b .

Nomor Pokok Wajib
Pajak
Bukti Laporan Pajak
Tahun terakhir

Bukti Laporan
bulanan (tiga bulan
terathir):
1) PPh Pasal 21;
2) PPh Passl 23;
3) PPh Pasal 25 lPasal

No. tairggal

No. tangga-l
No. -tanggal
No. tanggal
No. tanggal

No. tanggal

c .

t o .

4) PPN
d.. [Surat Keterdngan

Ftskq.l (sebqgai
pengganti lu.truf b dan

9l

E. Pengurus 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

Nama No. KTP I Jabatan dalam Badan Usaha 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

Nama No. KTP I Jabatan dalam Badan 
Usaha 

F. Data Keuangan 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk 
CV/Firma) 

I No I Nama No. KTP Persentase 

2. Pajak 

a. Nomor Pokok Wajib 
Pajak 

b. Bukti laporan Pajak No. tanggal Tahun terakhir 

No. tanggal 

No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 

Laporan 
(tiga bulan bulanan 

terakhir): 
1) PPh Pasal 21; 
2) PPh Pasal 23; 
3) PPh Pas al 2 5 / Pas al 

29; 
4) PPN 

d. {Surat Keterangan 
Fiskal (sebagai 
pengganti huruf b dan 

c. Bukti 

C 
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G. Data Pengalama! Perurabae!

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya dalr penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, ma-ka saya dan badan
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi
administrat4 sanksi pencantuman dalaa Daftar Hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan.

Itempatl, _ltanssall- [bulan]2o - [tatatn]

PT/CV/ Firma/ Koperasi
Iptlih gdng sesuai dan cantumkan nqmdl

[rekatkan meterai Rp 6,000,-
tdnda tqnganl

\nama lenqkat2 udkil sqh bd.d.an uso,hal
Aabdtan ddlam bad.an usahal

No.
Nama
Pa}(et

Pekerjaan

Bidang/
Sub

Bidang
Pekerjaan

Loka
si

Pemberi Tugas/
Pejabat

Pembuat
Komitmen

Kontrak Tanggal Selesai
Menurut

Nama Alamat/
Telepon

No/
Tanggal N a l Kontrak

BA
Serah

Terima

1 2 3 6 7 8 9 10
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G. Data Pengalaman Perusahaan 

Pembeti Tugas/ 

Bidang/ 
Pejabat Kontrak Tanggal Selesai 

Nama Pembuat Menurut 
No. Paket Sub Loka Komitmen 

Pekerjaan Bidang si 
Pekerjaan Alamat/ No/ BA 

Nama Telepon Tanggal Nilai Kontrak Serah 
Terima 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang 
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan 
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara 
perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

[tempat], [tanggal] [bulan] 20 _[tahun] 

PT/ CV/ Finna/ Koperasi 
[pilih gang sesuai dan cantumkan nama] 

[rekatkan meterai Rp 6.000,­ 
tanda tangan] 

(nama lenqkap wakil sah badan usaha) 
[jabatan dalam badan usahaj 
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E. OO TOE IIORUT'LIR ISIAN EI'ALIIIKASI BAI'AIT IISAEA i'ASA
LAII{ITYA

FORIIULIR ISIAIT KI'ALIFIXASI BADAIT USAIIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Bertindak
untu-k
dan atas
nalna

Alamat

Telepon/ Fax

Email

-[nama uakil sah jika bad.an usaha]

Id.iisi sesuai iabatan daldm aktd notd,'l.sl

Pl/Cv/Firma/Koperasi lpilihAang
sesuai dan cartumkan namq badan usahal

menyatatan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
berdasarkan Surat [sesuai qhla
pendiian/ perubahannAa/ sffat kua.sa, disebutkan secara jelas nomor
dan tdnggal alda pendiian/ peruballan/ surat kuo-sa, Jika
kemitradn/ KSO mqkq Surdt dimaksud. adalah Pedanid,n
Kemitraan/ KSol;

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/| Ibagi pegau,ai K/L/D/I gang
sed.qng u,tl diluar tangqtngqn K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saga
merupakan pegawai K/L/D/I gang sed.ang catt dituar tanggungan
K/ L/ D/ r',l;

3. saya tidak sedang menjalani sanlsi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangal kepentingan
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak la.ngsung
dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usal€riya
tidak sedang dihentikal;

6. salalr satu dan/atau semua pengurus badan usaha yalg saya wa-kili
tidak masuk dalam Daftar Hitam;

E. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA 
LAINNYA 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

____ [nama wakil sahjika badan usahaj 

[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] 

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang 
sesuai dan cantumkan nama badan usaha] 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Surat [sesuai akta 
pendirian/ perubahanna/ surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor 
dan tanggal akta pendirian/ perubahan/ surat kuasa. Jika 
kemitraan/KSO maka Surat dimaksud adalah Perjanjian 
Kemitraan/ KSO]; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1 [bagi pegawai K/L/D/I yang 
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saa 
merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan 
K/L/DT]} 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan 
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung 
dalam proses pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan; 

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili 
tidak masuk dalam Daftar Hitam; 
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7. data-data badaJr usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Admtnt8trasi

1 . Nama (PT/CV/Fnma/
Kot]erasil

2. Status f-l ""*' l-l "*-'

3.

Alamat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

4 .

Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

B. Izln Usaha

C. Izh LafnnF lqpahtla dipersyaratlcanl

D.Landalan Hukum Pendlrian Perusahaan

94

4.

5 .
6 .

No. Surat Izin Usaha Tanggal

Masa berlaku izin usaha
Instansi pemberi iztr\

4 .

6 .

No. Surat Izin Tanggal

Masa bertraku izin
Instansi pemberi izin

1. Akta Pendirian PT / QY lFirma/Koperasi
a. Nomor Akta

b. Tanggal
c. Nama Notaris

2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta
b. Tanggal
c. Nama Notaris

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

A. Data Admlnistrasi 

1. Nama (PT/CV /Firma/ 
Koperasi) 

2. Status 
_ □ Cabang 

Alamat 

3. 
No. Telepon . 
No. Fax 
E-Mail 
Alamat Kantor Pusat 

4. No. Telepon 
No. Fax . 
E Mail 

B. lzin Usaha 

4. No. Surat Izin Usaha 

5. Masa berlaku izin usaha 
6. Instansi pem beri izin 

usaha 

___ Tanggal 

C. Izin Lainnya [apabila dipersaratkan] 

4. No. Surat Izin ___ Tanggal 

5. Masa berlaku izin 
6. lnstansi pemberi izin 

D.Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 

1. Akta Pendirian PT/CV/Finna/Koperasi 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nam.a Notaris 

2. Akta Perubahan Terakhir 
a. Nomor Akta 
b. Tanggal 
c. Nam.a Notaris 
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E, Pengurus

l. Kotlkarls untu& Perseroan Terbatas (Pf)

No. Naaa No. KTP Jabatan dalam Badan
Usaha

2. Direkst/Pengurus Badaa Usaha

No. Nama No. KTP Jabata-n da]am Badal
Usaha/ Kemitraan

F. Data Keqangan

3. SusunaD Kepemilikatr Saham (urtuk PTI/Susurran Pesero (untu.L
CV/Ftrmal

No. Nallla
No.
KTP Alamat Persentase

4. Pajak

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

f. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

g.Bukti Laporan bulanan
(tiga bulan terakhir):
5) PPh Pasal 2 1;
6) PPh Pasal 23;
7) PPh Pasal 25lPasal 29;
8) PPN

h. Surat Keterangan
Fiskal {sebagai pengganti

b d.an

No. tanggal

No. tanggal
N^ +^noe^1

No. -tanggal
No. -tanggal
No. _tanggd

95

E. Pengurus 

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) 

No. Nama No.KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan 
Usaha/Kemitraan 

F. Data Keuangan 

3. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk 
CV/Firma) 

No. Nama No. Alamat Persentase KTP 

4. Pajak 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak 
f. Bukti laporan Pajak Tahun 

terakhir 

g.Bukti Laporan bulanan 
(tiga bulan terakhir): 
5) PPh Pasal 21; 
6) PPh Pasal 23; 
7) PPh Pasal 25/Pasal 29; 
8) PPN 

h. Surat Keterangan 
Fiskal ( se bagai pengganti 
huru, b dan c 

No. tanggal 

No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 
No. tanggal 
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N
o

Nama
Tgl/bl'ilt
hn lahir

Tingkat
Pendidik

an

Jabatan
dalam

pekerjaa
n

Pengalama
n Kerja
(tahun)

Profesi

keahlia
n

Tahun
Sertifikat

liazah
I 2 3 4 5 7 8

c. Data Per3onqlla (Telaga shll/tettrts baitan usaha)

H. Data traillltas/Peralaten/Perlengkqpan

I. Data Pengalasran Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuar
sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun wattu 10 tahun terakhir)

No.

Jenis
Fasilitas / Per

Perlengkapar

Jum
lah

Kapas
ltas
atau

outwt
pada
saat
ini

Me
rk

dan
tipe

Taiun
pembu
atan

Kond
isi
('/.)

Lkas
I

Seka.r
ang

Bukti
Kepemilikan

Dukungan
Sewa

I 2 6 7 8 9

No.
Nama
Paket

Peke{aan

Sub
Bidang

Pekelaan
Lokasi

Pemberi Tugas/
Pejabat

Pembuat
Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai

Menurut

Nama Alamat/
Telepon

No/
Tanggal Nilai Kontrak

BA
Serai

Terima

2 3 5 6 7 8 9 10
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G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha) 

Tingkat Jabatan Pengalama Profesi Tahun 
N Tgl/bln/t dalam I Sertifikat 

Nama Pendidik n Kerja 
0 hn lahir pekerjaa (tahun) keahlia I an n n liazah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

H. Data Fasllltas/Peralatan/Perlengkapan 

Kapas 

Jenis itas Me Lokas Bukti 

Fasilitas / Per Jum atau rk Tahun Kond Kepemilikan 
No. output pembu isi 1 I alatan/ lah pada dan atan (%) Sekar Dukungan 

Perlengkapan saat tipe ang Sewa 
1m 

1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 

' 

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi. pengalaman sesuai 
sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) 

Pem beri Tu gas/ 
Pejabat Kontrak Tanggal Selesai 

Nama Sub Pembuat Menurut 

No. Paket Bidang Lokasi Komitmen 
Pekerjaan Pekerjaan 

Alamat/ No/ 
BA 

Nama Nilai Kontrak Serah 
Telepon Tanggal Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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J. Deta P6l€dee[ Jrarg S6darrg Ditraltala&e!

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang
saya sampaikan tidal benar dan ada pemalsuan, mata saya darr bad€!
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanl<si berupa sanftsi
administratif, sanksi pencantuman dalarrr Daftar Hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perun d an g- undangan.

Itempatl, ___-_ltanggall_ puldrll 20 _ [tahun]

Pl/ Cv/Firma/Koperasi
[pilih gang sesuai dan cantumkan nama]

bekatkan meterai Rp 6.000,-
tand.d tdnganl

(ndma lengkap ud.kil sah badan usahrl)

fiabatan d.alam badan usahal

9 l

No-
Nama
Paket

Pekedaan

Sub
Bidang

Peke{aan
Lokasi

Pemberi Tugas

Pembuat
Komitmen

Kontra-k Progres Terakhir

Nama Alamat/
Telepon

No /
Tanggal Nitai

Kontrak
{.encana)

o/o

Prestasi
Kerja

o/"

2 3 5 6 7 8 9 l o

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan 

Pemberi Tugas 
/ Pejabat Kontrak Progres Terakhir 

Nama Sub Pembuat 
No. Paket Bidang Lokasi Komitmen 

Pekerjaan Pekerjaan 
Alamat/ No/ Kontrak Prestasi 

Nama Nilai (rencana) Kerja Telepon Tanggal % % 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang 
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan 
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara 
perdata, dan/ a tau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(tempat], _[tanggal] [bulan] 20 _[tahun] 

PT/CV/Firma/ Koperasi 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama 

[rekatkan meterai Rp 6.000,­ 
tanda tanganj 

(nama lenqkap wakil sh badan usaha) 
[jabatan dalam badan usaha] 
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r. COITTOH PAI(TA TTTEGruTAS BADAIS USASA

PAKTA I1CTEGRITAS

Saya yang bertanda tarrgall di bawah ini:

Nama

No.Identitas

Jabatan

Bertindak
untuk
dan atas
nama

-[nama wdkil srlh bad.an usaln]

[diisi dengqn no. KTP, SIM atau paspor]

PT/Cv/Fkma/Koperasi &ilihAqng sesuai
dan cantumkan namal
Bekedosamq d.engott PT/ cv/ Finna/ Koperasi

[bogi. Bad.an Usal& Aang bennitra]

da-lam rangka pengadaan [isi nama paket] pad,a
sesuai d,engan K/ L/D/4 dengan ini menyata.kan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetalui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan peaundang-undangal;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi
penca-ntuman dalam Daftar Hitarn, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.

-ftenpat| -[tanggaQ -[bulan] 2o-[tdla]nl

[Nama PenAedia]

Itanda tangenl,

[nama lengkap]

Itst
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F. CONTOH PAKTA INTEGRITAS BADAN USAHA 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 

No.Identitas 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 
dan atas 
nama 

____ _, nama wakil sah badan usahaj 

[diisi dengan no. KTP, SIM atau pasporj 

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai 
dan cantumkan nama] 
Bekerjasama dengan PT/CV/ Firma/ Koperasi 

[bagi Badan Usaha yang bennitraj 

dalam rangka pengadaan [isi nama paketj pada [isi 
sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 

I. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/benvenang apabila 
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan 
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan 
peraturan perundang undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS 
ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi 
pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau 
dilaporkan secara pidana. 

[tempat], _[tanggal] [bulan] 20_[tahun] 

[Nama Penyedia] 

[tanda tangan], 

[nama lengkap] 
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Cara Pelgblan Dafter Mutasl Betalg :

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Kode Lokasi

yang bersangkutan.

2. Kolom 1 diisi Nomor urut dari setiapjenis barang.

3. Kolom 2 diisi nomor kode barang.

4. Kolom 3 diisi nomor register bdang

5. Kolom 4 diiai Nama/ jenis Barang.

6. Kolom 5 diisi merk/ tj?e barang bila ba.ang tetsebut keluaian pabrik, bila

tidak dapat dikosongkan atau distrip.

7. Kolom 6 diisi sesuai data barang te$€but, seperti sertifikat tanah, No. Mesin,

No. Chasis unluk jenis kendaraan.

8. Kolom 7 diisi naina bahan, misalnya kajru, besi, plastik dll

9. Kolom 8 diisi asal usul perolehan barang lsumber dana be.asal atau sumber

barang berasai teNebut misal : APBD II, APBD I, APBN, Hibah dll, tidak boleh

diisi dengan kata -pembelian-, jika perolehan berasal da berbagai sumber tulis

semua sumbemya, pada kolom keterangan sebutkan sumber dan juga nilainya
yang terakumulasi pada kolom harga perolehan.

10.Kolom 9 diisi tahun perolehan daJI apabila tidal< diketahui dapat diperkirakan

11.Kolom 10 diisi ukuran barang atau konstruksi IPermanen, Semi permanen

atau Da-rurat)

l2.Kolom 11 diisi satuan barang ( kg, buai, unit, m2 dstl

13.Kolom 12,13,14 diisi kondisi barang ( B/ KB/ RB)

14.1tu1om 15 da! 16 diisi mutasi kurang baik kuantitas dan nilai bajangnya

15.Kolom 17 diisi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya.

16. Kolom 18 dan 19 diisi mutasi tambal baik ku€ntitas dan nilai baftngnya

17.Kolom 20 diisi akumulasi pen]'usutan tahun sebelumnya (untuk barang

dropping/mutasi dari SKPD lainl

l8.Kolom 2l diisi dengan keterangan yang dipandang perlu

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tatrggal

pencatatan da! ditandatangani Pelgurus Barang dan diketaiui oleh Kepala SKPD.

Daitar mutasi barang dibuat setiap sem€ster dan apabila tidak ada penambahan atau
pengurangan maka laporan ini tetap dibuat meskipun nihil.
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Cara Pengisian Daftar Mutasi Barang : 

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Kode Lokasi 
yang bersangkutan. 

2. Kolom 1 diisi Nomor urut dari setiap jenis barang. 

3. Kolom 2 diisi nomor kode barang. 

4. Kol om 3 diisi nomor register barang. 

5. Kolom 4 diisi Nama/ jenis Barang. 

6. Kolom 5 diisi merk/ type barang bila barang tersebut keluaran pabrik, bila 
tidak dapat dikosongkan atau distrip. 

7. Kolom 6 diisi sesuai data barang tersebut, seperti sertifikat tanah, No. Mesin, 
No. Chasis untuk jenis kendaraan. 

8. Kolom 7 diisi nama bahan, misalnya kayu, besi, plastik dll 

9. Kolom 8 diisi asal usul perolehan barang (sumber dana berasal atau sumber 
barang berasal tersebut misal : APBD II, APBD I, APBN, Hibah dll, tidak boleh 
diisi dengan kata -pembelian-, jika perolehan berasal dari berbagai sumber tulis 
semua sumbernya, pada kolom keterangan sebutkan sumber dan juga nilainya 
yang terakumulasi pada kolom harga perolehan. 

10. Kolom 9 diisi tahun perolehan dan apabila tidak diketahui dapat diperkirakan. 

11. Kolom 10 diisi ukuran barang a tau konstruksi ( Permanen, Semi permanen 
atau Darurat) 

12.Kolom 11 diisi satuan barang ( kg, buah, unit, m2 dst) 

13.Kolom 12,13,14 diisi kondisi barang { B/ KB/ RB] 

14.Kolom 15 dan 16 diisi mutasi kurang baik kuantitas dan nilai barangnya. 

15.Kolom 17 diisi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya. 

16.Kolom 18 dan 19 diisi mutasi tambah baik kuantitas dan nilai barangnya 

17. Kolom 20 diisi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya (untuk barang 
dropping/mutasi dari SKPD lain). 

18.Kolom 21 diisi dengan keterangan yang dipandang perlu. 

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal 
pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD. 

Daftar mutasi barang dibuat setiap semester dan apabila tidak ada penambahan atau 
pengurangan maka laporan ini tetap dibuat meskipun nihil. 
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Cen Pengisiaa Daftar Pcng.daa! Barang r

Delt&r P€ngaalaan Bqraag bertrt Daftar barang lralg pcrol€ha!.oya betrumber
dert APBD fl pada Pos Belenja Uodal dt masllS-masltrg gKPD.

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, KabuDaten, Provinsi dan Kode Lokasi
yang be.sangkutan.

2. Kolom I diisi Nomor urut dari setiap jenis barang.

3. Kolom 2 diisi Nama/ jenis Bal'ang yang dibeli.

4. Kolom 3 diisi Merk/TJpe/Nopol.

5. Kolom 4 diisi Banyalmya balang yang dibeli.

6. Kolom 5 diisi Satuan barang.

7. Kolom 6 diisi Ha.rga satuan batang.

8. Kolom 7 diisi JurAlal Harga (merupatan hasil perkalian dari Banyaknya ba-rang
. l ^h  I Ja rda  aa f r r r n l

9. Kolom 8 diisi Jumlah Harga dari barang yang terkapit€lisasi sebagai aset tetap

Untuk baiang yang dibeli dari pos belanja modal namun tidak memenuhi batasan
kapitalisasi aset / tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap mal<a bisa mengisi koiom
9, 10, 1 1 sesuai jenis barangnya.

1o.Kolom 9 diisi Jumlah Harya barang yang tidak terkapitalisasi sebagai as€t tetap
dan mempatan barang extracomptable.

l1.Kolom 10 diisi Junfah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap
dan merupaka! barang Pakai habis / pemelihajaan.

12,Kolom 11 diisi Jumlah Harga baJang yang tidak terkapitalisasi sebag€j aset tetap
dan merupakan ba-rang yang diserahkan ke masyarakat / Hittah.

13.Ko1om 12 diisi l,okasi penempatan barang atau keterangan yang dipandang
peflu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhtan tanggal
pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD

Daftar pengadaan barang dibuat setiap semestet dan apabiia tidak ada Pena.nbahan atau
pengurangan rrlaka daftar ini tetap dibuat meskipun nihil.

ro2

Cara Pengisian Daftar Pengadaan Barang : 

Daftar Pengadaan Barang berisi Daftar barang yang perolehannya bersumber 
dari APBD II pada Pos Belanja Modal di masing-masing SKPD. 

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Kode Lokasi 
yang bersangkutan. 

2. Kolom 1 diisi Nomor urut dari setiap jenis barang. 

3. Kolom 2 diisi Nama/ jenis Barang yang dibeli. 

4. Kolom 3 diisi Merk/Type/Nopol. 

5. Kolom 4 diisi Banyaknya barang yang dibeli. 

6. Kolom 5 diisi Satuan barang. 

7. Kolom 6 diisi Harga satuan barang. 

8. Kolom 7 diisi Jumlah Harga (merupakan hasil perkalian dari Banyaknya barang 
dan Harga satuan) 

9. Kolom 8 diisi Jumlah Harga dari barang yang terkapitalisasi sebagai aset tetap 

Untuk barang yang dibeli dari pos belanja modal namun tidak memenuhi batasan 
kapitalisasi aset / tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap maka bisa mengisi kolom 
9, 10, 11 sesuai jenis barangnya. 

10.Kolom 9 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap 
dan merupakan barang extracomptable. 

11.Kolom 10 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap 
dan mcrupakan barang Pakai habis / pemeliharaan. 

12.Kolom 11 diisi Jumlah Harga barangyang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap 
dan merupakan barang yang diserahkan ke masyarakat / Hibah. 

13.Kolom 12 diisi Lokasi penempatan barang atau keterangan yang dipandang 
perlu. 

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal 
pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD. 

Daftar pengadaan barang dibuat setiap semester dan apabila tidak ada penambahan atau 
pengurangan maka daftar ini tetap dibuat meskipun nihil. 
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Cat3 Pclgl.slar Daftat Perrgadaan BOS I

Untuk SMA/K, SMP dao UPt Disdikpora Kecamatan {SD) hatus membuat Daft€r
Pengadaan BoS, Daftar Pengadaan BOS berisi Daltar barang yang perclehannya
be.sumber dari Dana BOS pada Pos Belanja Modal di masing-masing SKPD

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Kode Lokasi
yang bersangkutan.

2. Kolom I diisi Nomor urut dari setiap jenis barang.

3. Kolom 2 diisi Nama/ jenis Barang yang dibeli.

4. Kolom 3 diisi Merk/Type/Nopol.

5. Kolom 4 diisi Banyalmya batang yang dibeli.

6. Kolom 5 diisi Satuan ba-rang.

7. Kolom 6 diisi Harga satuan bararg.

8. Kolom 7 diisi Jurnlah Harga (metupa-Lan hasil perkalian dari Banyaknya baJang
dan HaJga satuan)

9. Kolom 8 diisi Julrfah Harga dari bajang ]€ng terkapitalisasi sebagai aset tetap

Untuk barang yang dibeli dari pos belanja modal namun tidal< memenuhi batasan
kapitalisasi aset / tidal terkapitalisasi sebagai aset tetap mala bisa mengisi kolom
9, 10, 1l s€suaijenis ba-rangnya.

10. Kolom 9 diisi Jumlah Harga barang yaig tidal< terkapitalisasi sebagai aset

tetap dan merupa-kan barang extracomptable.

11.Kolom 10 diisi Jumlah Hatga barang yang tidak te.kapitalisasi s€bagai aset tetap
dan merupakan barang Pakai habis / pemeliharaan.

12.Ko1om 11 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap
dan merupal<an barang yang diseraikan ke masyaral<at / Hibah.

13.Kolom 12 diisi inkasi penempatan batang atau ketemngan yang dipandang
perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelal kanan bawai dibubuhkan tanggal
pencatat€n dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD.

Dafter Pengadaen BOS dibuat setiaP semester dan apabila tidak ada peramba}lan atau
pengurangan mel<a daita:r ini tetap dibuat meskipun nihil.

104

Cara Pengisian Daftar Pengadaan BOS : 

Untuk SMA/K, SMP dan UPT Disdikpora Kecamatan (SD) harus membuat Daftar 
Pengadaan BOS, Daftar Pengadaan BOS berisi Daftar barang yang perolehannya 
bersumber dari Dana BOS pada Pos Belanja Modal di masing-masing SKPD. 

1. Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Kode Lokasi 
yang bersangkutan. 

2. Kolom 1 diisi Nomor urut dari setiap jenis barang. 

3. Kolom 2 diisi Nama/ jenis Barang yang dibeli. 

4. Kolom 3 diisi Merk/Type/Nopol. 

5. Kolom 4 diisi Banyaknya barang yang dibeli. 

6. Kol om 5 diisi Satuan barang. 

7. Kolom 6 diisi Harga satuan barang. 

8. Kolom 7 diisi Jumlah Harga (merupakan hasil perkalian dari Banyaknya barang 
dan Harga satuan) 

9. Kolom 8 diisi Jumlah Harga dari barang yang terkapitalisasi sebagai aset tetap 

Untuk barang yang dibeli dari pos belanja modal namun tidak memenuhi batasan 
kapitalisasi aset / tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap maka bisa mengisi kolom 
9, 10, 11 sesuai jenis barangnya. 

10. Kolom 9 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset 
tetap dan merupakan barang extracomptable. 

11.Kolom 10 diisi Jumlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap 
dan merupakan barang Pakai habis / pemeliharaan. 

12.Kolorn 11 diisi umlah Harga barang yang tidak terkapitalisasi sebagai aset tetap 
dan merupakan barang yang diserahkan ke masyarakat / Hibah. 

13.Kolom 12 diisi Lokasi penempatan barang atau keterangan yang dipandang 
perlu. 

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal 
pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD. 

Daftar Pengadaan BOS dibuat setiap semester dan apabila tidak ada penambahan atau 
pengurangan maka daftar ini tetap dibuat meskipun nihil. 
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II. COITTOH JN)WAL PELEL]IITGIIII I'MI'U DEIIGAIT PASCA I{UALIFIIIASI

Hari Keria Keleraagan
2 3 6 I l o 12 1 3 l 5 1 6 1 7 1 a

1
:.'

Paling kurang 7

2

,'

ranggal

3 . . keia sejak lansqal

Dimulai l  hsi  ke4a

s/d min 2 had keda

5 Tidakdiatur

6 Evstuasi
Tidak diatul

7 Evsluasi
kualifikasi ldak dialuf

8 kualinkasi Tid8i dialur

I

1 0 Tidak dialur

11
maksimal2 han

12
5 had kerja setelah

i 3

l 
' ':

pal ing lamba114

SPPAJ

H. CONTOH JADWAL PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI 

No Uraian Hari Keria Keterangan 
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

f Pengumuman 
ili 

Paling kurang 7 
lelang hani kerja 

Dimulai sejak 
e tanggal 

Pendaftaran pengumuman s/d 1 
2 dan 

hari kerja sebelum pengambilan 
dokumen bat as akhir 

- pemnasukan 
penawaran 

Penjelasan 
Paling cepat 4 hari 

3 
(Aanwijzing) kerja sejak tanggal 

pengumuman 
Dimulai 1 hari kerja 

Pemasukan setelah penjelasan 
4 Dokumen s/d min 2 hani kerja 

penawaran setelah penjelasan 
pekeriaan 

Pembukaan 
5 Dokumen Tidak diatur 

penawaran 

6 Evaluasi 
Tidak diatur penawaran 

7 Evaluasi 
Tidak diatur kualifikasi 

8 Pembuktian 
Tidak diatur kualifikasit 

' 
Pembuatan 

9 BA Hasil Tidak diatur 
Pelelangan 

10 Penetapan Tidak diatur permenang 

maksimal 2 han 
1f Pengumuman setelah surat pemenang 

penetapan 

Masa 5 hari kerja setelah 
1.2 sanggah pengumuman 

, pemenang 
6 hari kerja setelah 

pengumuman 
, pemenang apabila 

Penunjukan tidak ada 
13 Penyedia sanggahan/setelah 

Barang/Jasa sanggahan dijawab , 
dalam hal tidak 
ada sanggahan 

banding 
Penanda paling lambat 14 

14 tanganan hari kerja setelah 
kontrak SPPBJ 



I. colIlroH BERITA ACARA PEIIERIKSAAII PEBERJAAII (Konstruksll
I.1. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSMN PEKERJAAN O SlD 75 vo.

KOP SURAT

BERITA ACARA PBMERIKSAAX HASIL PEKERJAAI'I
Nomor :

Pada hari ini ...... iangeaj ....,.,..bu1ar ........ Tanun dua ribu lima belas,
telah dilakukan pemeriksan pekerjaan sebasai berikut :
Nama Kegiatan
Narna Penyedia Barans/ Jasa

Tanggal KoirtraL
Nomor SPMK
Tanggal SPMK
Nilai Kegiatan
waku Pelaksanaan
AdaDun hasil Demeriksaan pekeriaan bedasarkan Berita Acata Konsultan
Peniawas/Peneaw;s Lapansan l\6nor secara fisik dilapangan dan
pengama'al t.ial sesuai dengar progress lkemajuet fisikl unruk mengajukan termvn ke
.. . . . .  dengan booot. . , . , . . . " /o t , . . , , . ,  prosenl.
Terlampu I
- Lapora.n Kernajuan Pekedaan (Prosres Reponl
- Foto Keeiatan
- Catatan- Teknis oleh Pengawas Lapengan/PPTK/PPK pada Waku Pemeriksaan

Pekerjaan

Sehubuncan hat tersebut :
l. Dala; pela.ksanaan pekedaan Penyedia Barans/Jasa supaya berpedomd kepada

Dokumm Kontak vana tele.h diretapkan

2. Unruk Dembavaran Lermn fkcmaiuan/presrasi pek€riaanl, Pmledia Barang/Jsa
supaya 6er*ooidinasi dmFj! Penssuna Ansgaran/ Pejabar Pembuar Xomirmen-(PA /PPK)
sebagaimana ketenruan pemba) aran yang telah dratur dalam su rat Fe{a.nJran Kmrrak.

3. Hasil pemeriksaan ini disamparkan da.n selanjutnya dis€ralkan kepada Pejabat
Percbuat Komilmen (PPKI untuk menge!€luasrnya-

Demikid Berita Acara ini suna seperlunya.

PANITA PENERIMA HASIL PEKER.IAAN
(PPlrP)

KONSULTAN PENGAWAS
PT/ CV. . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .

DireLtur

PENGAWAS LAPANGAN

t .
2 .
3.

5.

PPIK

NIP NIP

PENYEDIA BARANG/JASA
cv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SETUJU :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NIP
Di.elftur

MENGBTAHUI :
KEPAT,A DINAS/KANTOR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {SKPD)

SELAKU PENCGUNA ANGGARAN (PA)

NIP

106

I. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN (Konstruksi) 
1.1. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN O S/D 75 %. 

KOPSURAT 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor: 

Pada hari ini ...... tanggal .........bulan Tahun dua ribu lima belas, 
telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut : 
Nama Kegiatan 
Nama Penyedia Barang/ Jasa 
Alamat 
Nomor Kontrak 
Tanggal Kontrak 
NomorSPMK 
Tanggal SPMK 
Nilai Kegiatan 
W aktu Pelaksanaan : 
Adapun basil pemeriksaan pekerjaan berdasarkan 
Pengawas/Pengawas Lapangan Nomor : 
pengamatan telah sesuai dengan progress (kemajuan fisik) 
..•.. dengan bobot % ( prosen). 
Terlampir: 

Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres Report) 
Foto Kegiatan 
Catatan Teknis oleh Pengawas Lapangan/PPTK/PPK pada Waktu Pemeriksaan 
Pekerjaan 

Sehubungan hal tersebut : 
1. Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia Barang/ Jasa supaya berpedoman kepada 

Dokumen Kontrak yang telah ditetapkan. 

2. Untuk pembayaran termyn (kemajuan/prestasi pekerjaan), Penyedia Barang/Jasa 
supaya berkoordinasi dengan PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/PPK) 
sebagaimana ketentuan pembayaran yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak. 

3. Hasil pemeriksaan ini disampaikan dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengevaluasinya. 

Demikian Berita Acara ini guna seperlunya. 

Berita Acara Konsultan 
secara fisik dilapangan dan 
untuk mengajukan termyn ke 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

Direktur 

PENGAWAS LAPANGAN 

NIP . 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
(PPHP) 
1. ··························· 2 . 
& . 
4 . 
5 . 

PPTK 

NIP . 

SETUJU: 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

NIP . 
Direktur 

MENGETAHUI: 
KEPALA DINAS/KANTOR {SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN {PA) 

NIP . 
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I.2. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN TOO %.
KOP SURAT

BEzuTA ACARA PEMEzuKSAAN IIASIL PEKER.JAAN

Pada hari ini ...... tanggal .........bulan .......... teliun dua ribu lifi1a be16, telah
dnakukan.pemedksaan pekerjaan sebasai berikut :
\ama Kesiard
\ams Pmledia Bdars/Jasa
Alamar
Nomor Kontrak
Tan8gal Kon Lral<
Nomor SPMK
Tanggal SPMK
Niiaj Kegiatan
waktu Pelaksanaan
Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Konsulta[
Pensawas/Pengawas Lapangan Nomor secara fisit dilapansan dan
pensamaran relah sesuai densan prosres! ikemajuan fisikl untuk mengajukan termln ke IV
denad bobot 1000/" (sdatus prosen)
Terlampi :
- Laporan Kenajuan Pekcrjaen (Progres Report)
- Foto Keoiat.n
- Catatan Teknis oleh Pengawas Lap€nsan/PPfK/PPK pada \traktu Pemeriksaan

Sehubunpan hal teFebut :
l. Ddm mas pemetihtraan peke,jaan Penvedia BaranslJasa supava berpedoms

kepada Dokum;n KoDrrak yall! relah dnehptian.
2. Urituk pencairan Jaminan-Pe;eliharaan, Penvedia Barans/Jasa supaya berkoordinasi

densan Pengsuna Anssaran/Pejabat Pembilar KomitEin (PA/PPk) sebagaimana
ketentud Jang telah diatur dal€.rn Surat Pedanjiar Kont'ak.

3. Hasil pemeriksan ini disampaikan da.n selanjutnya diseral]l<an kepada Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) urtuli menseveluasinya. 

- -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesunssuhnya untuk dipergunekan

KONSULTAN PENGAWAS
Pr lcv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Direldur

PENGAWAS LAPANGAN

1 .
2.
3,

5.

PANITA PENERIMA 1IASIL PEKERJAAN

PFTK

NIPNIP

PENYEDIA BARANG/JASA
cv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE|UJU :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Dirckur NIP

MENGETAHUI :
KOPAI,{  DrNAS/KANTOR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (SKPD}

SEI"AKU PENGGUNA A].IGGARAN (PA)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tw

1.2. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN 100 %. 
KOPSURAT 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor : 

Pada hari ini ...... tanggal bulan tahun dua ribu lira 

belas, telah 

dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut : 
Nama Kegiatan 
Nara Penyedia Barang/ Jasa 
Alamat 
Nomor Kontrak 
Tanggal Kontrak 
NomorSPMK 
Tanggal SPMK 
Nilai Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Adapun basil pemeriksaan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Konsultan 
Pengawas/Pengawas Lapangan Nomor : secara fisik dilapangan dan 
pengamatan telah sesuai dengan progress (kemajuan fisik) untuk mengajukan termyn ke IV 
dengan bobot 100% (seratus prosen) 
Terlampir: 

Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres Report) 
Foto Kegiatan 
Catatan Teknis oleh Pengawas Lapangan/PPTK/PPK pada Waktu Pemeriksaan 
Pekerjaan 

Sehubungan hal tersebut : 
1. Dalam masa pemeliharaan pekerjaan Penyedia Barang/Jasa supaya berpedoman 

kepada Dokumen Kontrak yang telah ditetapkan. 
2. Untuk pencairan Jaminan Pemeliharaan, Penyedia Barang/Jasa supaya berkoordinasi 

dengan Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/PPK) sebagaimana 
ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak. 

3. Hasil pemeriksaan ini disampaikan dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengevaluasinya. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
seperlunya. 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

Direktur 

PENGAWASLAPANGAN 

NIP . 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

Direktur 

PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

l. ··························· 
2. ························"·· 3 . 
4 . 
5. ···························· 

PPT 

NIP ................•..•..•... 

SETUJU: 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

NIP . 

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

NIP . 
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I.3. CONTOH BERITA ACARA KONSULTAN PENGAWAS/PENGAWAS
I,APANGAN

KOP SI'RAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKER.IAAN OLEH KONSULTAN
PENGAWAS/ PENGAWAS LAPANGAN

Nomor :

Pada hari ird ..,.,. tanggal .....,..,bulan ..,,...... tahun dua ribu
lima beLas, telah dilakukan pemeriksaar pekellaan sebagaj berikut :
Nama Kegiatarr :
Nama Penyedia Barang/Jasa
Alarnat
Nomor Kontrah
Tanggal Kontral
Nomor SPMK
Targgal SPMK
Nilai Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Bahqra berdasarka.n penilaianlperhitungan pekedaan dilapangan yang
dil,akukan bersama dengan Penyedia Barang Jasa untul< pengajuan termyn
ke ......., maka diperoleh hasil peke{aan dilapanga.n tel,ah mencapai ........
(.... %) dengan data p€laksanaan pekerjaan sebagaimana terl,ampir.

Demikia-n Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan seperlunya.

vr lcv
KONSULTAN

PENGAWAS/PENGAWAS
I,APANGAN

DIREKTUR NIP

108

1.3. CONTOH BERITA ACARA KONSULTAN PENGAWAS/PENGAWAS 
LAPANGAN 

KOP SURAT 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN OLEH KONSULTAN 
PENGAWAS/PENGAWAS LAPANGAN 

Nomor : 

......................................................... 

.........................-.-..-... 

......................................................... 

............................ ····· ........................• 

Pada hari ini ...... tanggal bulan .. . .. . .. .. tahun dua ribu 
lima belas, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut : 
Nama Kegiatan. . 
Nama Penyedia Barang/ Jasa 
Alamat 
Nomor Kontrak 
Tanggal Kontrak 
NomorSPMK 
Tanggal SPMK 
Nilai Kegiatan 
W aktu Pelaksanaan 

Bahwa berdasarkan penilaian/perhitungan pekerjaan dilapangan yang 
dilakukan bersama dengan Penyedia Barang Jasa untuk pengajuan termyn 
ke , maka diperoleh hasil pekerjaan dilapangan telah mencapai ....... 
(.... %) dengan data pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

PT/CV . 
KONSULTAN 

PENGAWAS/PENGAWAS 
LAPANGAN 

DIREKTUR NIP ................••... 
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I.4. CONTOH
0 s /d  75

CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
o/".

KOP SI'RAT

CA?ATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pada waktu dilaksanakan pemeriksaan pekeri4a.n pada had ....
tarreeal .......llaiilair'-..-:..-tahnn 

'dtt ribu lima tjblas, untuk paker
pekE-riaan :

\ama Pe i led ja  Barang/Jasa :  . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .

Nomor Kont'ak
Tanssal Kontrak
Norio"r SPMK
Tansea l  SPMK :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N i la i l (es ia tan  :  . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
waktu PeLaksanaan :
DiDeroleh hasil sebaeai berikut :
llSea*r E;:ik 

-,idfi-taF4ia 
pekeljaan diiapangan. telah mencapai bobot

. . . . . . . . ."/o l. . . . . .. . . . prosenl serraqalmafla progess pe4erj4an. _
2. ii;k;m;riiitaiai* p-e-ta-J<sanaEn pakerjaai' (cotrtoh rrekomendasi teknlsl

;. lcontoh) Pelalsanapn pekeriaan dilapangal ha.ruq sesu4i denga4
ketentudn datam Dokumerf Konbal< (mB, Gambar, dll. sesuai
n^L ' ,mch k^n+ELl

r. i6tnt"'iii."fiiiJtldlat supaya dipacu dengan menambah tenaga,

". 
l3Hf,ltif 

u 
rta"terial harus sesqra. dikirim aga-r.. tidaL .leiladi

t_eterLalibata-n. penta-hapan pekerJaan menyesualxan uokumen

o. illlT8fi t'h"i, ukuran besi, galian, qambunsan pipa, pemapaLnstrn
ggf !ftc_;1.!"i1, t3::lsji{r.batu. pemadatan. prsqtsral. cqr/rL'lifingan.
iabat beton, cor beton, cul dlsesuarl{an oengan KAq/ \tam Dar.

3. Penvediia Barang/Jasa selaku petiaLsana - Kesra-lan s.upaya
meiindallanjuri . Re\omendasi sebagarmana tersebut dlatas dengan
p"t* tB5rfff#f,*6fao. 

Teknis ini dibuat untuk ditindallanjuti
sebagaimana mestinya.

KONSULTAN PENGAWASpT/cv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'''DiR'nKfLiii

PENYED]A BARANG/JASAcv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIREKTUR

PE"IABAT PEMBUAT KOMIFYP}N

PENGAWAS LAPANGAN

NIP

PPIK

NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rapXfi8rEffiHhroR . .(sKPD)

NIP
NIP
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1.4. CONTOH CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 
0 s/d 75%. 

KOPSURAT 

CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 
Pada waktu dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada hari . 

tanggal ......... bulan .......... tahun dua ribu lira belas, untuk paket 
pek~ijaan; 
Nam Kegiatan 
N ama Penyedia Barang/ J asa 
Alam.at . 
Nomor Kontrak . 
Tanggal Kontrak , .. , . 
Nomor SPMK . emeEE. .== 
Diperoleh hasi] sebagai berikut: 
1. Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai bobot 

.........%(._........ prosen] sebagaiinana progress pekerjaan. 
2. Rekomendasi at~s pelaksana~n pekerjaan (contoh rekomendasi teknis) 

a. (contoh) Pelaksanaan pekerjaan dilapangan harus sesuai dengan 
ketentu~n dalam Dok~men Kontrak (RB, Gambar, dll. sesuai 
Dokumen Kon trak) 

b. (contoh)_Pekerja~n supaya dipacu dengan menambah tenaga, 
embur, dll. 

c. fcontoh) Material harus segera dikirim agar tidak terjadi 
keterlambatan, pentahapan pekerjaan menyesuaikan Dokuren 
Kontrak dll. 

d. (contoh) spesi, ukuran besi, galian, sambungan pipa, pemasangan 
genteng, k~sen, pasangan patu, pemiadatan, plestera, c@r/tulangan, 
rabat bton, cor beton, dll disesu~ikan deng~n RAB/Gmbr, dll. 

3. Penyedia Baran__g/ Jasa selaku pelaks~na kegiatan supaya 
menindaklanjuti_ ~komendasi sebagaimana tersebut diatas dengan 
penuh tangg~ng jawab. 

Derikih Catatan Teknis ini dibuat untuk ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya. 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

~iREK'i'~" 
PENYEDIA BARANG/JASA 

CV . 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK) 

E.::::TT 

PENGAWASLAPANGAN 

. ... i-ii"?:: :: : :: : :: :: : : : :: :: .. 

PPTK 

..i-iiP: :: :::::::::::::: ::::: : ... 
MENGETAHUI : 

KEPALA DINAS/KANTOR .....(SKPD) 

r:7z7777 
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- 



CONTOH CATATAN TEKNIS I{ASIL PEMERIKSAAN PE]<ERJAAN
100 0/o.

KOP SI'RAT

CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pada uakru dilaksara.kan pemeril-<-saa4. peked4an pada hari ...
tanqgal .....:.--aulan-'..:-..... lahun'dua ribu l ima bbLas, untuk pal<et
DeKenaan :
l {amd (eg i ia ta l l  :  . . . . . . . .  .  . .

Nomor
Alamat 

-
Nomor Kontral
Tanssal Konffak
Nom-o-r SPMK
IapggAl $PMK

sebasai berikut :
iian'iEt<nlis pi*erj€an dilapangan teLah mencapai bobot 100

z. ftiL:o-niiHdail-itds pelaksa-naarr pekeriaan (soqtgh rekogrendast tehrts):
a. (contohl Dalarir masa pemelh4raar. apablla lerJadl..ke nJ sakan oan- 

5tau-diibmt-ktn iacai mutu pekerjaan rlaka Peiy.edia Baraflg/.Iasa
harus berta4ggung la\ ab penuh atas hal tersebut balk secara leKlnls
mauoun huktrm. 

- -
b. (contoh| Dalagt qrasa pemqUl.Iqaglitiiti.'nt "daG- masa pemeliharaan Pq4yedia Qarang/Jasa harus

i€nantidsa melakukan pengece kan / pe mehharaan / perawatan.
c. dll.

3. Penvedia Barans/Jasa selakq pelaksana - kegia-tan qupaya
medindaidanjuti . RClJomendasi sebaga-mana tersebut dlatas dengan
penulr tangguFg law4o-

ueruKlan uara.tan r'eknis ini dibuat untuk ditinda.klanjuti

seratug p{osen).

sebagaimana mestinya.

KONSULTAN PENGAWASw/cv

" 'b iREKfr iH'

PEI{\'EDIA BARANG /JASAcv--. ._.__.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NIP

PENGAWAS I.{PANGAN

NIP

NIP

PPTK

' ' l i ip; ; : : . . . : : . : : : : : : . : : : : . . . . .

MENGETAHUI :
KEPAr-A DrNAS/KAXTOR......(SKPD)

l l 0

fl;pr+ P,t';LP't't

1.5. CONTOH CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 
100%. 

KOP SURAT 

CATATAN TEKNIS HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 

Pad a waktu dilaksanakan pemeri.ksaan pekerjaan pada hari ...... 
tanggal ......... bulan .......... tahun dua ribu lira belas, untuk paket 
pek~fjaan 
Nama Kegiatan • 
Nama Penyedia Barang/Jasa : . 
Alamat . 
Nomor Kontrak .. 
Tanggal Kontrak . 
Nomor SPMK . 
Tanttf SPMK .. 

-&,�tu e.p�f�anaan : . 
Diperoleh basil sebagai berikut : 
1. Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai bobot 100 

% (seratus prosen). 
2. Rekomendasi atas pelaksanaan pekerjaan (contoh rekomendasi teknis]: 

a. (contoh) Dalar masa pemeliharaan, apabjla terjadi_ kerusakan dan 
atau ditemukan cacat mutu pekerjaan maka Penyedia Barang/ Jasa 
harus bertanggung jawab penuh atas hal terse but baik secara teknis 
maupun huk~mn. 

b. (contoh) Dalam masa pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa harus 
senantisa melakukan pengecekan/pemelili.araan/ perawatan. 

C. dll. 
3. Penyedja Barang/Jasa selaku pelaksana kegiatan supaya 

merindaklanjuti R~komendasi sebagannana tersebut diatas dengan 
penuh tangg~ng jawab. 

Demik~~h Catatan Teknis ini dibuat untuk ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya. 

KONSULTAN PENGAWAS 
PT/CV . 

· fEKR 
PENYEDIA BARANG/JASA 

CV . 

bi&Ek'f~F" 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

................................ 
NIP , . 

PENGAWAS LAPANGAN 

s77 
PPTK 

: 
MENGETAHUl : 

KEPALA DINAS/KANTOR......(SKPD) 

vs77. 
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1.6. CONTOH BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
KOP SI'RAT

BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
Nomor .

Menindaldanjuti surat daii Direktur PT/CV... ......., Nomor
:......,.,.. tanggal Bulan ....... ' . ' .  tahun dua ribu empat belas
perihal permohonan Pemeriksaa-n Pekerjaan (nama paket
pekefaan) untuk Pembayaran Termyn (prestasi pekelaan) sebesai ..... .. 7o
(..,...... prosen) dan setelah dilakukarr perneritsaan peke{aan pada hari
.............. ta-nggal ............. Bulan ......... tahun dua ribu empat belas serta
berdasarkan Catatan Teknis Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada hari............
tanggal ............ bulan .......... Ta.hun dua ribu lima belas, selaljutnya
setelah dila-kukan penelitian dan pengkajian s€caia telcais dan admfilistrasi
dengan ini dinyatakan sebagai berikut :
1. Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangal teLah mencapai bobot

. . . . . . . . .% ( . . . . . . . . . .  p rosen) .
2. Sehubungan hal tersebut permohonan pembayaran prcstasi pekerlaan

(termyn) sebesa.r .......y" (,,.,,... prosen) dapat dibayarkan sebesar
Rp............, (....-......rupiah) sesuai dengan ketentuan dalao Dokumen
Kontrak yang teLah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan seperlunya.

Jepara ,  . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .  2015

PENYEDIA BARANG/JASA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK}
cv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Direktur

MENGETAHUI :
KEPAI-A DINAS/KANTOR .......................(SKPD)

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)

NIP

l l l

L.6. CONTOH BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 
KOP SURAT 

BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 
Nomor: 

Menindaklanjuti surat dari Direktur PT/CV Nomor 
tanggal Bulan tahun dua ribu empat belas 

perihal permohonan Pemeriksaan Pekerjaan . . .. ... . . . . ... . . . .. ... . . (nama paket 
pekerjaan) untuk Pembayaran Termyn {prestasi pekerjaan) sebesar .........% 
(......... prosen) dan setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan pad a hari 
.............. tanggal Bulan ...•.... tahun dua ribu em pat belas serta 
berdasarkan Cata tan Teknis Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada hari . 
tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, selanjutnya 
setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara teknis dan administrasi 
dengan ini dinyatakan sebagai berikut: 
1. Secara fisik dan teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai bobot 

......... % ( prosen). 
2. Sehubungan hal tersebut permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 

(termyn) sebesar % (........ prosen) dapat dibayarkan sebesar 
Rp..... .. . . .. . . ( rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen 
Kontrak yang telah ditetapkan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

Jepara, 2015 

PENYEDIA BARANG / JASA 
CV . 

Direktur 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

............... 
NIP ..............•............ 

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

NIP . 
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I.T.CONTOH BERITA
PEMELIHARAAN

ACARA

KOP SURAT

PEMBAYARAN JAMINAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN PEMELIHARAAN
Nomor :

Merrindaklanjuti surat dari Direktur PT/CV.............. Nomor
:........... tanggal Bulan ,........,. tahun dua ribu Lima belas perihal
pelmohonan pembayaran jarninan pemeliharaan untuk pekeqiaan .......{nama
paket pekelaan), dengal ini dinyatakan sebagai berikut :
1. Pekerjaan teLah selesai masa pemeliharaan dan secara fisik dan teknis

kondisi pekerjaan dilapangan setelah dilalukan pemeriksan bersama
antara Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa masih dalan
keadaar baik. *)

2. Sehubungan hal tersebut p€rmohonan pembayarar jaiirinan
pemelihalaan dapat dibayarkan/dicairkan s€bes€r Rp...........
(...,,.,,..rupiah) sesuai dengan ketentuan da]arn Dokumen Kontrak yang
telah ditetapkan.

Demikian Berita Aca1a
dipergunakan seperlunya.

PENYEDIA BARANG/JASA
cv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ini dibuat dengan sesungguhnya untuk

Jepa. ra .  . . . . . . . . . . . . . . . .
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN {PPK)

Direktur

Keterangan :
*) ; untuk pemeriksaa! pekerjaan da-lam

pemelihar:aan hanya dilakukan oleh
Pengguna Barang/Jasa.

NIP

MENGETAHUI :
KEPALA DrNAS/KANTOR .......................(SKPD)

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN {PA]

NIP

rangka pembayaran jaminan
Penyedia Barang/Jasa darr

1,1,2

I.7.CONTOH BERITA 
PEMELIHARAAN 

ACARA 

KOPSURAT 

PEMBAYARAN JAMINAN 

BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN PEMELIHARAAN 
Nomor: 

Menindaklanjuti surat dari Direktur fYf/CV Nomor 
: tanggal Bulan tahun dua ribu lima belas perihal 
permohonan pembayaranjaminan pemeliharaan untuk pekerjaan .......(nama 
paket pekerjaan), dengan ini dinyatakan sebagai berikut: 
1. Pekerjaan telah selesai masa pemeliharaan dan secara fisik dan teknis 

kondisi pekerjaan dilapangan setelah dilakukan pemeriksan bersama 
antara Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa masih dalam 
keadaan baik. *) 

2. Sehubungan hal tersebut perrnohonan pembayaran jaminan 
pemeliharaan dapat dibayarkan/dicairkan sebesar Rp . 
(..........rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang 
telah ditetapkan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

PENYEDIA BARANG/JASA 
CV . 

Direktur 

Jepara, . 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

NIP . 

MENGETAHUI : 
KEPALA DINAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

NIP . 

Keterangan : 
): untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka pembayaran jaminan 

pemeliharaan hanya dilakukan oleh Penyedia Barang/ J asa dan 
Pengguna Barang/ Jasa. 
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I.S.CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
KOP SURAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKER.JAAN PERTAMA

NOMOR :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  tanggal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bulan
taiun .................., kami yalg bertanda tangan dibawal ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat

2. Nama
Jabatan
Alamat

s€lanjuftya sebagai PIHAK PERIAMA

s€lanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERIAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekeljaan dilapangan, bahwa pekeiaan yang
dipercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan .....................{nama kegiatan)
dengan Nomor Kontrak : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal .. . . . . . . , . . .(tCl, bln, thn) telah selesai
100Yo dalam keadaan baik.

Mata dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan peke{aan te.sebut diatas untuk yang
pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAX PERIAMA menerima
pekeiaa-n tersebut dengan baik. Masa pemeliharaan selana 180 {Seratus delapan
puluh )hari terhitung sejat dilakukan penyerchan pertama bahtra selarna masa
pemeliharaan tersebut segala kerusalan r€ng teiadi pada peke{aa.n menjadi
tanggungiawab PIHAK KEDUA. *)

Demikian Berita Acam Penyetaiarl Pekedaao ini dibuat untuk dapat
dipergunakar sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT/ CV

ufeKtuf

Mengetahui
Kepala Dinas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (SKPD)

*) Masa pemeliharaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.

t i 3

1.8.CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA 
KOP SURAT 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA 

NOMOR: . 

Pad a hari ini , tanggal bulan . 
tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: , selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA 

I. Nama 
Jabatan 
Alamat 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat : , selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA 

Berdasarkan basil pemeriksaan pekerjaan dilapangan, bahwa pekerjaan yang 
dipercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan (nama kegiatan) 
dengan Nomor Kontrak 

: 

., 

tanggal ...........(tgl, bln, thn) 

telah selesai 

100% dalam keadaan baik. 

Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan tersebut diatas untuk yang 
pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menerima 
pekerjaan tersebut dengan baik. Masa pemeliharaan selama 180 [Seratus delapan 
puluh ) hari terhitung sejak dilakukan penyerahan pertama bahwa selama masa 
pemeliharaan tersebut segala kerusakan yang terjadi pada pekerjaan menjadi 
tanggungjawab PIHAK KEDUA. 

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAK KEDUA 
PT/CV . 

PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

Direktur NIP . 

Mengetahui 
Kepala Dinas (SKPO) 

NIP . 

) Masa pemeliharaan disesuaikan dengan Dokurnen Kontrak. 
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I.g.CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA
KOP SI'RAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKEzuAAN KEDUA

NOMOR :

Pada hari ini ............,...., tanggal .................... bulan
tahun .................., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Jabatair
Alamat

2, Nama
Jabatan
Alamat

selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

s€larrjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dafl PIHAK KEDUA, bahwa peke{aan yang dipercayakan
kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan .....................(nama kegiatan) dengan
Nomor Kontrak : .................. tanggal .......,...,(tgl, bln, thn) telah selesai masa
pemetharaan dalam keadaan baik. *)

Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyeraikan pekerjaan tersebut diatas
untuk yang kedua kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA
menerima pekerjaan tersebut dengan baik.

Demikian Berita Acara Penyeralnn PekerJaan il1i dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
m/cv

Direl<tur

Mengetahui
Kepala Dinas .... (SKPD)

Keterangan :
*) : untuk pemeriksaar pekerjaan dalam rangka penyerahan kedua {untuk

pembayaran jarninan pemelihajaan) hanya dilakukan oleh Penyedia
Baralg/Jasa dajr Pengguna Bara.ng/Jasa.

1 1 4

I.9.CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA 
KOPSURAT 

BERITA ACARA 
SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA 

NOMOR: . 

Pada hari ini , tanggal bulan . 
tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama 
Jabatan 
Alamat 

................................. 
: , selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bahwa pekerjaan yang dipercayakan 
kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan (nama kegiatan) dengan 
Nomor Kontrak : tanggal ............(tgl, bln, thn) telah selesai masa 
pemeliharaan dalam keadaan baik. ) 

Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan tersebut diatas 
untuk yang kedua kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA 
menerima pekerjaan tersebut dengan baik. 

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ini dibuat untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAKKEDUA 
PT/CV . 

............................ 
Direktur 

PIHAK PERTAMA 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

. . 
NIP . 

Mengetahui 
Kepala Dinas (SKPD) 

................. 
NIP . 

Keterangan : 
*) : untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka penyerahan kedua (untuk 

pembayaran jaminan pemeliharaan) hanya dilakukan oleh Penyedia 
Barang/ Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. 

114 



I.IO.CONTOH SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI IOO %
DAI"AM KONDISI BA]K DARI PE}TYEDIA BARANG/JASA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEKER.IAAN SELESAI 1OO %
NOMOR I

Yang b€rtanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
Alarnat

: Direktur CV./Pl.

Dengan irli menyatatan bahwa pekerjaan .......... (nama
paket pekerjaan) dengan kontrak nomor : ......,,,....,, teLah selesai
dikerjakan 100 7o darr telah sesuai dengarr bestek.
Apabila dikemudia.{r hari daiam pekerjaan ... {nama paket
pekedaan) dengan kontrat nomor : ......,,,..... dan Berita Acara
Pemeriksaan nomor : ......................, diketahui t idak sesuai dengan
ketentuan kontrak dan bestek, serta apabila terjadi permasalahan hukum
maka saya bersedia untuk memperbaiki dan mempertanggungjax'abkan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berLaku.

Demilian surat pernyataan ini saya buat dengan p€nuh keaadaran
tanpa paksaan dari siapapun dan agar dapat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jepara,
2015

Yang menyatal<an
Direktur CV./PI.

TTD

direktur)

Meterai
Rp.6.000,00
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1.10.CONTOH SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI 100 % 
DALAM KONDISI BAIK DARI PENYEDIA BARANG/JASA 

KOPSURAT 

Nama 
Jabatan 
Alamat 

SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI 100 % 
NOMOR: . 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

: Direktur CV./PT .. 
. . . 

Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan "... . . . ..••.. .. . . . . .. . . . . .. . . {nama 
paket pekerjaan) dengan kontrak nomor : , telah selesai 
dikerjakan 100 % dan telah sesuai dengan bestek. 
Apabila dikemudian hari dalam pekerjaan " (nama paket 
pekerjaan) dengan kontrak nomor : . . .. . .. .. . . . . . dan Berita Acara 
Pemeriksaan nomor : , diketahui tidak sesuai dengan 
ketentuan kontrak dan bestek, serta apabila terjadi permasalahan hukum 
maka saya bersedia untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran 
tanpa paksaan dari siapapun dan agar dapat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Jepara, 
2015 

Yang menyatakan 
Direktur CV./ PT .. 

Meterar 
Rp 6.000,00 

TTD 

hama direktur) 
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COX'IOH BERITA ACARA PBIERIKSAAIT
Baraag If on Konrtru*stlilasa Latanyal

KOP SURAT

PEXIER.IAAII (Pelgadaa!J.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKEzuAAN
Nomor i

Pada hari ini ...... tanssal ........ bulan . ... . . Telur dua ribu Uma belas,
telah diiakukd pemeriksaan pekedaan sebasai berikut :
Nana Kegiatan
Nama Penyedia Ba.rarglJasa

Nomor Ko$trak
Tanggal Kontrak
Nomor SPMK
Tanggal SPMK
Nnai Kegiatan
Walrhr Pelaksanaan

Adapun hasil pemeriksaen pekerjaan berdasa-rkan Pensamaran
sebaSaimana terrampf.

Hasil peneriksaan ini disarnpaikan dan selanjutrIJ a diserahkan
Komitrnen (PPIO untuk m.nsevaluasinya.

Demikian Berita Acara ini guna seperlunya.

seca.ra fisik dilapansan

kepada Pejabat Pembuat

PENYEDI.A BARANG/JASA
m/cv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
(PPHP)
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .

SRIUJU :
PB.IABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

N I P . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

2-
3.

5.Direhur

PPTK

NIP

MPNGETAHUI :
KEPAI-A DINAS/KANTOR (sKPD)

(PA)SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

N I P . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .

l 1 6

ffiieertn tnt''Pli

J. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN (Pengadaan 
Barang Non Konstruksl/Jasa Lalnnya) 

KOPSURAT 

BER1TA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor : 

Pada hari ini ...... tanggal .........bulan Tahun dua ribu lima belas, 
telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut : 
Nama Kegiatan 
Nama Penyedia Barang/Jasa 
Alamat 
Nomor Kontrak 
Tanggal Kontrak 
NomorSPMK 
Tanggai SPMK 
Nilai Kegiatan 
W aktu Pelaksanaan 

Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan berdasarkan pengamatan secara fisik dilapangan 
sebagaimana terlampir. 

Hasil pemeriksaan ini disampaikan dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) untuk mengevaluasinya. 

Demikian Serita Acara ini guna seperlunya. 

PE NYE DIA BARANG /JASA 
PT/CV . 

Direktur 

PPTR 

NIP . 

PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
(PPHP) 
1. ··························· 
2. ··············································· 3 ................................................• 
4 , . 
5 . 

SETUJU : 
PEJABAT PEMBUAT KOMIT MEN (PPK) 

NIP . 

MENGETAHUI : 
KEPALA DTNAS/KANTOR (SKPD) 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) 

NIP . 
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K. DAFTAR SII{GIIATA]T

1 1 7

APBD Anssaran Pendapatar dan Belania Daerah
SIIPD Satuan Keria Peranskat Daerah
SIIPKD Satuan Keria Pengelola Keuangan Daerah
PPKI) Pejabat Penselola Keuanaan Daerah
BUD Bendahara Umum Daerah
I{UASA B{ID Kuasa Bendahara Umum Daerah
PPK SKPD Peiabat Penatausahaan Keuangan SKPD
PPK Peiabat Pembuat Koaitraen
POzuA Kelomook Keria
SPK Surat Perjaniian Keria
SP Surat Pesanan
SPIUK Surat Perinta-h Mulai Keria
SPPBJ Surat Penuniukan Penyedia Ba.rang/ Jasa
PPTI( Peiabat Pelatsara Telmis Kesiatan
I'MT KER.'A Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu

atau beberaDa Drogram
RPJIID Rencana Pemba.ngunan Jangka Menengah

Daerah
RI{PD Rencana Keda Pemerintah Daerah
TAPD Tim Anssaran Pemerintah Daerah
I{UA Kebiiakan Umum APBD
PPAS Ftioritas dan Pl,afond Anggaran Sementat'a
PPA Prioritas dan Plafond Anggaran
RXA SKPD Rencana Keria dall AnAsaran SKPD
SILPA Sisa Lebih Perhitunqan Anssara-n
DPA SXPD Dokumen Pelaksanaan Anssaran SKPD
DPA L SKPD Dokumen Pelaksalaan Anggaran Lanjutan

SKPD
DPPA SKPD Dokumen Pelatsanaan Perubahan Arggaran

SKPD
SPD Surat Penvediaan Dana
SPP Surat Permintaan Pembavarar
SPP I'P Surat Permintaan PembayaJan Ua.ng

Persediaan
SPP GU Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uarg

Per:sediaan
SPP TU Surat Permintaan Pembayaran Tambahan

Uans Persediaan
SPP I,S Surat Permintaan Pembayar:an langsung
SPM Surat Perintah Membavar
SPM UP Surat Perintah Membayar Uang Persediaan

ffi\

K. DAFTAR SINGKATAN 

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
SKPD Satuan Keria Perangkat Daerah 
SKPKD Satuan Keria Pengelola Keuangan Daerah 
PPKD Peiabat Pengelola Keuangan Daerah 
BUD Bendahara Umum Daerah 
KUASABUD Kuasa Bendahara Umum Daerah 
PPK SKPD Peiabat Penatausahaan Keuangan SKPD 
PPK Peiabat Pembuat Komitmen 
POKJA Kelomook Keria 
SPK Surat Perianiian Keria 
SP Surat Pesanan 
SPMK Surat Perintah Mulai Keria 
SPPBJ Surat Penuniukan Penvedia Barang/ Jasa 
PPTK Peiabat Pelaksana Teknis Kepiatan 
UNIT KERJA Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 

atau beberapa program 
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 
RKPD Rencana Keria Pemerintah Daerah 
TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
KUA Kebiiakan Umum APBD 
PPAS Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara 
PPA Prioritas dan Plafond An9saran 
RKASKPD Rencana Keria dan Anggaran SKPD 
SILPA Sisa Lebih Perhitungan Anpsaran 
DPA SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 
DPALSKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan 

SKPD 
DPPASKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

SKPD 
SPD Surat Penvediaan Dana 
SPP Surat Permintaan Pembavaran 
SPPUP Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan 
SPPGU Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 

Persediaan 
SPPTU Surat Permintaan Pembayaran Tambahan 

Uang Persediaan 
SPPLS Surat Permintaan Pembavaran Langsung 
SPM Surat Perintah Membavar 
SPMUP Surat Perintah Membavar Uang Persediaan 
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SPP GT' Surat Perintah Membayar Garti Uang
Persediaan

SPP TU Surat Ferintah Membayar Tambahan Uang
Persediaan

sPuts Surat Perintah Membayar l"angsung
SPiID Surat Perintrh Pencairan Dana
B[,I'D Badan laYanan Umum Daerah

l t 8

ffi@

SPP GU Surat Perintah Membayar Ganti Uang 
Persediaan 

SPPTU Surat Perintah Membayar Tambahan Uang 
Persediaan 

8PM LS Surat Perintah Membavar Langsung 
sP2D Surat Perintah Pencairan Dana 
BLUD Badan Lavanan Umum Daerah 
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I
BAB VU

PEITUTUP

Dengan adanya PenJausunan Juknis PeLaksanaan Kegiata{t Pembarlgunan

Tahun 2015 ini, Pengelola Kegratan dapat segera melalsanal<an kegiatan-

kegiatan Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2015 dengan tetap memperhatikan peratura{r darr ketentuan yang

berlaku.

BUPATI JEPAM,

uh!=
AHMAD MARZUQI

tENELrrr,AN PRoD!4 x!5!lg
JAB ATA N

Sekretaris 3r- ,h ).

Kasubeq fU -A
k;;;ra s\Tl P€iqusul

EA6IAN HUKUM

n9

i 
BAB VII 

PENUTUP 

Dengan adanya Penyusunan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2015 ini, Pengelola Kegiatan dapat segera melaksanakan kegiatan­ 

kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2015 dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

BUPATI JEPARA, 

AHMAD MARZUQI 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
JARATAN PARAF - le Sekretaris Dar at . 

Asisten I -·- ·- 
Kepale .• 

i--:.--- �- 2Tl - Kasuba 
Kepala SKF Pengusul . 

BAGIAN HUKUM 
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